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KATA PENGANTAR

Hukum, sebuah kata tak ‘terdefenisikan’—yang diajarkan dalam perkuliahan
sistem kredit semester dalam sebuah fakultas hukum—bisa saja diselesaikan dalam tujuh
semester, bahkan yang cukup ‘heroik’ menyelesaikan perkulihannya dalam enam semester.
Secara tidak mengejutkan lagi, ada yang berencana menyelesaikannya dalam lima semester.
Melebihi vokasi bukan? Saya memutuskan menyelesaiakan studi mengenai hukum dalam
empat tahun terakhir ini, selain tidak begitu ‘mampu’ dan seheroik rekan-rekan yang lain,
sebenarnya masalah pertimbangan biaya, karena saya ingin mandiri dan tidak lagi
mengandalkan uang bulanan kiriman dari orang tua. Bukan sebuah alasan akademis!
Memang uang kuliah di kampus terbaik ini semakin lama semakin mahal, yang memang
sepadan dengan kwalitas yang diberikan oleh kampus ini (tanda tanya).

Bagi segelintir orang, setidaknya yang saya kenal, Fakulta Hukum Universitas
Indonesia belum memberikan suatu kejelasan mengenai apa itu hukum dan begitu dipujanya
benda bernama hukum. Menjelajahi dunia hukum dalam empat tahun dalam sebuah tembok
akademis, membuat orang (tentu yang saya maksud ‘segelintir’ tadi) ingin melompati
temboknya. Akhirnya, secara periodik pintu tembok tersebut dibuka yaitu dua kali setahun,
kesempatan melompati tembok itu akhirnya diberikan juga dengan sebuah karya yang
seyogyanya membuat pintu terbuka itu lebih menganga, tetapi bagi seorang pemula
cukuplah seperempat pintu itu yang akan dibuka. Saya sendiri berharap banyak pada
hukum, meski pesimis juga.

Pada awalnya, karya tulis ini akan dibuat se-spektakular mungkin, melebihi karya
salah seorang ‘yang tercerahkan’ dan ingin meruntuhkan hukum yang sebenarnya tak
berpondasi itu. Setidaknya, karya tulis ini pada awalnya ingin membahas sebuah
perbenturan dua hukum—setidaknya begitulah penggambaran tepatnya uttuk memandang
‘Hukum Adat’ dan ‘Hukum Eropa Kontinental’—yang menyisakan serpihan-serpihan tak
berbentuk, yang dicoba dibentuk lagi oleh beberapa orang yang sepertinya tidak memori
kolektif akan sebuah bangsa. Akan tetapi, sekelompok orang dengan ‘memori kolektif-nya’
tidak cukup mampu berbuat selain berkata-kata tanpa ada sebuah aksi untuk ‘kebenaran’
yang mungkin bersemayam dalam kepala mereka. Akhirnya jadilah serpihan-serpihan tak
bermakna itu disusun ulang tanpa pondasi bahkan tanpa bentuk. Sehingga bingunglah orang
yang memangdangnya. Negara ini adalah ‘Babel Hukum’ yang selanjutnya barangkali.

Dualisme hukum, begitulah kira-kira yang tergambar dalam benak setiap orang
yang melihat tatanan hukum sebuah negara yang ingin mengulang sejarah Majapahit ini.
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Setidaknya bahasa pun telah membagi-bagi kepala manusianya dengan pemaknaan yang
amburadul—begitu juga tulisan ini. Memaknai konotasi saja tidak becus apalagi
bermetafora. Padahal, hukum yang sedang dibahas ini penuh metafora, utopis! Matilah
sebuah hukum apabila telah dituliskan begitu kata seorang sarjana Belanda yang menyadari
hukum yang selama ini dipelajarinya begitu mati. Sementara hukum yang ditemuinya, yang
tadinya begitu hidup, di belahan dunia lain yang baru dijajah bangsanya sendiri tersebut
pada akhirnya mati. Tertikam oleh hukum yang mati, sungguh ironis.

Pada akhirnya, saya harus menjadi sama seperti yang lain, sebelum cukup kuat dan
tabah untuk menjadi yang berbeda. Sebagai tuntutan dunia akademis, maka saya harus
meninggalkan kampus ini, dengan sedikit agak ilmiah melalui karya tulis ini. Berhubung
saya berada dalam program kekhususan yang menjadi ujung tombak dari pertahanan
‘hukum materiil’, maka saya membuat karya tulis mengenai hal yang berkaitan di proses
beracara di pengadilan. Pengadilan, sebagaimana namanya, bukanlah tempat mencari
keadilan, meskipun kata ‘adil’ bertaburan di setiap putusan yang dikeluarkan oleh
pengadilan. “ Sejak kapan engkau mencari keadilan di pengadilan,” begitu setidaknya
dikatakan seorang pengacara senior kepada lawannya ketika hendak menunggu putusan
hakim, sebuah adegan dalam film Hollywood “Civi/ Action”. Ttulah kenyataan, tetapi
setidaknya tinjauan secara akademis perlu dilakukan demi sebuah kelulusan. Selanjutnya
saya akan lebih akademis.

Tulisan ini disusun sebagai usaha untuk memahami prosedur hukum acara modern
Indonesia, yang hingga saat ini masih bersinggungan dengan unsur-unsur tradisional
masyarakat Indonesia. Dimana, penelitian ini lebih. dikhususkan pada pelaksanaan hukum
acara perdata dalam penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan suatu Masyarakat Hukum
Adat di Sidikalang, Kabupaten Dairi. Berawal dari sebuah putusan hakim pada Pengadilan
Negeri Sidikalang No.11/Pdt.G/2009/PN-SDK, yang menyatakan dalam dalam putusannya
bahwa gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), maka penulis mencoba
mencermati perlu atau tidaknya putusan seperti ini diterapkan dalam sebuah peradilan cepat,
murah dan sederhana. Sehingga lahirlah karya tulis yang berjudul “Pengajuan Gugatan
Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Pengadilan Negeri Sidikalang Yang Tidak
Melibatkan Masyarakat Hukum Adat Sebagai Raja Ni Dapot (Raja Tanah) Di Borno Desa
Laenuaha Kecamatan Siempatnempu Kabupaten Dairi (Analisis Terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Sidikalang NO.11/Pdt.G/2009/PN-SDK).”

Tulisan ini lahir dalam lingkungan akademis sehingga penulis ingin berterimakasih

kepada para akademisi yang telah memberi pengajaran mengenai hukum selama
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perkuliahan di Fakultas Hukum Univesitas Indonesia. Terimakasih juga dihaturkan kepada
para akademisi yang telah bersedia membimbing penulisan karya tulis ilmiah ini, kepada
akademisi yang telah bersedia menguji kesahihan karya tulis ini. Terimakasih juga kepada
akademisi yang telah menajdi Penasehat Akademis dalam tahun-tahun perkuliahan di
Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terimakasih juga kepada akademisi yang tetap
berada pada jalurnya dan tetap loyal.

Terimakasih kepada kawan-kawan berdiskusi, kawan-kawan yang sempat menjadi
‘sampah’ sejenak. Tidak lupa juga, kepada berbagai pihak yang disadari maupun tidak juga
memberi dampak signifikan maupun tidak. Kepada pihak yang pantas maupun tidak
mendapatkan terimakasih. Kepada yang meminta ucapan terimakasih maupun tidak, juga
kepada yang membutuhkan ucapan terimakasih maupun yang tidak. Terlebih kepada yang
enggan meminta ucapan terimakasih maupun yang enggan menerima.

Terakhir, terimakasih kepada damang nang dainang (Debata na tarida), haha,
anggi, pinaribot, dohot nahinaholongan ni roha.

Semoga karya tulis ini dapat diambil manfaatnya oleh yang membutuhkan bagi
perkembangan penemuan hukum di Indonesia maupun alasan-alasan lain yang tidak masuk
akal. Tanpa disadari oleh para pembaca, karya tulis ini banyak mengandung kekurangan,
semoga peneliti-peneliti yang sadar akan hal tersebut, di kemudian hari bisa mengisi

kekurangan tersebut dengan penemuan-penemuan yang lebih brillian lagi.

Depok, 6 Juli 2011

Penulis
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ABSTRAK

Nama : Sandoro Purba
Program Studi : [lmu Hukum
Judul : Pengajuan Gugatan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Pengadilan

Negeri Sidikalang Yang Tidak Melibatkan Masyarakat Hukum Adat
Sebagai Raja Ni Dapot (Raja Tanah) Di Borno Desa Laenuaha Kecamatan

Siempatnempu Kabupaten Dairi (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Sidikalang No.11/Pdt.G/2009/PN-SDK)

Penyelesaian sengketa tanah adat pada pengadilan negeri telah kerap dilakukan.
Beberapa Putusan Mahkamah Agung telah menjadi yurisprudensi dalam penyelesaian
sengketa tanah adat, terutama yang berhubungan dengan masyarakat hukum adat Batak.
Dewasa ini, perkara sengketa tanah adat antara kaum pendatang dan masyarakat hukum adat
Batak yaitu Raja Ni Dapot (Raja Tanah) masih kerap terjadi. Mengingat hal itu, peranan
Raja Ni Dapot (Raja Tanah) dalam urusan pertanahan yang masih lazim dilakukan perlu
untuk ditinjau. Apabila, transaksi tanah yang dilakukan secara terang dan tunai di hadapan
Raja Ni Dapot (Raja Tanah), diperkarakan di pengadilan negeri perlu untuk ditelusuri lebih
jauh. Terlebih, bagi hakim dalam menentukan kedudukan Raja Ni Dapot (Raja Tanah) akan
menentukan penyelesaian sengketa tanah itu nantinya. Sementara itu, masyarakat hukum
adat yang sangat dinamis dan bersifat konkrit barangkali tidak selalu sejalan dengan
prosedur hukum acara perdata dalam pengadilan negeri, sehingga yurisprudensi Mahkamah
Agung dari tahun-tahun sebelumnya mungkin tidak akan selalu relevan dengan ke beradaan
masyarakat hukum adat pada tahun-tahun berikutnya.

Kata Kuneci:

Masyarakat Hukum Adat, Sengketa Tanah Adat, Hakim.
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ABSTRACT

Name : Sandoro Purba
Studi Program : Law
Title . Lawsuit In Dispute Settlement Land In The Court Sidikalang Which Not

Involving Jural Community For Raja Ni Dapot (Land Lord) In Borno
Village Laenuaha Sub-distric Siempatnempu Distric Dairi (Analysis of
Sidikalang State Court Decisions No.11/Pdt.G/2009/PN-SDK)

Customary land disputes in the courts has often done. Several decisions the Supreme
Court has become common in costumary lands, in particular those related to the Batak jural
community conflict resolution. Currently, the case of customary land disputes between
settlers and natives Batak’s Raja Ni Dapot (Land King) are still common. Before this, the
role of Raja Ni Dapot (Land King) in the affairs of the land that is still in fact should be
reviewed. If real estate transactions are made in cash, in front of Raja Ni Dapot (Land
King), sued in state courts should be tracked more. On the other hand, for judges in the
determination of the position of Raja Ni Dapot (Land King) determines the resolution of
land conflicts later. Meanwhile, the jural community who are very dynamic and concrete,
not always cannot be according to the prvate procedure law in State Court, so that the
jurisprudence of the Supreme Court of the previous years not always may be relevant to the
existence of jural community in the following years.

Keyword:
Jural community, customary land disputes, judge
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam perjalanan sejarah manusia, tanah telah diergamber
permasalahan pokok. Tanah, karena fungsinya, kemadi objek perebutan
dalam masyarakat. Berbagai perang terjadi karemebptan tanah kekuasaan,
hingga terjadi penjajahan dan kolonisasi di berb&gdahan dunia. Perebutan
tanah—antar perorangan maupun perorangan dengamp@k—masih tetap
terjadi. Akan tetapi, kini yang lebih sering tedth tidak lagi semata-mata
perebutan secara frontal melainkan dengan jaluatmeklembaga peradilan.

Bagi masyarakat Batdksecara umum kurang lebihnya telah mengenal
lembaga peradilan sebagai sarana untuk mempertmdrdk-haknya, terutama
masalah tanah. Berbagai yurisprudensi mengenailamasasalah yang kerap
terjadi di lingkungan masyarakat Batak, sepertiata@stanah dan waris, telah ada
dalam putusan Mahkamah Agung (MAMereka yang mampu dan merasa
penting untuk mempertahankan kedudukannya atadasepitanah, serta merasa
hak-haknya tidak akan terpenuhi dalam pengadilaat, antu akan segera
bersidang di pengadilaf’nPadahal, segala adat istiadat yang menyinggurahtan
masih tetap dijalankan. Baik masal@ano ni Huta(tanah yang dimiliki oleh
marga tertenty)Paojakhon Huta(meresmikan perkampungan) masih dihargai
dan dijalankan ketentuannya sesuai dengan adaidezin dengan seizitaja Ni
Dapot (Raja Tanahf.Namun, ketika ada persengketaan yang timbul diikzam

! Simanjuntak,Struktur Sosial Dan Sistem Politik Batak Toba HagtP45: Suatu
Pendekatan Sejarah, Antropologi Budaya Politilgkarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006).

Batak adalah salah satu suku bangsa Indonesia bendipm di sekitar Danau Toba,
Sumatera Utara yang persebarannya dari perbatasagghbe Aceh Darusallam di sebelah barat
sampai perbatasan Riau dan Sumatera Barat di bebilar. Suku Batak setidaknya terbagi
dalam 6 (enam) sub-suku vyaitu: Batak Toba, Batakafingun, Batak Angkola, Batak
Mandailing, Batak Karo dan Batak Pakpak.

2 putusan MA No. 5 ki/sip/1958; Putusan MA N0.239 i§/$960; Putusan MA No.
2232 k/pdt/2001

® Irianto, Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum: Studerdenai Strategi
Perempuan Batak Toba Untuk Mendapatkan Akses Kegdaida Waris Melalui Proses
Penyelesaian Sengkef{dakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hal. 279
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hari, salah satu pihak kemungkinan besar akan meémga gugatan ke
pengadilan. Oleh karena itu, timbul suatu pemikibmtwa adat tetaplah adat,
tetapi sengketa tetap saja ke pengadilan.

Keberlakuan hukum adat disamping hukum agraria—ydidgsarkan
atas hukum barat—diharapkan menjadi ‘dasar’ hukanmah nasional.Dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 19@@ntang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (LN Tahun 1960 No. 104, TLN No. 2043elanjutnya disebut
dengan UUPA, dengan tegas dinyatakdwuktim agraria yang berlaku atas bumi,
air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjadgkt bertentangan dengan
kepentingan nasional dan negara yang berdasarkaas giersatuan bangsa,
dengan sosialisme Indonesiz’.Hal ini, menunjukkan suatu sikap untuk menjaga
keberadaan masyarakat Indonesia dalam menyongsambghan dengan tidak
tertatih-tatih. Akan tetapi, perlu ada penyelidikebih lanjut mengenai hukum
adat yang dimaksud oleh UUPA ini. Paling tidak,adalkonteks orang Batak,
dikenal konsepmarga tano(marga tanah’),memiliki ketentuan masing-masing
terkait pengaturan tanah tersebut. Sehingga kedikdu saat terjadi sengketa,
akan sangat sulit mendamaikan. Di sinilah negarasheuncul dengan hukum
nasional untuk menyelesaikan hal tersebut. Hukuat bdnar-benar diharapkan
menjadi ‘dasar’ dari hukum nasional, serta pemalmamasyarakat akan berbagai
ketentuan adat yang ada, tidak bertentangan detefajakan nasional demikian
pula sebaliknya. Oleh karena itu, frasebérdasar atas hukum addt perlu
dimaknai dengan benar agar tidak berbalik menjatefdasarkan atas hukum

adat.”

“Simanjuntak, Struktur Sosial Dan Sistem Politik Batak Toba Hiagt945: Suatu
Pendekatan Sejarah, Antropologi Budaya Palifikakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hal.
84.

®Indonesia, Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokajrada, UU
Nomor 5 Tahun 1960, LN. Tahun 1960 No. 104, TLN R@43, BagiatMenimbanghuruf c.

®Ibid. Pasal 5.

\ergouwen,Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Topghe Social Organisation and
Customary Law of the Toba Batak Of The Northern 8ua). Penerjemah: Redaksi PA, (Jakarta:
Pustaka Azet, 1986), hal. 147.

Masyarakat Batak Mengenal istilamarga do nampuna tafioFrasa ini mengandung
pengertian, bahwa atas sebidang tanah selalu kiindilkh marga tertentu marga lain adalah
penumpang. Apabila ada marga lain yang hendak dinggrus meminta izin terlebih dahulu
kepadaRaja Adat(orang yang dituakan). Hasil kerapatan d@aja-Raja Adattulah nanti yang
menentukannya.
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Dorongan untuk mematuhi hukum negara, ditambah kay®gsertifikasi
tanah belum begitu diperhatikan sebagian besararasyt Batak. Konsep tanah
adat (ano hutd yang masih dipegang teguh justru menimbulkandk&pastian
hukum ketika bersengketa di kemudian RaSiertifikasi tanah menjadi prioritas
dari sekelompok orang yang sudah mengenyam pewdidikggi dan cenderung
sudah paham kegunaannya Akan tetapi, tanah yaagifikatkan itu, kerap juga
menjadi masalah, karena beberapa bidang tanamttertielak dimiliki secara
mutlak oleh pribadi. Tanah yang demikian, kemungkifesar adalafiano ni
Huta, dimana untuk mensertifikatkan tentu tidak mudakngingat konsep
kepemilikan Tano ni Huta bukanlah hak milik mutlak yang bisa dimiliki
seseorang. Apabila terjadi sengketa, rakyat merpadjung mengenai hukum
mana yang harus dipatuhi, dimana masyarakat hukdat aenghormati
kedudukan dari para pemangku adat dalam penyetesmagketa tanah ini.
Bahkan, hakim pun seringkali kesulitan karena ditttantuk mempertimbangkan
dari dua perspektif hukum yang keberlakuannya ssen@a dipatuhi di tengah
masyarakat. Penyelesaian sengketa tanah adat gabuayg jauh lebih sederhana
secara prosedural apabila dibandingkan dengan hulegara yang dewasa ini
dikenal® Prosedur yang digunakan mengutamakan kesepakatambumat
sengketa tidak berlarut-larut dan menuju pada peaitn’°

Faktor unik lainnya, mengenai masyarakat Batak imiclalah
kebiasaannya untuk merantau ke tempat-tempat laisejauh bisa dijangkau.
Mereka akan ke luar dari komunitas hukumnya sebeyamdan membentuk
komunitas baru di tempat perantauan. Bukan tidakgkim mereka juga akan
bertemu dengan komunitas adat yang terlebih damatantau. Tidak menutup
kemungkinan juga, mereka akan bertemu dengan kdasumnasyarakat yang

merupakan penduduk asli yang memiliki peraturarn tetaendiri yang mau tidak

8 Saptomo,Hukum dan Kearifan Lokal:Revitalisasi Hukum Adatshitara(Jakarta:
Grasindo, 2010), hal. 69.

° Nader “Styles of Court ProcedufBo Make the Balancg'sdalam Nader (ed.law in
Culture and SocietyBerkeley and Los Angeles: University of Calif@nPress, (London:
University of California Press.Ltd, 1997), hal.. 87

19 parlindunganPongki Nangolngolan Sinambela Gelar Tuanku RaordreAgama
Islam Mazhab Hambali di Tanah Batak 1816-188Bogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2007), hal.
44-45,
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mau harus dipatuhi oleh para pendatang tersebutnaBek juga dalam hal ini,
cara memperoleh tanah untuk ditinggali.

Raja adat' dari masyarakat asli tempat tersebut menjadi tokaci
bagi seseorang pendatang untuk bisa memperoleln tanmt@k ditinggali dan
diusahai. Keturunannya, sebagai pengganti tidak ihkemkekuatan dan
pengetahuan seperti layaknya para pandahulunya ludaherlebih,
kemungkinannya adalah tidak ada lagi yang tahu pagirah kedudukan tanah
sengketa, karena lupa dan memang tidak ada buktiise Sengketa yang timbul
di kemudian hari menjadi penting untuk diperhatikdangan seksama. Kerap
timbul berbagai kerancuan pada hukum negara yamgmoemati hukum adat,
sementara di lain pihak sekelompok orang memardaatkkum adat sebagai alat
untuk berkuasa dan menguasai. Selain itu, pengakegara terhadap eksistensi
Masyarakat Hukum Adat dalam urusan pertanahan batunbegitu jelas.
Berbagai klaim keberadaan Masyarakat Hukum Adag) yzah berkuasa atas suatu
wilayah hukum adat yang benar-benar nyata terkadartgntangan dengan klaim
dari pihak lain. Oleh karena itu, perlu ditelisgblh lanjut bagaimana fenomena

Ini bisa diselesaikan dengan tuntas.

1L Pokok Permasalahan
Sebagaimana yang telah digambarkan dalam latakdrejamasalah,
pokok permasalahan utama dalam penelitian ini hdala
1. Bagaimana pengakuan negara terhadap eksistensafaay Hukum
Adat dalam urusan pertanahan menurut hukum naS8ional
2. Bagaimana kedudukan hasil kerapatan Masyarakat Hulddat
ketika dibawa ke dalam Pengadilan Negeri menuriuh acara
perdata Indonesia?
3. Bagaimana penerapan hukum nasional dalam putusadatpe
No0.11/Pdt.G/2009/PN-SDK pada Pengadilan Negerk8idng?

1 Oleh masyarakat pendatang dari sub-suku Batak kebaudian disebut sebagai
“Raja Ni Dapot”artinya Raja atau orang yang dituakan di suatu &&mp
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1.3. Tujuan Penelitian
1.3.1. Tujuan Umum
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetdeberadaan

masyarakat hukum adat dalam kasus-kasus tanalyadgtkerap menjadi tema
sengketa dalam pengadilan negeri yang menggunakanrhnasional. Sehingga
kelak, dalam pembangunan hukum nasional bisa dskaru sedemikian rupa
aturan sistem hukum yang benar-benar mewadabhitstridosial masyarakat
Indonesia secara menyeluruh yang jauh dari kopliksial yang memperlambat

penyelesaian hukum itu sendiri.

1.3.2. Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk dapaigkaji dan lebih

dalam tentang:

1. Untuk melihat eksistensi Masyarakat Hukum Adat chlarusan
pertanahan di daerah Kabupaten Dairi dengan memfleah hukum
nasional.

2. Untuk melihat kedudukan hasil kerapatan Masyar&katum Adat
ketika dibawa ke dalam Pengadilan Negeri menurluhu acara
perdata Indonesia.

3. Untuk melihat penerapan hukum nasional dalam potyserdata
No.11/Pdt.G/2009/PN-SDK pada Pengadilan Negerk8idng.

1.4. Kerangka Operasional

Adatrecht dipergunakan Snouck HurgroMfedan dipakai sebagai
terminologi teknis yuridis oleh van Vollenhoven. rtHedian, terminologhukum
adat dikenal dalam zaman Hindia Belanda diatur ketentdasal 11Algemene
Bepalingen van Wetgeving voor Indone@) dengan terminologjodsdientige
wetten, volksinstelingen en gebruikkatentuan Pasal 75 ayaR@glement op het
Beleid der Regeling van Nederlands In@i®R) dengan terminolodnstellingen

en gebruiken des volkferikutnya menurut ketentuan Pasal 12&t op de

2yan Vollenhoven,Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesi@Jakarta: Djambatan,
1985), hal. 8.
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Staatsinrichting van Nederlandsch Indiatau Indische SaatsregelingIS)
dipergunakan terminologigodsdientige wetten en oude herkomstdan
berdasarkan ketentuan Staatblad. 1929 Nomor jp2INomor 487 terakhir
dipergunakan terminologidatrecht'®

Van Vollenhoven, menyatakan bahwa hukum adat hdedaeluruhan
aturan tingkah laku positif yang disatu pihak memai sanksi (hukum) dan
dipihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (adaffingkah laku positif
memiliki makna hukum yang dinyatakan berlaku disian sekarang. Sedangkan
sanksi yang dimaksud adalah reaksi (konsekuensi)pilaak lain atas suatu

pelanggaran terhadap norma (hukum). Sedang kosiifillapat berarti sebagai

berikut*

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan kodifikasi
berarti himpunan berbagai peraturan menjadi undang-
undang; atau hal penyusunan kitab perundang-undanga
atau penggolongan hukum dan undang-undang berdasark
asas-asas tertentu dl buku undang-undang yg baku.

2) Djojodigoeno, menyatakan bahwa kodifikasi adalah
pembukuan secara sistematis suatu daerah/lapamntgmgb
hukum tertentu sebagai kesatuan secara bulat (Seagign
diatur), lengkap (diatur segala unsurnya) dan si(dzatur
semua soal yang mungkin terjadi).

Ter Haar, menyatakan ada dua perumusan yang mékanjperubahan

pendapatnya tentang apa yang dinamakan hukum adat.

1) Hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-kegan
warga masyarakat hukum adat, terutama keputusag yan
berwibawa dari kepala-kepala rakyat (kepala adarngy
membantu pelaksanaan-pelaksanaan perbuatan-perbuata
hukum, atau dalam hal pertentangan kepentingantlsgo
para hakim yang bertugas mengadili sengketa, sapagn]
keputusan-keputusan tersebut karena kesewenangan at
kurang pengertian tidak bertentangan dengan kegakin
hukum rakyat, melainkan senafas dan seirama dengan

¥an Vollenhoven,Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesi&lakarta: Djambatan,
1985), hal. 10.

“van Vollenhoven dalam Muhammadsas-asas Hukum AdafJakarta: Pradnya
Paramita, 2006), hal. 5.
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kesadaran tersebut, diterima, diakui atau setidakitak-
tidaknya ditoleransi®

2) Hukum adat yang berlaku tersebut hanya dapat diketa
dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para
fungsionaris hukum (kekuasaan tidak terbatas pada d
kekuasaan saja, eksekutif dan yudikatif) tersebeputusan
tersebut tidah hanya keputusan mengenai suatu e@ngk
yang resmi tetapi juga diluar itu didasarkan pada
musyawarah  (kerukunan). Keputusan ini  diambil
berdasarkan nilai-nilai yang hidup sesuai dengasmal
rohani dan hidup kemasyarakatan anggota-anggota
persekutuan tersebtft.

Berdasarkan kesimpulan Hasil Seminar Hukum Adat Blembangunan
Hukum Nasional pada tahun 1976 yang diselenggaralein Badan Pembinaan
Hukum Nasional (BPHN) maka Hukum Adat diartikan asgdd, “hukum
Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk ypefang-undangan Republik

Indonesia yang disana-sini mengandung unsur agarha.”

b Metode Penelitian

Bentuk penelitian adalah penelitian normatif yaganelitian sejarah
hukum!® Dimana yang akan menjadi pembahasannya adalastiyerihukum
secara kronologis. Kemudian, melihat hubungan klamologi kejadian tersebut
dengan gejala sosial yang terjadi dalam masyardRatla dasarnya, bentuk
penelitian ini adalah penelitian evaluatif. Dimasabuah program akan diteliti
pengaruh dan tingkat keberhasilannya dalam penengpd’ Penelitian ini
termasuk penelitian preskriptif atau penelitian gamertujuan memberi saran
untuk memecahkan masalah. Dari segi tujuan, péarelitini akan
mengidentifikasi masalah yang ada dalam penerapboak undang-undaid.

Jadi, dari segi tujuan penelitian ini adalah peagliproblem identificationdari

*Ter Haar,Peradilan Landraad berdasarkan Hukum Tak Tertuliglam pidato Dies
Natalies. 1930.

®Ter Haar dalam Muhammadysas-asas Hukum AdatJakarta: Pradnya Paramita,
2006), hal. 8.

YIbid. hal. 54.

183ri Mamudijiet.al, Metode Penelitian dan penulisan Hukug@akarta: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 200&), 10.

¥Soerjono Soekantd?engantar Penelitian Hukunget. 3, (Jakarta: Ul Press, 2008),
hal.11.

2sri Mamudijiet.al, Metode Penelitian dan penulisan Hukug@iakarta: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008&), 10.
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sudut penerapannya adalah penelitian berfokus afgs@dn dari sudut ilmu yang
dipergunakan adalah penelitian inter disiplineugianelitian yang menggunakan
lebih dari satu disiplin ilmu tetapi metodenya dipsalah satunya.

Data yang digunakan adalah data primer dan datandek Data primer
didapat dari wawancara dengan responden dan infprrsadangkan data
sekunder didapat dari studi dokumen dengan carabaesperaturan perundang-
undangan, buku-buku hukum dan sosial, antropolagigyberkaitan dengan
hukum adat dan tanah, majalah, dan artikel. Bahéwirh penelitian terdiri dari
bahan hukum penelitian primer, sekunder, dan ter8iehan hukum primer
menggunakan putusan Pengadilan Negeri Sidikalaagy Wo.11/Pdt.G/2009/
PN-SDK.Bahan hukum sekundanenggunakan makalah, buku, majalah, skripsi,
dan sejumlah essay serta pedoman Hakim. Bahan huleusier, peneliti
menggunakan, kamus bahasa Indonesia.

Alat pengumpulan data dilakukan dengan studi dokurSéudi dokumen
dilakukan terhadap peraturan perundang-undangartesaiteori hukum dalam
buku-buku hukum terhadap praktek di kenyataan.hiatlapat ditambah dengan
wawancara yang dilakukan terhadap responden daat déitambah dengan
informan atau narasumber. Dimana data akan digalsngan menggunakan
metode kualitatif.

Bentuk laporan penelitian menyesuaikan dengan kgreduelitian yaitu
yuridis-normatif, maka berisi pengertian-pengertokok dalam ilmu hukum
acara khususnya acara perdata dan teori-teori hwaara dalam hubungannya
dengan penyelesaian sengketa tanah yang berintel@kgan hukum adat pada
masyarakat setempategunaan teoretis dari penelitian ini adalah untlih
mendalami lagi aspek sosiologis dalam penyelesa@gketa yang berkaitan
dengan tanah dalm suatu kelompok masyarakat teryemg memiliki kekhasan
hukum tersendiri yaitu hukum adat sebagai hukungyadup dalam masyarakat
tersebut. Kegunaan praktis dari penelitian inijdikan untuk masyarakat sebagai

suatu gambaran keadaan penegakan hukum dalamkpmgktei lapangan.
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1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan karya tulis ini akan dibagidalam lima bab,
dimana dalam setiap bab akan diuraikan pemaparan p&kok permasalahan
yang dikemukakan dalam karya tulis ini. Ada punimp@an masing-masing bab
dengan pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB1 PENDAHULUAN, akan dibahas mengenai latar balad
penulisan karya tulis ini, pokok permasalahan yakan ditelusuri, tujuan
penulisan, kerangka operasional, metode peneliiam sistematika penulisan.

BAB 2 EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT, akan dibaha
mengenai perkembangan peranan masyarakat hukum dalatn urusan
pertanahan, pengarush lahirnya UUPA, perkembangaspyudensi Mahakamah
Agung menganai hukum adat, keberadaan tanah nldyati dewasa ini, serta
kondisi kehidupan masyarakat Dairi serta hukum adetyarakat Pakpak.

BAB 3 PROSEDUR HUKUM ACARA PERDATA PADA
PENGADILAN NEGERI, akan dibahas mengenai prosesdsa secara umum
pada pengadilan negari mulai dari tahapan pengagugatan, pembuktian,
putusan hakim, upaya hukum sampai proses eksekusi.

BAB 4 ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SIDIKALANG NO.11/Pdt/G/2009/PN-SDK, akan digambank&kasus posisi
secara garis besar dan kemudian akan dianalistasmkan teori yang telah
digambarkan pada Bab 2 dan Bab 3 karya tulis ini

BAB 5 PENUTUP, bab terakhir ini, akan dipaparkasikgulan yang
akan menjawab pokok permasalahan yang diajukan Batlal karya tulis ini.
Serta akan diberikan juga saran-saran yang sekirbisa membangun hukum

Indonesia kemudian hari.
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BAB 2
EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT

2.1. PERANAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM URUSAN

TANAH

Bumi merupakan sumber penghidupan bagi manusidebily tanah
bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya @ail bumi. Fungsi tanah
yang penting, menjadikannya sebagai simbol terseddiam filosofi kehidupan
suatu masyarakat. Manusia hidup di atas tanah. Mekaliperoleh dengan
menanam di atas tanah. Jenazah leluhur yang su@smggal dimakamkan
dalam tanah. Pada akhirnya, masyarakat sesuai mlemga&kehidupan kaumnya
membuat peraturan mengenai kebendaan dalam komatitdnya berpusat pada
hak-hak atas tandf.

2.1.1. Fungsi Tanah Bagi Masyarakat Hukum Adat

Menurut hukum adat, tanah adalah benda berjiwa yadak boleh
dipisahkan persekutuannya dengan manusia. Tanahndausia, meskipun
berbeda wujud dan jatidiri, namun merupakan suatsakian yang saling
mempengaruhi dalam jalinan susunan keabadian leata @smo¥ besar hacro
cosmo} dan kecil (nicro cosmos Maka tanah dipahamkan secara luas meliputi
semua unsur bumi, air, udara, kekayaan alam, $ed@ngan antara sesama
manusia sebagai pusat, maupun roh-roh di alam saforal yang terjalin secara
menyeluruh dan utuff. Konsep filosofis adat tentang tanah itulah yangjmei
konsepsi filosofis Bangsa Indonesia

Tanah, adalah benda yang bernilai tinggi bagi nrakgd adat, karena
tanah dianggap mengandung aspek spiritual. Bagjaagnasyarakat adat, tanah
merupakan sesuatu yang berkembang dengan parari®yah Seorang manusia
tidak dapat hidup tanpa tanah. Manusia bekerjehtthup sehari-hari di atas tanah

dan makanan utamanya juga ditanam di dalam tanamikian pula, apabila

Zprodjodikoro,Hukum Perdata Tentang Hak Atas Ben@zakarta: Intermasa, 1986),
hal. 7.

“Herman Soesangoberdungkinkah Pendaftaran Tanah Bagi Tanah Ulayaakarta:
s.n., 2002), hal 4.
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manusia meninggal, bagi sebagian kebudayaan akarbutkan tanah. Maka
tanah bagi masyarakat adat adalah ruang hiduptrighenstrau 23

Hubungan manusia dengan tanah, yang menjadi budaggarakat adat
tersebut, tercermin dalam pengaturan hukum adayy yaenyangkut aturan
tentang tanah dan bukan tanah. Pengaturan trantsadeh dipisahkan dengan
pengaturan tentang perutangan. Hukum perutanganyangkut tentang
penguasaan hak atas benda bukan tanah, perpintakaersebut dan hukum
tentang jasa. Dalam aturan masyarakat hukum adakbeasas terang dan tunai,

asas kekeluargaan dan asas kepentingan umum #iegstingan pribadf'

2.1.2. Marga Sebagai Pemilik Tanah

Vergouwen, menemukan bahwa tanah memiliki asalyeug) jelas yang
dijaga sedemikian rupa oleh pemangku adat dalamabkeimarga atau kumpulan
marga sesuai tingkatan (hierarkiita, horja,ataubius. Masing-masing hierarki
memiliki pertimbangan masing-masing dan beberapsteran yang bersifat
khusus yang menjadikan Toba kaya akan hukum taSaltu prinsip yang
menjadi prinsip dasar dalam hukum adat tanah adpé&hilik tanah adalah
marga, fmarga do nampuna tano®

Masyarakat Hukum etnis Batak menyatakan tanah dalaa “ulos na
soboi maribak atau ‘ulos na sora buruk(kain yang tidak akan sobek atau lapuk)
yang benar-benar sangat dibutuhkan manusia. Apdlegofi itu tumbuh pada
saat kebanyakan anggota masyarakat masih menggukaka dan daun kayu
yang dijadikan sebagai penutup auratnya. Semuaitaktimasyarakat hukum
etnis Batak, setidaknya, tergambar dalam sembtyanlui anak, hulului tano”,
yang artinya berusaha mendapat anak dan mendapah®!aMaka, setiap
perkampungan di daerah Batak, kemungkinan dimdikh satu marga utama
dengan satu atau dua marga penumpang yang kemanglen adalah marga

#Boedi HarsonoHukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan HulAgraria,
Isis dan Pelaksanaannyglid 1, (Jakarta:Djambatan, 2003), hal. 283.

2 |mam SudiyatHukum Adat: Sketsa Asg¥,0gyakarta: Liberty, 1981), hal. 3.

\/ergouwen Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba (The SociglaBisation And
Customary Law Of The Toba Batak Of The Northerna®ah Penerjemah: Redaksi Pa, (Jakarta:
Pustaka Azet, 1986), hal. 133.

%8 |bid.
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boru?’ Sampai sekarang kebiasaan itu masih dipertahadk@ana, ketika akan
membuka perkampungan baru selalu mereka yang sgantam masih dekat

kekerabatannya.

2.1.3. Menyebar Dan Membuka Perkampungan Baru

O.H.S Purba dan Elvis F.Purba, menjelaskan bahwginaahan orang
Batak Toba dari daerah daratan tinggi Toba disedralokeh berbagai faktor baik
faktor pendorong dan faktor penarik baik dari daesaal maupun daerah yang
dituju. Sejak pertengahan abad ke-12, tekanan pletkdierhadap lahan pertanian
sudah mulai terasa. Usaha zending, dalam bidangh&&m, membuat angka
kematian menurun dan angka kelahiran meningkat. gGag halaman bpna
pasogi) etnis Batak Toba semakin sesak, akibat pertanmbpeaduduknya yang
cepat. Pertambahan penduduk yang pesat bukan hmaganbulkan tekanan
terhadap lahan pertanian, tetapi juga bagi perkaggou baru yang dibuka bagi
pemuda yang menikaim@njag. Perkampungan baru yang semakin banyak juga
membutuhkan lahan pertanian yang baru yang jumtakagnakin meningkat.

Nilai-nilai filosofis Batak Toba—kamoraon, hagabeon, hasangapon—
menjadi salah satu unsur terjadinya perpindahadyzrk (migrasif’ Kesuburan
lahan dari daratan Toba, yang berada dibawah atdadiaerah lainnya di sekitar
Toba, juga mempengaruhi perpindahan orang Batakkumiencari lahan baru
yang lebih subur. Dimana, tempat yang masih sedidhduduknya akan
memudahkan dalam membuka lahan yang baru untudildija sebagai tempat
tinggal dan lahan pertanian untuk kelangsungan phidtaktor-faktor tersebut
mendorong migrasi orang Batak Toba ke daerah lamitama ke daerah
Sidikalang™

" Kelompok marga yang mengambil anak perempuan maegaa sebagai istri. Marga
Boru juga menjadi sebutan bagi pendatang yang meangipada kampung tersebut.

%0.H.S Purba Dan Elvis F.PurbMigrasi Spontan Batak Toba (Marserak): Sebab,
Motif Dan Akibat Perpindahan Penduduk Dari Daratdinggi Toba (Medan: Monora, 1997),
hal. 37.

% Terjemahan bebalsamoraon, hagabeon, hasangapke dalam Bahasa Indonesia
adalah kekayaan, kemakmuran, kehormatan.

% 0.H.S Purba Dan Elvis F.Purbiligrasi Spontan Batak Toba (Marserak): Sebab,
Motif Dan Akibat Perpindahan Penduduk Dari Daratdinggi Toba (Medan: Monora, 1997),
hal. 38.
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2.1.4. Akulturasi ‘Hukum Adat’

Perpindahan penduduk (migrasi) yang terjadi di hedta sudah
merupakan tradisi karena perpindahan dari satu derkp tempat lain sudah
terjadi sejak dahulu. Sejak jaman manusia purbéy yadup berpindah-pindah
“nomadeh untuk mencari bahan makanan dan lahan yang bisaaiami.
Migrasi para pendatang dapat dikatakan sebagak gemdah penduduk dari satu
tempat ke tempat lain dengan maksud mencari nadkai menetap. Migrasi
para pendatang tersebut ada yang terjadi karemdadigkan oleh seseorang atau
lembaga ada juga yang terjadi berdasarkan kemaeadiris Kebanyakan
penduduk melakukan migrasi karena motif ekonomifuyaintuk memenuhi
kebutuhan hidup dan meningkatkan taraf kehidupamaii. Walaupun tidak
jarang orang melakukan perpindahan karena alagarséperti politik, ekonomi
dan penyakit.

Migrasi orang Batak Toba ke daerah Dairi terlebstusdaerah yang
dikenal dengan Sidikalang (sekarang termasuk whlayeabupaten Dairi),
disebabkan oleh berbagai faktor seperti adanyarfgidndorong dan penarik baik
dari daerah asal maupun daerah yang dituju. Salah faktor yang dominan
adalah semakin besar jumlah penduduk di daerdhtiatsk terlepas dari faktor-
faktor seperti kelahiran, kematian, dan perpindapanduduk. Meningkatnya
jumlah penduduk mengakibat kampung sebagai tempaiai masyarakat
tersebut tidak memadai lagi untuk dihuni, baik kar&epadatan penduduk dan
jumlah lahan pertanian yang ada tidak dapat lagnemeihi kebutuhan mereRa.

Hal ini mempengaruhi penduduk untuk mencari pedoadahan
pertanian yang baru. Berbagai kendala di daeratirseialam beradaptasi dengan
lingkungan merupakan penghambat dalam meningkatkan kehidupan. Dalam
sistem nilai tradisionaladal Batak Toba selain mendambakan banyak keturunan
(gabe) setiap keluarga ingin sejahtera dan kman{org serta memiliki wibawa
sosial 6angap. Tidak semua keluarga mampu meraih dua nilakterali daerah

sendiri karena tidak setiap keluarga memiliki tagahg luas dan faktor produksi

#Tagor NainggolanBatak Toba di Jakarta(Medan: Bina Media Perintis, 2006), hal.
44 - 46.

32 0.H.S Purba, Elvis F.PurbMligrasi Spontan Batak Toba (Marserak): Sebab, Motif
Dan Akibat Perpindahan Penduduk Dari Daratan Tinggba (Medan: Monora, 1997), hal. 20.
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harta benda yang banyak. Tanah merupakan salahfadtr produksi yang

terpenting dan merupakan sumber pencaharian utpmga, berhubungan erat
dengan adat-istiadat. Tanah merupakan salah sattw@tiuk mencapai wibawa
sosial 6angap. Dengan semakin besar jumlah tanah yang dimdikh suatu

keluarga, maka wibawa sosialnya akan tinggi di rdalanasyarakat tersebut.
Alasan ini, kerap menjadi salah satu faktor oraataB Toba pergi meninggalkan
kampung asalnya.

Perpindahan penduduk dari tempat asal ke daeralantumembawa
kebudayaan daerah masing-masing. Kedatangan oratiagf Boba ke Sidikalang
membawa pengaruh cukup besar bagi kehidupan masyaPakpak sebagai
penduduk asli dari daerah Sidikalang. Bahasa, seli@hasa pengantar dalam
kehidupan sehari-hari, yang lebih umum digunakalaledn bahasa Batak Toba.
Tempat hunian masyarakat Batak Toba lebih banyajgél di pusat kota sebagai
pusat perekonomian dan pusat pemerintah serta péngaentitas orang Pakpak
yang lebih bangga mengatakan dirinya orang BatdlaTBerubahan yang terjadi
ini, karena penduduk yang lebih dominan di Sidikglaadalah suku Batak Toba.
Masyarakat Batak Toba, yang ada di Sidikalang, mgemk@n indentitasnya
dengan melakukan upacara dalam tradisi adat Bataba.T Semakin lama,
percampuran budaya maupun kebiasaan hukum adagrdadai tempat yang
didatangi orang Batak Toba terjadi dengan pesamusademikian, akulturasi
tidak selalu terjadi di segala bidang, karena padarnya banyak pula sengketa
yang timbul karena perebutan tarfah.

2.2. UNIFIKASI HUKUM TANAH: LAHIRNYA UUPA

Sebelum berlakunya UUPA, berlaku berbagai perangiktim agraria
secara bersamaan. Ada yang bersumber pada Hukumy yatay berkonsepsi
komunalistik religius. Ada yang bersumber pada HuokBerdata Barat, yang
individualistik-liberal dan ada pula yang berasali dberbagai bekas Pemerintahan
Swapraja, yang pada umumnya berkonsepsi feodal.utduldgraria yang

merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negaraygiaseluruhya terdiri atas

3 Merisdawaty LimbongMigrasi Orang Batak Toba Di Sidikalang (1964-1985
(Medan: s.n., 2010). hal. 7.
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peraturan perundang-undangan yang memberikan lamddsukum bagi
Pemerintahan Kolonial dalam melaksanakan politikaagnya yang dituangka
dalam Agrarische Wet18703* Namun demikian, diantara ketiga hukum yang
berlaku ketika itu, pada saat ada perbenturan kelkysenguasa ketika itu tentu

mempengaruhi hukum mana yang akan lebih kuat kahexhnya.

2.2.1. Benturan Hukum Adat dan Hukum Eropa Mula-Mula

Bagi sebuah masyarakat hukum adat, pada awalngajas&eputusan
dan kebijakan kampung selalu bergantung pada men@gang tampuk kekuasaan
atau figur simpul. Seorangaja Junjungarbertindak sebaggianggomgomatau
pemerintah secarde facto Semua masalah tanah juga akan berpangkal dan
berujung pada putusan daRaja Junjunganini. Hingga pada suatu ketika,
kedatangan kolonial Belanda, persinggungan yangjlrey pada pengaruh kuat
dari pemerintahan kolonial sangat mempengaruskistrusosial politik pada
Masyarakat Hukum Adat Batak secara keseluruhan—nsebga, tentu saja
berpengaruh di seluruh nusantara ketika3tu.

Gubernemenpenguasa kolonial Belanda di setiap residen ketika
menghadapi berbagai macam struktur sosial poltikgga pada akhirnya, pada
tahun 1883, diputuskanlah di daerah Toba untuk mekuKepala Kampung
sebagai penguasa menggantilaa JunjunganGubernemerketika itu hanya
memikirkan untuk memendekkan rantai komando keageatfiaerah. Akan tetapi,
fungsi yang dimiliki olehRaja Junjungantidak serta merta tergantikan oleh
Kepala Kampung®

Kebanyakan masyarakat hukum adat ketika itu, yamjutsaja lebih
kecil pengaruhnya, tentu sering diabaikan. Otoryasg dimiliki oleh para
pemangku adat ketika itu saja banyak yang dikeideh pemerintah kolonial.
Sudah barang tentu, keberlakuan hukum adat ketikajuga banyak yang

34 Boedi HarsonoHukum Agraria Indonesialilid 1, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 2

% VergouwenMasyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba (The Sociga@isation And
Customary Law Of The Toba Batak Of The Northerna®ah Penerjemah: Redaksi Pa, (Jakarta:
Pustaka Azet, 1986), hal. 138.

% |bid. Hal. 142.
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dikesampingkan, sehingga sebenarnya banyak hukwah yasg berubah, atau
bahkan tidak pada tempatnya lagi.

Selama pemerintahan kolonial Belanda sebenarnypegadilan adat,
yang dasar berlakunya adalah pengadilan adat Setmwa ditentukan dalam
Pasal 130 Indische Staatsregeling. Dimana, sepgnjakyat Indonesia tidak
dibiarkan mempunyai peradilan sendiri, makdrdionesia dilakukan peradilan
atas nama raja. Ini berarti bahwa di samping pargagengadilan oleh negara,
diakui dan dibiarkan berlakunya pengadilan-pengadasli. Pengadilan asli itu

ada dua macam, yaitd:

a. pengadilan adat di sebagian daerah yang uaggsda
dibawah pemerintahan Hindia-Belanda.
b. pengadilan swapraja.

Lembaga pengadilan kembali mengalami perubahaiikakelndonesia diduduki
oleh jepang. Pada waktu tentara Jepang datangddnésia, maka pengadilan-
pengadilan Hindia Belanda ditutup. Perkara-perlkdisalesaikan oleh Pangreh
Raja. Keadaan semacam itu berlangung sampéinbiviei 1942°® Sejak
tentara pendudukan Jepang menjalankan kekuasaah Indonesia, peradilan
dilakukan oleh Gunpokaigy Gunritukaigi, Gunsei Hooin, Peradilan Agama,

Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat.

2.2.2. Kedinamisan Hukum Adat

Hukum yang hidup di kalangan masyarakat nusanetrkekitu—bahkan
juga saat ini—lebih menitik beratkan pada bagiamgydak tertulis tersebut. Hal
itu sebenarnya sangat mengherankan para ahli hidaelamda sekalipun. Dalam
De AtjehersSnouck menyatakait:

“Undang-undang yang terpenting adalah Undang-undeamg
tidak tercatat, yang selalu dan terutama ditemuleaangkap

%" R.Tresna,Peradilan di Indonesia dari Abad ke Aha@akarta: Pradnya Paramita,
1977), hal. 73.

3 Sudikno Mertokusumdejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di irecia
sejak 1942 dan apakah kemanfaatannya bagi bangdanbsia (Yokjakarta: Liberty, 1983),
hal.14.

%yvan Vollenhoven,Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesi&lakarta: Djambatan,
1985), hal. 121.
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dalam kehdupan nyata seperti yang dikenal oleh aeonang

dan kadang-kadang dalam peribahasa-peribahasapsgdtah-

pepatah”

Undang-undang yang ditaati oleh setiap orang tetsétdak sama sekali
ada dokumen tertulis maupun pencatatan hakim Bdagt.Snouck sendiri, hukum
yang ditulis atau mulai dicatatkan adalalebih merupakan tanda, bahwa
lembaga-lembaganya sudah mulai runtdhHukum yang dikenal dan dihormati
setiap orang, dalam suatu masyarakat tentu tidaikiekan perlu untuk ditulis.
Hukum adat itu akan selalu dinamis karena selahn dergantung pada kondisi
masyarakat ketika itu, tetapi perlu dipastikan Wukarena pengaruh asing yang
bersifat memaksakan. Dalam pengaruh dan tekanamy dentu tidak dapat
dikatakan ‘dinamis’, sebab tidak ada kesukarelaamn mdasyarakat tersebut akan
adanya perubahan tersebut. Kedatangan pemerirkal@mal Belanda ketika itu,
sudah tentu mendatangkan pengaruh yang berbedtaghpdengan kekuasaan
yang besar yang dimilikeubernemerketika itu.

Dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negapublik
Indonesia kedinamisan hukum adat ini diterima olehara dengan mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarkat hukum dmserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuaigasenperkembangan
masyarakat dan prinsip Negara IndonéSidDimana, sebenarnya pasal ini
diadopsi dari Pasal 3 UUPA dengan frase yang s&falaini menjadi dilematis,
sementara Masyarakat Hukum Adat yang dinamis itlapan akan hilang, kedua
ketentuan dalam Undang-Undang dasar Negara Repuadnesia dan UUPA
menjadi salah satu faktor yang akan membuat mastateukum adat statis,
karena ingin diakui terus.

Pada tahun 1999 keluarlah peraturan Menteri Agranenyatakan,
bahwa penentuan ada atau tidaknya masyarakat hakaimakan dilakukan oleh
pemerintah pada masing-masing daerah dengan messgikakan para pakar

hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di lWagrag bersangkutan,

%0 van Vollenhoven,Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesi@akarta: Djambatan,
1985), hal. 121.

*1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia: ULIBI5 Beserta Perubahan
Ke-1, II, Il & IV, dihimpun oleh Suradji dan Pularjono, (Jakartaamasa, 2002), Pasal 18 B.
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Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instangj yeengelola sumberdaya
alam?? Kemudian keberadaan tanah ulayat tersebut dingatdllam peta dasar
pendaftaran tanah kemudian mencatatnya dalam daftah. Padahal, sebaliknya
sesuai peratuan mengenai pendaftaran tanah, HakatUlaukanlah obyek
pendaftarart® Ada ketidakkonsistenan pemerintah dalam menghaddgradaan
masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya.

Pada sistem hukum tanah adat dikenal addesnd ddt lengkapnya
adalahNemo dat goud non habeartinya adalah berpangkal pada pemikiran
bahwa hanya pemilik tanah yang berhak mengalihkarait miliknya kepada
orang lain** Falsafah hukum adat atau hukum tanah adat yarspatikan pada
hubungan antara manusia dengan tanah yang diyak@mpunyai hubungan
pertalian dua pribadi yang setara dan sederajataMari itu, hubungan tersebut
dalam hukum tanah adat tidak memberikan perlindaorgpada individu secara
mutlak, karena hak milik dalam arti menguasai seeoautlak oleh individu tanpa
menghiraukan kepentingan masyarakat sangat bergartadengan falsafah adat.
Secara khusus, mengatakan falsafah kepemilikantateh dalam hukum adat,
hakekat dasarnya adalah dari pertautan manusiadeéagah dan alamnya adalah
bukan pada hak, melainkan pada hubungan kuatnyaupem hubungan yang
melahirkan kewenangan. Oleh karena itu hak lahitalme proses intensitas
hubungan antara manusia dengan tanah tidak darttusgn pejabat. Dalam
falsafah adat, hak dipahamkan sebagai suatu yatajif dan mudah berubah
sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam masyasshingga hak sesuatu

yang tidak mutlak?®

2.2.3. Kemerdekaan Indonesia, Nasionalisasi dalam MasalaPertanahan
Kelahiran UUPA mengakhiri suasana dualisme hukumgyherlaku
sebelumnya, ketika diberlakukannya Hukum Baratldakum Adat pada hukum

2 peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertandtasional No. 5 Tahun 1999
tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayatytakat Hukum AdatPasal 5.

3 peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 189itang Pendaftaran Tanagi.N Tahun
1997 No. 59, TLN 3696) Pasal 9.

*Herman, Soesangoberdateri Perkuliahan Hukum Agrari@Jakarta: STIH IBLAM,
Kelas BPHN, 2001), Hal 32.

*® |bid.
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tanah secara bersamaan. Konsekuensi hukum dibkalakya UUPA, maka di
seluruh wilayah Indonesia berlaku suatu unifikaskdm Agraria. Undang-
undang ini, dianggap sebagai produk hukum yang mental. UUPA
memberikan kewenangan kepada negara—sebagai lemlyagg diberi hak
menguasai atas tanah diseluruh wilayah Indonestaveidangan yang sebelum
berlakunya UUPA, negara ditempatkan sebagai penaitikh sebagaimana diatur
dalam Pasal Agrarisch Besluit(AB). Dalam Pasal 1 AB, terdapat pernyataan
penting yang dikenal dengan pernyataan domeéomeéin verklarinyy Dimana,
semua tanah yang pihak lain yang tidak dapat metidank sebagai hak
eigendomnyamaka tanah yang bersangkutan mengainein (milik) negara,
tetapi keberadaan UUPA asas ini otomatis telahpisi& Sebagai penggantinya,
UUPA memperkenalkan lembaga Hak Menguasai Negaaag ynemberikan
tugas kepada negara untuk melakukan pengaturagelpaeggaraan peruntukan,
penggunaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruamiaaa untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

Adanya ketentuan pendaftaran tanah dalam UUPAnpibédang tanah
yang ada diharuskan untuk didaftarkan. Tanah ulggag tunduk pada hukum
adat sebisamungkin didaftarkan juga, agar mempuyi tertulis. Memadukan
konsep hukum adat atas tanah dan konsep hukum taodérn seharusnya tidak
menimbulkan masalah apabila pendaftaran tanahbigrsgilaksanakan. Akan
tetapi, masalah atau hambatan dalam pendaftarah,taepanjang pelaksanaan-
nya adalah berbagai syarat-syarat tertulis padangididang tanah yang tunduk
pada hukum adat. Faktanya, sebagian besar biddagdtanah masyarakat yang
tunduk pada hukum adat tidak mempunyai bukti tertdan pendaftaran tanah

ulayat tentu berbeda dengan pendaftaran pada Hiqmibadi.*®

“°Ady Kusnadi, Pengaruh Pengaturan Bea Peroletak Hitas Tanah Dan
Bangunan Terhadap Pendaftaran Tanah Di Ind@i8di: S.N., 2006) Hal. 4.

“Indonesia, Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokajkada, UU
Nomor 5 Tahun 1960, LN. Tahun 1960 No. 104, TLN R@43, Pasal 2 UUPA

“Ady Kusnadi, Pengaruh Pengaturan Bea Perolehan Htas Tanah Dan
Bangunan Terhadap Pendaftaran Tanah Di Indmii@di: S.N., 2006) Hal. 4.
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2.2.4. Land Reform: Tani Dan Tanah, Mitos Negara Agraris

Cita-citaLand Reformindonesia pada awal tahun 1960-an adalah untuk
mengubah susunan masyarakat Indonesia—dari wanpesminggalan stelsel
feodalismedan kolonialisme—menjadi sebuah masyarakat yahilp Isejahtera
dan merat4? Penguasaan asing—mulai dari Kongsi dagang BeldNC)
hingga penjajahan Jepang—menggunakan metode yangeksplorasi sebesar-
besarnya. Tidak ada kepedulian pada masyarakattéestuktur sosialnya,
penguasa asing tersebut telah menggusur rakyat taaah-tanah luas yang
sebelumnya menjadi garapan rakyat itu sendiri. gl telah memperparah
kehidupan masyarakat Indonesia yang imbasnya sabwéhun-tahun tidak
kunjung hilang.

Pada awal Agustus 1945—empat bulan setelah Perang D berakhir
disertai penyerahan diri oleh Jepang kepada teSekatu—Panglima Sekutu di
Asia, Jenderal MacArthur, memerintahkan kepada dfalepang untuk segera
melaksanakanlandrefornt di Jepang?® Hal itu, memicu reformasi pertanahan di
Indonesia. Masa revolusi fisikk mulai tahun 194Bdgga tahun 1950, meskipun
diwarnai perang dan damai silih berganti, Pemedrmiritedlonesia tetap berusaha
melakukan langkah percobaan, yaitu melalimdang-Undang Penghapusan
Desa-Desa Perdikart untuk melakukan landreform” di sebagian daerah
Banyumas, yang pelaksanaannya dinilai berhasil. u¢gam, dilanjutkan dengan
kebijakan pemerintah mengeluarkBeraturan tentang mengadakan perubahan
dalam Vorstenlands Grondhuurreglemenntuk menghapus hak-hak istimewa
dari sekitar 40 (empat puluh) perkebunan tebu,tdera di Daerah Istimewa
Yogyakarta dan Surakarta.Pada tahun 1948 itu juga, dibentuk sebuah Panitia

Negara yang bertugas mengembangkan pemikiran dalagka mempersiapkan

““Boedi HarsonoHukum Agraria Indonesialilid 1, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal 90.

*Gunawan Wiradil.atar Belakang Lahirnya Uupa-1960 Dan EksistensiSgdama 46
Tahun: Antara Gagasan Dan Tindakds.l.: s.n., 2006)

*lIndonesia,undang-Undang Penghapusan Desa-Desa Perdikiid No. 13 Tahun
1946, HPPN 1946, hal 54.

*)ndonesia, Peraturan tentang mengadakan perubahan dalam Violeses
GrondhuurreglementJU Darurat No.13 Tahun 1948, HPPN 1948, hal 47-51
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undang-undang agraria yang baru yang sifatnya malsiontuk menggantikan UU
Agraria Kolonial 1870°®

Agresi militer Belanda pada Desember 1945 sampaisig 1949,
mengakibatkan banyak program pemerintah yang gagainasuk panitia
pembentukan undang-undang agraria nasional yapgksa dibubarkan. KMB
(Konperensi Meja Bundar)—yang melahirkan Republildnesia Serikat (RIS)
menjadikan Republik Indonesia hanya menjadi “negadpagian”—untungnya
tidak berumur lama. Ketika Indonesia kembali menjdKRI, dengan Undang-
Undang Dasar Sementar (UUDS 1950) dimulailah kemlaalgkah panjang
menuju unifikasi hukum pertanahan Indonesia samgldiirnya terbentuk
UUPA>

Proses panjang kelahiran UUPA menyisakan catateih J@ng penting.
Niat politik, untuk melakukan reformasi sebenarntgdah ada sejak awal
Indonesia merdeka, tetapi situasi politik masihuytegejolak setidaknya sampai
tahun 1950. Sementara, landasan hukum ulanéreform masih dalam proses
pembentukan. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesdéanjutkan kebijakan
Jepang, dengan memberi toleransi kepada masyanadatuduki tanah-tanah
perkebunan terlantar, sambil menunggu akan dilatsamya landreforni
nantinya. Namun kemudian muncul permasalahan. Damgagasan awal
landreformadalah untuk mengalihfungsikan tanah-tanah perkabwulengan hak
erfpacht tanah-tanalabsentegbekas tanah-tanah partikelir, dan tanah terlantar
kepada para petani. Akan tetapi, pemerintah Indanassih tetap terikat oleh
perjanjian, yang mengharuskan masyarakat dikelnarkkari tanah-tanah
perkebunan milik modal swata Belanda. Hal ini, nedoapkan proses perumusan
UUPA menghabiskan waktu hingga 12 taRimNamun demikian, UUPA yang
diharapkan menyelesaikan permasalahan ketidakjelalsgk tanah dengan hak
erfpacht tanah-tanalabsentegbekas tanah-tanah partikelir, dan tanah terlantar
tidak dapat disamakan di semua tempat. Terutamamdahenghadapi tanah

terlantar, pada sebagian tenpat di Indonesia, masyta menganggap ‘tanah

*Boedi HarsonoHukum Agraria Indonesjalilid 1, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal
367.

> bid.

*%|bid. hal. 402.
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terlantar’ sebagaimana disebutkan dalam UUPA hdwelam diolah saja oleh
masyarakat. Tanah-tanah seperti ini kerap menjaaatah, karena berbagai
ketimpangan struktur penguasaan atau pemilikanhta@@mentara, sengketa
tanah yang kerap dihadapi oleh pengadilan menuajuktda sesuatu yang

mengganjal dalam pelaksanaan UUPA.

2.3. HUKUM ADAT DALAM YURISPRUDENSI MAHKAMAH

AGUNG

Ketika Hindia Belanda berkuasa, dikenal adanyaisima dalam sistem
pengadilan di Indonesia, karena ada pemisahan giéagaintuk golongan yang
berbeda dengan pengadilan untuk golongan Pribuamgda Indonesia). Namun,
pada saat itu sudah ada pengelompokan jenis pammadérdasarkan yurisdiksi
perkara yang ditangarfi. Kemudian pada periode awal kemerdekaan hingga
tahun 1960-an—dimana perkembangan hukum nasionafahkian untuk
menyukseskan revolusi nasional melawan neo-koliema—peran pengadilan
sangat penting dalam mendorong transformasi hukalonkal menjadi hukum
nasional. Sementara itu, perkembangan pengadilémmdaasa Orde Baru,
diarahkan untuk mengembalikan wibawa hukum dengamperkenalkan konsep
hukum sebagai sarana merekayasa masyardkat §s a tool of social

enginering, untuk suksesnya pembangunrian.

2.3.1. Adat ‘Dasar’ Dari Hukum Nasional

Hak Ulayat diakui oleh UUPA, tetapi pengakuan itisedai dengan
syarat-syarat yaitu, mengenai “eksistensinya” dangenai pelaksanaannya. Hak
Ulayat akan diakui oleh UUPA apabilagpanjang kenyataannya masih a@a
daerah-daerah yang pada kenyataannya tidak adatidgk akan dihidupkan
kembali. Di daerah-daerah yang pada kenyataandg& pernah ada hak ulayat,

*SpoepomoBab-Bab tentang Hukum Ad4fakarta: Pradnya Paramita, 2007), hal. 33.

*’Sutandyo Wignyosubrotdyari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, Suatu
Kajian Tentang Dinamika Sosial Politik Dalam Perkmngan Hukum Selama Satu Setengah
Abad Di Indonesia (1840-1990jJakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada,)192#. 226-
227.
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tidak akan pernah dilahirkan hak ulayat baru. Mdka itu secara tegas dalam
UUPA dinyatakan>®

“Pelaksanaan hak Ulayat harus sedemikian rupa ggaisesuai

denga kepentingan nasional dan negara, yang b&efasdas

persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangayanlemdang-

undang dan peraturan-peraturan lain yang lebilgting

Sehingga, yang kemudian yang menjadi persoalarkakéiak ulayat
yang samasekali tidak dalam posisi mengancam lkasatiangsa, tetapi
permasalahan mengenai hak ulayat yang terjadi daransesama warga
masyarakat hukum adat yang nyata-nyata kekutantagotetua adatnya tidak
nyata lagi. Satu-satunya jalan penyelesaiaan attelaéradaan pengadilan negeri.
Oleh karena itu, pengadilan negeri menjadi ujungbak penyelesaian sengketa
yang melibatkan keberadaan hak ulayat yang masyatalkkum adatnya tidak
berfungsi lagi sebagaimana mestinya.

Pengejawantahan hukum adat sebagai fungsi sosgth,taleh sebagian
orang dianggap berupa pembatasan kebebasan indivadi kepentingan
bersama. Sebaliknya konsep fungsi sosial dalam Hukdat dan Hukum Tanah
Nasional merupakan bagian dari alam pikiran aséingr Indonesia. Padahal,
dalam alam berpikir manusia Indonesia, manusieadribdalah sekaligus mahluk
sosial, yang mengusahakan terwujudnya keseimbandaserasian dan
keselarasan antara kepentingan pribadi dan kegamtilbersama, kepentingan

masyarakatnya’

2.3.2. Sikap Hakim Terhadap Norma Adat Istiadat

Indonesia, semenjak merdeka dengan menegaskamefigikuti sistem
hukum eropa kontinental, maka hakim dalam memuélmiah perkara adalah
dengan dasar undang-undang. Barulah dalam hal ghdatang tidak cukup

8 Indonesia,Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokakada, UU
Nomor 5 Tahun 1960, LN. Tahun 1960 No. 104, TLN R@43, Pasal 3.

%9 Bandingkan TAP MPR nomor IV/MPR/1998. nomor II/MPR/1993 tentang Asas
Pembangunan Nasional, yang harus ditetapkan daggatig teguh dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan nasional, yaitu bahwas hada keseimbangan antara berbagai
kepentingan, keseimbangan, keserasian dan kessaaasara kepentingan individu, masyarakat
dan negara.
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memadai dalam kelengkapan maupun kejelasannya,mhdiarus mencari
hukumnya (echsvinding) Pada dasarnya, penemuan hukum adalah suatudcegiat
yang berkenaan dengan hal memperoleh pengetahot@mgefakta dan hukum,
hal menelusuri dan menimbang-nimbangkepentingaeskepyan dan nilai-nilai,
dan berkenaan dengan usaha untuk mencapai sebpatsd® hukum yang adil
dan dapat diterima oleh pihak yang berkepentingan.

Penemuan hukum, oleh hakim, akan membawa pada $eaitaan
formulasi kaidah hukum diberikan suatu pemahaman, itu bisa saja berarti
akan ada penambahan hukum yang ada. Dimana, hdtam raenyelesaikan
kasus yang sama dengan penyelesaian yang samardamipak pada kasus yang
sama di kemudian hari. Oleh karena itu, pegetaheatang putusan-putusa
hakimmutlak perlu untuk mengetahui hukum positihgeerlaku. Keseluruhan
putusan dari badan peradilan yang ditugaskan unel&kukan penemuan hukum
atau aturan-aturan baru itu disebut dengan yumgmsi yang menjadi sebuah
sumber hukum form&f

Yurisprudensi, sebagai sumber hukum formal dalastesi Eropa
Kontinental, berbeda dengan negara yang mengahet bindning force of
precedent’atau Stare decisis’Hakim di Indonesia tidak terikat dengan putusan
mengenai perkara yang sejenis yang perah diputustia@lumnya. Negara yang
menganut the bindning force of precedenttau Stare decisis’, putusan
pengadilan tidak saja mengikat para pihak yangdskgra, melainkan juga akan
mengikat hakim.

Yurisprudensi yang menjadi sumber hukum formal didohesia
sebagaimana diungkapkan sebbelumnya, harus meledses eksaminasi dan
dan notasi dari Mahkamah Agung dengan rekomendasiga putusan yang telah
memenuhi standar hukum yurisprudensi. Hasil peaeliBPHN tahun 1995
menimpulkan bahwa suatu putusan hakim dapat dissdldgai yurisprudensi

apabila putusan hakim tersebut memenuhi unsur-wsehagai berikut

® porter Dalam Elmiyah, Agustina, Dan Rajagukghkikum Adat Dalam Putusan
Pengadilan(Depok: Lembaga Studi Hukum Dan Ekonomi, 2007), ha

¢! Kamil Dan FauzanKaidah-Kaidah Hukum Yurisprudengilakarta: Prenada Media,
2004), hal. 11.
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1. Putusan atas suatu peristiwa hukum yang belum jelas
pengaturan perundang-undangannya;

2. Putusan tersebut harus merupakan putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap;

3. Telah berulangkali dijadikan dasar untuk memutukaa
yang sama

4. Putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

5. Putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

Maka dari itu, kelima syarat ini harus dipenuhiayg sebuah putusan Mahkamah

Agung dapat dijadikan Yurisprudensi dalam penyétessengketa di pengadilan.

2.3.3. Hakim Yang “Beradat” Penerapan Hukum Adat Pada Pengadilan

Negeri

Dalam menyelesaikan sebuah perkara melalui prosegagilan, hakim
tidak hanya berfungsi dan berperan memimpin jalganpersidangan. Akan
tetapi, hakim juga berkewajiban untuk mencari danemukan hukum objektif
(materil) yang akan diterapkan dalam memutus parkang dipersengketakan
oleh para pihak. Hakim, bagaimanapun juga tidakelbomenolak untuk
memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkarm yiajukan, dengan
dalih hukum tidak mengatur atau tidak jelas mengga? Hakim diwajibkan
untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nitakum dan rasa keadilan
yang hidup dalam masyarakat termasuklah dalam rhatiengan menerapkan
hukum adaf?

Di Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakffharenjadi hukum
dasar untuk penyelenggaraan kekuasaan kehakimanhdiemm acara baru.
Sampai sekarang, belum ada hukum acara baru yabgntdk semenjak
kemerdekaan Indonesia. HIR masih menjadi pedomiamdaenjalankan hukum
acara di Indonesia. Akan tetapi, bagi hakim yangugas untuk mengadili
menurut hukum adat, persoalan yang dihadapi adalphkah isi dan arti dari

peradilan berdasar hukum adatsehingga masih berlakulah pasal 131 ayat (6)

®Jndonesia,uUndang-Undang tentang Kekuasaan Kehakimab No. 4 Tahun 2004,
TLN Tahun 2004 No. 8, TLN No. 4358, Pasal 16 Ayt (

%Kamil Dan FauzanKaidah-Kaidah Hukum YurisprudengiJakarta: Prenada Media,
2004), hal. 3

®Indonesia,Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakimal) No. 4 Tahun 2004,
TLN Tahun 2004 No. 8, TLN No. 4358,
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Indische StaatregelinglS) yang diunifikasi menurut Undang-undang Pokok
Kekuasaan Kehakiman, dimana saat ini telah diparo@dalam Undang-Undang
No. 4 Tahun 2004entang Kekuasaan Kehakim&h

Pasal 131 ayat (6) IS menetukan bahwa hukum pemtahukum
dagang bagi golongan bangsa Indonesia yang bentakai tangggal berlakunya
IS (yaitu tanggal 1 Januari 1926), tetap berlakiamsa dan sekadar tidak
digantikan menurut perundang-undangan negara Istloniglaka dari itu, Pasal
75 RR (lama) tahun 1854 masih berlaku. Dalam P&@RR dinyatakan sejauh
perundang-undangan bagi golongan bangsa eropa tiitrapkan untuk
golongan bangsa Indonesia dan sejauh orang indotidak menyatakan dengan
sukarela bahwa ia tidak tunduk kepada hukum permiat hukum dagang Eropa,
maka untuk golongan bangsa Indonesia asli, hakimshaemakai hukum adat
sekadar hukum adat itu tidak bertentangan dengaardtasar keadilan yang
umum diakui. Lebih lanjut dalam Pasal 75 RR iniguwinyatakan bahwa apabila
tidak ada aturan adat yang mengatur maka akarr diafgan hukum perdaf.

Van vollenhoven menyatakan dalaAdatrecht 1l bahwa pembentuk
undang-undangdalam tahun 1854 tidak mengetahuk deluk atau sifat-sifat
tentag hukum adat serta sistemnya. Hanya saja, gregaibundang-undang ketika
itu, menduga-duga bahwa hukum adat memiliki kekga@arkekurangan, apabila
dibandingkan dengan hukum barat sehingga tidakt pperlakukan. Maka dari
itu, dulu—bahkan sekarang juga—banyak hakim yas@ktpaham dengan sistem
hukum adat. Banyak pertanyaan dari pembelajar hukwopa tidak mendapat
jawaban dari lembaga dalam hukum adat. Bagaimanagan BW sebagai acuan
dari hukum eropa tentu sangat berlainan denganruwdat. Kemudian hari di
Belanda pada saat itu, konsep hakim harus menghatiian keadilan yang patut
(ex aequo et bonoyang sempat dicabut pemerintah Belanda, diteragkarbali
dengan perjuangan Van Vollenhoven dan ter Haar nda&. 1932-80.
Sebagaimana sekarang, sydtataequo et bonterdapat dalam Pasal 38 atay (2)

dari Statute International Court of Justée.

®MuhammadpPokok-Pokok Hukum Adatlakarta: Pradnya Paramita, 2006), hal. 92
% |pid. Hal 92-93.
7 MuhammadPokok-Pokok Hukum Adatlakarta: Pradnya Paramita, 2006), hal. 95.
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2.4. SUBJEK HUKUM BARU: ULAYAT ATAU

BESCHIKKINGSRECHT

Bertemunya konsep hukuata Barat (Eropa Kontinental) dengan hukum
ala penduduk khas nusantara, menimbulakan kerancuam seatemikian parabh.
Diperparah juga dengan sikap ingin mengadopsi kedus besar yang tidak bisa
serta merta dipararelkan tersebut. Banyak konségmdaistem hukum eropa
kontinental dicoba diartikan dalam pemahaman makghrsetempat atau yang
lazim disebut hukum adat, yanga mana sampai sakarang terakhir disebut

masih diragukan keberadaanya sebagai hukum.

2.4.1. Konsep Awal Ulayat

Beschikkingsrechinenurut Van Vollenhoven yaitu sebagai teori hukum
pertanahan adat, daripada sebagai hak tanah yasgddlam adat. Disarankan,
meski ada sifat ‘komunal’-nya, namun hak adat &ash dapat dengan aman
didaftar. Pendaftaran itu penting, karena hukumapahan adat menetapkan
hanya pemilik tanah yang berhak membuat perjanjarah dimana haknya
dialihkan dan tanahnya diserahkan. Pendaftarandapat membuat penduduk
aman ikutserta dalam pasaran tanah, maupun peaimlesengketa menahun
diantara warga masyarakat dan antara masyarahkgadg@emerintaff

Menurut Ter Haar, mengenai hubungan masyarakat atlertgnah,
membagi hubungan antara masyarakat dengan tarkakebaar maupun kedalam,
dan hubungan perseorangan dengan tanah. Berdasddsaberlakunya ke luar
maka masyarakat sebagai kesatuan, berkuasa membaglitdari tanah, dan
menolak lain-lain orang diluar masyarakat tersebatbuat sedemikian itu,
sebagai kesatuan juga bertanggungjawab terhadag-orang luaran masyarakat
itu. Hak masyarakat atas tanah disebut “Hak yay&ssnunal”, dan oleh Van
Vollenhoven diberi namaldeschikkingsrecht Beschikkingsrechimerupakan hak
menguasai tanah, dimana hak-hak atas tanah yaagatig oleh masyarakat adat

dan anggota-anggotanya adalah hak menguasai tamdtab mereka tidak

% Herman Soesangobenthe Possibility And Mode Of Registering Adat T@e Land,
The Possibility And Mode Of Registering Adat Tifla Land, 3rd Fig Regional Conference
(Jakarta, Indonesia, October 3-7, 2004), hal 2.
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mempunyai hak milik. Konsep dan pandangan teori diangkat sebagai
pengertian hak ulayat. Sedangkan Hak Ulayat serdiadopsi dari bahasa
Minangkabau, artinya hak menguasai atas suatulmggn tanah yang dipegang
oleh kepala persekutuan. Hak atas tanah mempueyangn yang amat penting

dalam kehidupan manusia.

2.4.2. MenegakkanHukum Adat Di Era Pemerintahan ‘Modern’

Burns mengemukakan tanah ulayaiegchikkingsrecht dalam era
pemerintahan kolonial Belanda tidak mampu menurgokéfetivitasnya. Hal ini
terjadi karena perbenturaadatrecht dengan kebijakan kolonial Belanda dan
kehendak modernisasi. Hal inilah yang menggirimgaténya dualisme hukum di
Indonesia hingga saat it

Sumardjono, Ismail dan Isharyanto menyatakan pet@atadat yang
penyebutannya berbeda-beda (hakim adat atau juat),adakan selalu
mengupayakan perdamaian dengan jalan musyawaragaseiana nilai yang
dianut oleh masyarakat setempat baik kearifan ailau religious. Penyelesaian
sengketa dengan cara adat yang berlaku bagi maayssatempat lebih adatif
dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjatlia Belat, sebagai orang yang
dituakan dan memiliki pengetahuan tentang selukikoeldat dan sejarah dari
kaumnya terutama sejarah pertanahan akan lebih mddiam menyelesaikan
sengketa yang terjadi. Karena, pada umumnya semgkang terjadi adalah
masalah penetuan batas-batas wilayah yang tegadigebelum para pihak yang
bersengketa mempermasalahkan permasalahdhnya.

Sumardjono mengemukakan, sengketa tanah yang ketaperjadi di
Indonesia hampir selalu melibatkan keberadaan malsyghukum adat. Sengketa
yang terjadi biasanya berkisar pada pembebasah tamak perkebunan, hutan
lindung, pengembangan industri, pemilikan TNI/POLRBelain itu, tanah ulayat

% Burns “Adat, Yang Mendahului Semua Hukum” Dalamvidaon, Henley Dan
Moniaga (Eds)Adat Dalam Politik Indonesiazd. 1., (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia;
KITLV-Jakarta, 2010), hal. 87.

® Sumardjono, Ismail Dan Isharyantdlediasi Sengketa Tanah: Potensi Penerapan
Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Di Bidangaahan (Jakarta: Penerbit Buku Kompas,
2008), hal. 20-24.
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seringkali dibeli oleh orang lain di luar masyarakakum adat bersangkutan dan
keemudian tanah yang sama dijual kembali ke piaak Padahal, konsep “jual-
beli” yang terjadi tersebut bukanlah seperti apagyalipahami masyarakat
tersebut. Padahal, seharusnya tanah tersebut hiaagadipergunakan orang yang
bersangkutan yang membeli tanah tersebut dan g#igaj akan kembali kepada
masyarakat adat apabila tidak dipergunakan kerfbali.

Eksistensi berlakunya hukum adat selain dikenardahstrumen hukum
nasional juga diatur instrumen Internasional. Keten Pasal 15 ayat (2)
International Covenant on Civil and Political Righ{ICCPR) menyebutkan
bahwa’®

“Nothing in this article shall prejudice the tri@nd punishment
of any person for any act or omission which, attiee when it
was committed, was criminal according to the gehera
principles of law recognized by the community dfares”.

Kemudian rekomendasi dari Konggres Perserikatan g&aBangsa (PBB)
tentang“The Prevention of Crime and the Treatment of Qdfs” dinyatakan
bahwa sistem hukum pidana yang selama ini ada ligrepa negara (terutama
yang berasal/diimpor dari hukum asing semasa zamkmial), pada umumnya
bersifat“obsolete and unjust’(telah usang dan tidak adil) sef@utmoded and
unreal” (sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai denggratean). Alasannya
karena sistem hukum di beberapa negara tidak brgpakia nilai-nilai budaya dan
bahkan ada “diskrepansi” dengan aspirasi masyaraeata tidak responsif
terhadap kebutuhan sosial masa kini. Kondisi deanikoleh konggres PBB

dinyatakan sebagai faktor kontribusi untuk terjgdikejahatarf?

" Sumardjono, Ismail Dan Isharyantdlediasi Sengketa Tanah: Potensi Penerapan
Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Di Bidangaahan (Jakarta: Penerbit Buku Kompas,
2008), hal. 109.

2 bid. hal. 185.

"International Covenant on Civil and Political RiglftCCPR), Pasal 15 ayat (2).

“Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., ‘Kearifan Lokal Hukum Pidana Adat
Indonesia:Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik nDaProsedurnya”, http:/pn-
kepanjen.go.id/index.php?option=com_content&taséw&id=139# ftn1 diunduh 1 Mei 2011.
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2.4.3. Masa Depan Hak Ulayat

Tanah bagi bangsa Indonesia mempunyai kedudukag kamsus dan
istimewa sehingga ketentuan dan pengaturan tanldgae benda dipisahkan
dengan ketentuan benda bukan tanah. Sedemikiamestinya, kedudukan tanah
dalam kehidupan masyarakat hukum adat maupun dakm pemikiran
masyarakat Indonesia dewasa ini, pengaturan hulemahtdalam UUPA juga
menyatakan adanya hubungan abadi antara bangsaebidodengan tanah.
Kedudukan tanah bagi bangsa Indonesia dapat dialaatperspektif budaya,
hukum, ideologi/politik, sosial dan ekonofi.

Burns, menyatakan bahwa suatu kekeliruan untuk gaskan bahwa
adat akan menjadi hukum melalui sebuah proses gangkian perlahan sampai
peruubahannya tidak kelihatdh. Tentu saja dalam kondisis bernegara,
signifikansi sebuah hukum adat yang lokal tentualemDalam hal ini Burns
memang tepat apabila melihat hanya sepintas lakanAetapi, dalam kondisi
Indonesia yang telah menerapkan hukum nasionalelygah merujuk pada Eropa
Kontinental (Belanda), selemah apapun signifikdmgium adat—yang dimaksud
Burns—tetap saja menjadi pertimbangan hukum yadaktboleh diabaikan oleh
hakim. Kenyataannya, setelah sekian lama Indomasrdeka dan telah mencoba
menjalankan unifikasi hukum, masih banyak kejadmau peristiwa yang
menunjukkan massyarakat hukum adat masih hiélup.

Pengaruh adat itu masih kuat dan hukum nasionadk tidisa
mengakomodir semua hal mengenai hukum adat. Pdiak, pemerintah negara
Indonesia maupun para hakim dalam menemui masalayatumasih bisa
mendasarkan pada ciri-ciri dabeschikkingrech yang didefinisikan oleh van

Vollenhoveri®

> Risnarto Ms, Analisis Manajemen Agraria Indonesia Program Pasc@sa-
Manajemen Dan Bisnis Institut Pertanian Bogor 2Q06ittp://Courses.Blog.Mb.lpb.Ac.ld/Files/
2010/06/Risnarto_Bab_1-7.Rdfiunduh 1 Mei 2011, hal 20.

® Burns,Adat Yang Mendahului Semua Hukutalam Davidson,Henley dan Moniaga,
Adat dalamPolitik Indonesia, Hal 77-97, (Jakartaay&san Pustaka Obor Indonesia; KITLV-
Jakarta, 2010), hal. 80.

"Lisman Sumardjani, Masyarakat Hukum Adat”
http://www.konflik.rimbawan.com/pdf-16sept05/300m&=&NALE. pdf, diunduh 14 Mei 2011.

8 Burns,Adat Yang Mendahului Semua Hukutalam Davidson,Henley dan Moniaga,
Adat dalamPolitik Indonesia, Hal 77-97, (Jakartaay&san Pustaka Obor Indonesia; KITLV-
Jakarta, 2010), hal. 86.
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a. Kewenangan komunitas atas tanah yang belum dikatjak
Masyarakat Hukum dapat memanfaatkan secara bebas
tanah-tanah perawan di dalam wilayahnya. Tanaklats
dapat dimanfaatkan untuk budi daya atau dapat digam
untuk membangun pemukiman kampung atau menjadi
tanah bersama untuk pemungutan hasil atau tujuan
lainnya;

b. Pemanfaatan tanah komunitas oleh pihak luar. Plidiak
dapat memanfaatkan tanah tersebut dengan syarakaner
sudah mendapatkan izin dari masyarakat hukum yang
bersangkutan. Pemanfaatan tanpa izin merupakan
pelanggaran;

c. Pembayaran atas penggunaan tanah komunitas. Anggota
masyarakat hukum bisa jadi—namum pihak luar pasti—
dimintakan untuk membayar sejumlah harga atau
memberikan sejumlah persenan sebagi bentuk pengakua
atas penggunaan tanah tersebut;

d. Kewenangan komunitas atas tanah yang sedang
dibudidayakan (kuasa tetap atas tanah). Masyarakat
hukum pada tingkat tertentu masih memilki hak nesid
untuk mengintervensi pemilikan tanah yang telah
diberikan untuk digunakan;

e. Tanggung jawab (teritorial) kolektif terhadap pihlaiar.
Manakala tidak ada pihak yang bisa dimintai
pertanggungjawaban, masyarakat hukum menanggung
kehilangan, kerusakan, atau kerugian yang dideiga
pihak luar di dalam wilayah mereka;

f.  Keabadian hak-hak komunitas. Masyarakat hukum tidak
punya kewenangan mutlak untuk melepaskan hak-hak in

Menurut Ter Haar, mengenai hubungan masyarakatatetagnah, selain
pembagian hubungan antara masyarakat dengan tasi@ih kbluar maupun
kedalam, dikenal juga hubungan perseorangan detayeah. Berdasarkan atas
berlakunya ke luar maka masyarakat sebagai kesdbedkuasa memungut hasil
dari tanah, dan sebaliknya mereka dapat menolakgdein di luar masyarakat
tersebut berbuat sedemikian rupa. Sebagai kesanamsyarakat hukum adat
bertanggungjawab terhadap orang-orang luaran meisytaitu’®

Hak atas tanah mempunyai peranan yang amat petdiag kehidupan

manusia. Sampai sekarang, di berbagai wilayah kslanhak ulayat ini masih

¥ Burns,Adat Yang Mendahului Semua Hukutalam Davidson,Henley dan Moniaga,
Adat dalamPolitik Indonesia, Hal 77-97, (Jakartaaydsan Pustaka Obor Indonesia; KITLV-
Jakarta, 2010), hal. 86.
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ada dan hidup. Namun, perlu diperhatikan dengarsase& kebenaran atau
keabsahan sekelompok masyarakat dalam mengklaik thayat’-nya atas
sebidang tanah. Keberadaan masyarakat hukum adat mpendapat perhatian
lebih lanjut dari pemerintah negara Indonesia, Bglh@ tidak, inilah kemudian
yang kerap menjadi sengketa yang mengatasnamakandyat. Sebenarnya, hak
ulayat akan tetap hidup selama masyarakat masihatapkan keenam fungsi
yang yang dipaparkan Van Vollenhoven, apabila tiga&njalankan keenam
fungsi tersebut, sudah barang tentu hak ulayak &dia lagi. Maka dari itu, peran
aktif pemerintah dalam pengelolaan hak ulayat temémjadi penting. Ditambah
lagi hingga saat ini, hak ulayat yang mengandalk@atan kolektif dari suatu
komunitas masyarakat hukum adat. Tentu hal ini rakibgtkan tanah ulayat
rawan menjadi objek sengketa, karena kemungkinalemalnya masyarakat
hukum adat sendiri dan tidak adanya bukti tertygisg dapat diandalkan apabila

terjadi sengketa.

299 KEHIDUPAN MASYARAKAT DAIRI

Pertama sekali, diperjelas tempat terjadinya parkaradalah Kabupaten
Dairi terletak di sebelah barat laut propinsi SwereatUtara dengan ibukota
Sidikalang, yang luasnya 1.314.610 Ha, dengan {sttes:"

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh
Tenggara (Propinsi NAD) dan Kabupaten Tanah Karo.

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pakpak
Bharat.

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Toba
Samosir.

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Acetarsela
(Propinsi NAD).

Terangnya suatu duduk perkara akan memudahkaniteemébih lanjut
mengenai penerapan hukum dan permasalahannya sebegaujuan awal dari
penelitian ini. Perkara perdata yang akan dibaledand penelitian ini perkara
yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sidilgl&to.11/Pdt.G/2009/PN-

SDK. Pembahasan putusan ini, sangat berkaitan dekgadisi sosial budaya

®http://www.dairikab.go.id/content.php?menu=1&meeanit]l, diunduh pada tanggal
18 Maret 2010.
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masyarakat Dairi yang penduduk aslinya adalah aib-8atak Pakpak. Dalam
perkembangannya, berbagai pembauran terjadi di rbo Dairi. Dmulai dari
migrasi suku Batak Toba dari daerah Toba ke daBaih, khususnya daerah

Sidikalang akan dibahas lebih lanjut.

2.5.1. Kondisi Sosial Politik Sidikalang (Dairi)

Daerah Dairi merupakan tempat berdiamnya salah s#itsuku Batak
Pakpak. Sebelum kedatangan Belanda, kelompok-kelkrgcil dari masyarakat
Pakpak berdiam dalam komunitas tertentu pada ter@peentu dipimpin oleh
dewan raja-raja adat. Pemerintahan masa itu dik&adaolehRaja Ekuten/Takal
Aur/Kampung/Suakdibantu Pertaki sebagai raja-raja adat merangkap sebagai
Kepala Pemerintahdh.Adapun struktur Pemerintahan masa itu diuraikéragai

berikut??

1. Raja Ekuten sebagai pemimpin satu wilayah (suak) atau
yang terdiri dari beberapsuku/kuta/kampondraja Ekuten
disebut jugal akal Aur yang merupakan Kepala Negeri.

2. Pertaki sebagai pemimpin satu Kampung, setingkat
dibawahRaja Ekuten

3. Sulang Silim& kelompok masyarakat terkecil yang
memiliki fungsi dalam pelaksanaan adat istiadaita
(Kampung).

Menurut tradisi lisan masyarakat Pakpak, Dairi paganya sangat luas
dan pernah jaya dimasa lalu. Sesuai dengan strylaonerintahan tradisional,
maka wilayah Dairi dibagi atas 5 (lima) wilayauék/auy yaitu®*

8http://www.depdagri.go.id/pages/profildaerah/kakiepd/12/name/sumaterautara/de
tail /1211/dairi, diunduh pada tanggal 1 Mei 2010.

8http://www.depdagri.go.id/pages/profildaerah/kakiepd/12/name/sumaterautara/de
tail/1211/ dairi, diunduh pada tanggal 1 Mei 2010.

8 Sulang silimamerupakan lima fungsi yang akan selalu ada daldakgenaan sebuah
upacara dan menjalankan kehidupan sehari-hari mastaPak-pak. Sulang Silima terdiri dari: (i)
Perisang-isang(Tuan Rumabh); (ii)Perekur-ekur(Saudara Bungsu dari Tuan Rumah); (iii)
Pertulan tengah(Saudara Tengah dari Tuan Rumah); (R&rpunca ndiadep(pihak/marga
pemberi isteri kepad®erisang-isanyy (v) PerbetekkenGolongan anak perempuan dari Tuan
Rumah)

84http://www.depdagri.go.id/pages/profil-daerah/kadnem/id/12/name/sumatera-
utara/detail/1211/dairdiunduh pada tanggal 1 Mei 2010.
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1. Suak/Aur SIMSIM, meliputi wilayah: Salak, Kerajaan,
Siempat Rube, Sitellu Tali Urang Jehe, Sitellu Tadang
Julu dan Manik.

2. Suak/Aur PEGAGAN dan Kampung Karo, meliputi
wilayah: Silalahi, Paropo, Tongging, Pegagan Jehe d
Tanah Pinem.

3. Suak/Aur KEPPAS, meliputi wilayah: Sitellu Nempu,
Silima Pungga-Pungga, Lae Luhung dan Parbuluan.

4. Suak/Aur BOANG, meliputi wilayah: Simpang Kanan,
Simpang Kiri, Lipat Kajang, Belenggen, Gelombang
Runding dan Singkil (saat ini Wilayah Aceh).

5. Suak/Aur KLASEN, meliputi wilayah: Sienem koden,
Manduamas dan Barus.

Sidikalang merupakan bagian kecil dari daerah Dajang mana
sekarang merupakan suatu kecamatan tersendiri d&afupaten Dairi.
Sidikalang merupakan satu daerah tujuan para skb-8atak Toba yang
melakukan perpindahan dari daratan tinggi DanauaTdBasuknya sub-suku
Batak Toba yaitu sejak permulaan tahun 1900-anjk&epusat perang
Sisingamangaraja XIl melawan kolonial Belanda bedph dari Toba Holbung ke
Dairi.?®

Orientasi masyarakat sub-suku Batak Toba untuk muelkan
Hagabeon, Hasangapon dan Hamor&8mendorong mereka untuk berkelana ke
penjuru daerah Sumatera termasuk ke Sidikalangekétti. Sementara, jumlah
penduduk yang semakin meningkat menyebabkan tekdaedmadap lahan
pertanian yang semakin sempit di tempat asal skb-8atak Toba tersebut.
Kedatangan sub-suku Batak Toba di Sidikalang meralq@@ngaruh cukup besar
dalam segi bahasa, tempat tinggal, indentitas ddaya sub-suku Batak Pakpak.
Setiap tahun arus migrasi tersebut meningkat, gghi®idikalang dikenal dengan
daerahpanombangati—daerah untuk melanjutkan perpindahan ke daerah lai
seperti ke daerah Tanah Alas dan Singkil. Komunsiais-suku Batak Toba di

¥Simanjuntak,Struktur Sosial Dan Sistem Politik Batak Toba Hiagh945: Suatu
Pendekatan Sejarah, Antropologi Budaya Pqlifikakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hal.
13.

®Harahap dan SiahaarQrientasi Nilai-Nilai Budaya Batak: suatu pendekat
terhadap perilaku Batak Toba dan Angkola-Mandailifget. ke-1 (Jakarta : Sanggar Willem
Iskander, 1987), hal 12

8Bahasa Batak Toba, artinya tempat bersinggah semaesambil mengumpulkan
makanan (uang dalam masa kini), sebelum melanjyikgalanan jauh.
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Sidikalang lebih banyak hidup berpencar, karenadiean untuk mendapatkan
lahan yang baru yang belum dimiliki oleh orang lalan menyatu dengan
masyarakat dari sub-suku Batak Pak{Fak.

Pengadilan Negeri Sidikalang sebelumnya termasulyah Hukum
Pengadilan Negeri Tapanuli Utara yang berpusatatufling. Kemudian tidak
lama berselang dipindahkan ke Balige. Pada tahib,l@ipindahkan kembali ke
Tarutung untuk Tapanuli Utafd. Saat itu, Kabupaten Dairi masih termasuk
Kabupaten Tapanuli Utara, yang pada zaman Belandabut ‘Afdeling
Bataklanden diperintah oleh Controleur sebagai pemerintah tertinggi di
Sidikalang. Sampai akhirnya, Kabupaten Dairi mehkaa diri dari Tapanuli
Utara dengan pembentukan Kabupaten Dairi.

Peradilan di zaman Belanda pada awalnya, perkaka@eyang terjadi
di Dairi diadili dengan dibantu oleh beberapa Arniggheder) yang dipilih raja-
raja desaPartaki ataupun Pengetua Adat yang dinilai kecakapanrnsmayibawa
dan mempunyai sifat kepemimpinan di dalam masyarékedangkan perkara-
perkara lain yang lebih berat, diselesaikan olelm&®y (Wedandj maupun
asisten Demany.

Pada zaman Jepang, tugas Pengadilan dilakukansel@ang Hakim
yang ditempatkan di Tarutung. Kemudian, apabila peikara Hakim tersebut
diturunkan ke setiap daerah seperti SidikalangigBalPengururan, Samosir,
Siborong-borong (Humbang). Hal ini, berlangsungasg@derus menerus sampai
kemerdekaan Indonesia, bahkan sampai tahun 19685p&bapada akhirnya,
terbentuklah Kabupaten Dairi tahun 1965, Pengadidegeri Sidikalang
dipisahkan dari Tapanuli Utara setahun kemudiantuypada tahun 1966.

Berdasarkan perubahan itu, daerah Hukum Pengadégeri Sidikalang meliputi

8Lance Castleskehidupan Politik Suatu Keresidenan di Sumateraparaili 1915-
194Q (Jakarta: KPG, 2001), hal. 147.

#http://pn-sidikalang.org/?page=R&kdkel=1&kdsubs18iunduh pada tangga 13
Februari 2011.

% pejabat setingkat Kecamatan pada masa sekarang ini

1 Lance CastlesKehidupan Politik Suatu Keresidenan di Sumateraparaili 1915-
194Q (Jakarta: KPG, 2001), hal. 147.

Pengajuan gugatan ..., Sandoro Purba, FH Ul, 2011 UNIVERSITAS INDONESIA



36

seluruh wilayah Kabupaten Dairi. Dimana kemudiamifaaten Dairi dimekarkan
dan menghasilkan Kabupaten Pakpak Bharat dengantidnya SalaR?

2.5.2. Percampuran dan Pembauran Sub-suku Batak Pakpak darSub-
suku Batak Toba

Payung Banguf, menjelaskan bahwa penduduk asli dari daerah
Kabupaten Dairi adalah sub-suku Batak Pakpak. Aketapi, 75% penduduk
yang mendiami Sidikalang ibukota dari KabupatenriDadalah sub-suku Batak
Toba. Akibatnya, penggunaan bahasa Batak Toba udalenm kehidupan sehari-
hari dibandingkan bahasa Batak Pakpak sebagai aséisdaerah tersebut. Sub-
suku Batak Toba juga membawa dampak lain terhadagist adat yang
dijalankan oleh Sub-suku Batak Pakpak. Sub-sukakBBakpak, yang tinggal di
daerah Sidikalang, lebih condong dalam menggunalgpacara adat Toba
dibanding adat sub-suku Batak Pakpak. Sementarapémukiman sub-suku
Batak Pakpak lebih banyak berada di pinggiran kiatapada di pusat kota dan
pusat perdagangaf.

Perpindahan sub-suku Batak Toba ke daerah Daugsudnya Sidikalang
sudah terjadi sejak permulaan tahun 1900-an. Pabyshb-suku Batak Toba
memasuki Dairi adalah kehadiran kolonial Belandatasiah Batak Toba dan
usaha misionaris Jerman yang ingin memperluas klakesjanya sehingga
mendesak sub-suku Batak Toba. Kedatangan sub-sakak B'oba ke daerah
Dairi semakin banyak bertambah dari tahun ke taymmy menjadikan daerah
Dairi menjadi sebuah perkampungan yang ramai, knysu Sidikalang yang
menjadi pusat kegiatan masyarakat dalam perdagadganpertanian. Banyak
dibuka kampung-kampung baru sebagai tempat tinggeh pendatang Batak
Toba tersebut. Kebanyakan sub-suku Batak Tobaingyin menetap di Dairi.
Mereka pun mulai berdiam dengan mendirikan pondaleshana di ladang yang

mereka olah atau menumpang klita-kuta sub-suku Batak Pakpak. Maka

92 http://pn-sidikalang.org/?page=R&kdkel=1&kdsub=Hiunduh pada tanggal 1 Mei

2010.

% Payung BangunTradisi dan Perubahan: konteks masyarakat Pakpaii DéMedan:
s.n,, s.a.), hal. 17.

%Iister Brutu dan Nurbani Padangradisi dan Perubahan: konteks masyarakat
Pakpak Dairi,(Medan: Monora, 1998), hal. 118.
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mulailah asimilasi kedua sub-suku Batak ini bertamg hingga Sidikalang
modern saat inf>

Perubahan lainnya adalah berkembangnya agama Kiysteg dibawa
oleh para pedagang Batak Toba. Sub-suku Batak Vabg datang ke daerah
Sidikalang juga mengadakan penginjilan. Penyebagama Kristen di Tanah
Pakpak pada awalnya tidak diterima karena sebelarsngah berkembang agama
Islam, sehingga penyebaran agama Kristen dianggdip. kama kelamaan,
masyarakat setempat mulai menerima menjadi suamadgaru. Kedatangan
sub-suku Batak Toba juga disebabkan oleh pembuldeam yang membuat sub-
suku Batak Toba semakin mudah untuk melakukan peapian ke daerah laif.

2.5.3. Transaksi Tanah antara Sub-suku Batak Pakpak dan Sworsuku

Batak Toba

Pembauran yang terjadi antara sub-suku Batak Tebags pendatang
dan sub-suku Batak Pakpak terjadi dengan aman alaaidsehingga kedua etnis
Batak ini pada awalnya bisa hidup berdampingan.a@&iimana disebutkan
sebelumnya, daerah Sidikalang termasuk daerah gahigg banyak didatangi
oleh pendatang sub-suku Batak Toba. Salah satwatedngaerah Sidikalang yang
menjadi tujuan orang Batak Toba adalah Borno.

Borno, terletak di desa Laenuaha, Kecamatan Siemepgtu Hulu,
Kabupaten Dairi. Provinsi Sumatera Utara. Di sudderah, akan ada marga
utama yang merupakan marga penguasa ketika itubjiasg disebu¥larga Tano
atau Raja Tano’’ Ketika migran-migran Batak Toba mulai memasuki réor
mereka mulai mendekati pimpinan Borno demi mempé&rdiedudukan yang
dapat menjalani hidup di tanah rantau tersebut.

Tanah menjadi objek yang paling dicari. Hak untigalberdiam di suatu
kuta terutama sebagai pendatang tentu tidak mudahgddemengikuti hukum

%0.H.S Purba dan Elvis F. Purbdigran Batak Toba di Luar Tapanuli Utara: Suatu
Deskripsj (Medan: Monora, 1998), hal. 23.

%0.H.S Purba dan Elvis F. Purbdigran Batak Toba di Luar Tapanuli Utara: Suatu
Deskripsj (Medan: Monora, 1998), hal.31.

7 VergouwenMasyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba (The Sociga@isation And
Customary Law Of The Toba Batak Of The Northerna®ahn Penerjemah: Redaksi Pa, (Jakarta:
Pustaka Azet, 1986), hal. 321.

Pengajuan gugatan ..., Sandoro Purba, FH Ul, 2011 UNIVERSITAS INDONESIA



38

adat setempat, para migran tersebut berharap bisdeh sebidang tanah untuk
bisa melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Denmlah, seorang pendatang
dengan kegigihannya bekerja akhirnya berhasil jngadapatkan sebidang tanah
dari marga tano Pada saat itu, transaksi dilakukan dengan “tedary tunai”
dihadapammarga tano Tanpa sertifikat dan dan surat jual beli yangkidazim
ketika itu, dan juga tidak menjadi salah satu urpanting dalam transaksi tanah
secara adat pada saat itu.

Marga tanomemiliki kewenangan dalam mengatur tanah yang atiard
penguasaan marganydarga tanomenjadiRaja ni Dapot® bagi pendatang dari
orang-orang dari sub-suku Batak Toba lainnya yaegantau di Borno. Sehingga,
masyarakat Batak Toba lainnya, sebagai pendataag aklau meminta izin
dalam melaksanakan segala kegiatan upacaraMdega TanosebagaRaja ni
Dapot akan selalu berolehjambar (upah) dari setiap hajatan yang
diselenggarakan.

Bertahun-tahun kemudian, setelah sekian lama migeaak Toba mulai
menjadi mayoritas di tanah Dairi. Begitu juga dirBm marga tanoctidak begitu
eksis lagi dalam segala transaksi tanah. Akanitetppbila sub-suku Batak Toba
yang tinggal di Borno menyelenggarakan pesta-pesi@ dan mengadakan
perkumpulan marga-marga, maka sudah menjadi keavajdalam upacara adat
tersebut Kudadiri akan mendapatkdambar sebagaiRaja ni Dapot.Hal ini
menunjukkan bahwa kekuasaan marga utama masih idigam kehidupan
bermasyarakat di Borno sebagai simbol penghorntadamwa marga utama telah

berlaku bijaksana dalam membimbing penduduk setempa

% Bahasa Batak Toba artinya Penguasa yang diteniiakeendatangi suatu tempat
dan akan diberi penghormatan dalam setiap upadatayang dilakukan oleh pendatang tersebut.
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BAB 3
PROSEDUR HUKUM ACARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI

3.1. GUGATAN PERDATA DI PENGADILAN NEGERI

Dasar hukum berperkara dalam ranah perdata di gsi@isaat ini adalah
Herzien Inlandsch Regleme(iIR) atau biasa diterjemahkan dengan Reglemen
Indonesia Yang Diperbaharui (RIB), selanjutnya attimebut HIR sajd’ Dimana
sebelumnya, HIR—yang dibuat di zaman pemerintahelar8la—ini merupakan
“Reglement op de uitoefening van de politie, de drlifke rechtspleging en de
strafvordering onder de Inlanders en de Vreemde t®lsgen op Java en
Madurd’, dengan singkat lazim disebutinfandsch Reglemeént selanjutnya
disebut IR. Kemudian, deng&taatsblad1941 No.44, IR itu diperbaharui. dan
mendapat nama barudérzien Inlandsch Regleméndisingkat HIR %

Perancangan HIR ini, ditangani oleh JHR. Mr. Wishéresiden
Hooggerechthofdi Jakarta atas perintah Gubernur Jenderal Roehugzada
tanggal 5 Desember 1846, untuk merancang sebregdiemen tentang
administrasi, polisi, dan proses perdata sertagsresdana bagi golongan orang
Indonesia. Atas jasa JHR. Mr. Wichers, maka rencardang-undang baru itu
selesai dikerjakan, diterima oleh Gubernur-Jendela@l diumumkan dengan
publikasi tanggal 5 April 184&taatsbladahun 1848 No.16}"

Sejak dikeluarkan pertama kali, maka IR itu telabbdrapa kali
mengalami perubahan. Perubahan-perubahan pentiapte dalanStaatsblad
tahun 1941 No. 3%o. No. 98, mengenai perbaharuan peraturan penuntutan
terhadap orang-orang yang bukan bangsa Eropa. KamudalamStaatsblad
tahun 1941 No. 320. N0.98, yaitu mengenai pembaharuan peraturan tgntan
pemeriksaan pendahuluan di dalam perkara-perkamina terhadap orang-
orang Indonesia dan Timur Asing. TerakHstaatsbladtahun 1941 No.44, IR
yang telah dibaharui itu dapat disebudetzien. Inlandsch RegleméntHIR),

“Indonesia, Undang-Undang tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk
Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dara Aangadilan - Pengadilan Sipiyu
Darurat No. 1 Tahun 1951, LN Tahun 1951 Nomor 9\NTlomor 81, Pasal 6.

1%s0epomo,Hukum Acara Perdata Pengadilan Negefiakarta: Pradnya Paramita,
2004), hal.10-11.

108 |pidl,
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yang untuk sementara waktu, hanya diberlakukamdaldayah-wilayah hukum
beberapalLandraad yang ditunjuk oleh Gubernur-Jendet®l.Namun saat ini,
Rechtsreglement Buitengwest@bg atau Reglemen daerah seberang, Staatblad
tahun 1927 No0.227) untuk luar Jawa dan Madura heydaku di samping HIR
sekadar untuk melengkapi jika HIR belum mengatuffiy$edangkarmReglemen

Op de Burgerlijke rechtsvorderinRv atauReglemen Hukum Acara Perdata
Untuk Golongan EropaStaatblad tahun 1847 No.52, Staatblad tahun 1849
No0.63) merupakan sumber hukum acara perdata juganéaurut Supomo tidak
dapat diterapkan dalam hukum acara perdata padmgpien negeri, karena pada
dasarnya hanya berlaku bagi golongan Eropa dan gigegsamakan dengan itu.
Selain itu juga tidak sesuai dengan semangat ata fiendak dibangun dalam

pengadilan negeri Indonesf&*.

3.1.1. Dasar Hukum Pengajuan Gugatan

Gugatan merupakan tindakan seseorang yang bertupuemperoleh
perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilarukimhencegah main hakim
sendiri (eigenrichting, orang yang mengajukan tuntutan hak yang dipetzgad
disebut mengajukan gugatan memerlukan atau bertiegan akan memperoleh
perlindungan hukum. Untuk mengajukan gugatan, dilkan adanya
kepentingan untuk mengajukan tuntutan hak. Akaapiettidak semua setiap
kepentingan dapat diterima sebagai dasar pengajunautan hak. Maka dari itu,
dalam mengajukan gugatan harus memenuhi &3amt d'interet, point
d’action.!® Hal ini, tidak berarti tuntutan hak yang ada kejeyan hukumnya
pasti dikabulkan, pembuktian lebih lanjut tentudsadilakukan.

Pengadilan Negeri memiliki kewajiban untuk menerimemeriksa dan

mengadili segala permasalahan hukum yang diajuken setiap orang yang

102 50epomoHukum Acara Perdata Pengadilan Negefiakarta: Pradnya Paramita,
2004), hal.10-11.

193 |ndonesia, Undang-Undang tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk
Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dara Aangadilan - Pengadilan Sipiyu
Darurat No. 1 Tahun 1951, LN Tahun 1951 Nomor 9NT™lomor 81, Penjelasan Umum.

194 spepomoHukum Acara Perdata Pengadilan Negeflakarta: Pradnya Paramita,
2004), hal. 29.

195 Jeroen M. J. Chorus, P. H. M. Gerver, E. H. Hosdintroduction to Dutch law,
Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkiggd: Kluwer Law International, 2006), hal 244.
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berperkara. Pada kenyataannya, tidak semua hukam geng telah ada dapat
menyelesaikan segala permasalahan hukum yang @gihalgh para pihak yang

bersengketa dan berharap beroleh penyelesaianmHaékirap kali menghadapi
kendala tidak ditemukannya dasar hukum baik formdupun materil untuk

menyelesaikan secara tuntas persoalan hukum yaggtediajukan oleh para
pihak. Hakim, tentu dituntut untuk dapat menyelksaiataupun memimpin acara
persidangan perkara tersebut hingga selesai serdses

Hakim, dalam memimpin sidang pemeriksaan perkarkapa perdata,
dituntut untuk dapat menyelesaikan acara persidaigagga akhir walaupun
ditengah acara persidangan mungkin menemui keke&l@songan hukum acara.
Berhubungan dengan itu, hakim—dalam suasana adgtb—waengetahui
kebenaran materil dan semua pihak yang bersangkuagbh membantu hakim
untuk menemui kebenaran materil itt].

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilegen terhadap
setiap gugatan ataupun tuntutan hukum, semataum&i& mencegah sikap main
hakim sendiri ¢igenrichting.'®® Pada dasarnya terdapat dua jenis tuntutan hak
yang mengandung sengk€ta dan tuntutan hak yang tidak mengandung
sengketd’® Dalam hal ini, yang menjadi fokus penelitian atlatantutah hak
yang mengandung sengketa disebut sebagai perazbiatentieus dontentieus
jurisdictie).'**

Gugatan'® atau tuntutan perdat®irgerlijke vordering dan tidak lain
adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa Gugataat diajukan baik
secara tertulis maupun lisan. Pengaturan mengengajuan gugatan dalam HIR

maupun Rbg, memang tidak dirinci dengan seksamags@hana yang dilakukan

1% yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tent@ugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadil@egt. 7. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 179.

19%S0epomo,Hukum Acara Perdata Pengadilan Negefiakarta: Pradnya Paramita,
2004), hal.15.

1% ¥ Kanter, Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-radig{Jakarta:
Penerbit Storia Grafika, 2001)

%% erap disebut gugatan, dimana terdapat sekurarapiuya dua pihak, lebih lanjut
lagi dalam buku Yahya Harahap, Hukum Acara Peratang Gugatan... Hal. 28-45.

"% erap disebut permohonan,dimana hanya terdapap#lt saja, lajimnya peradilan
ini menjadi peradilan sukarel®@dgluntaire jurisdictig.

Mlyahya Harahap, Hukum Acara Perdata tent@ugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadil@sgt. 7. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 46.

1pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 Rbg.
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dalamReglemen Op de Burgerlijke rechtsvorderifity). Persyaratan mengenai
isi gugatan pada Rv, adalah sebagaimana berikitini

1. Tujuan kepada pengadilan negeri sesuai dengan kengpe
relatif;

2. Tanggal pembuatan gugatan;

3. Tanda tangan penggugat atau kuasa;

4. ldentitas dari para pihak;

5. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukuert®
alasan-alasan yang mendasari tuntutan (fundamentum
petendi);

6. Tuntutan atau petitum gugatan;

7. Perumusan gugatan asesor atau gugatan tambahan;

Perincian yang rigid dalam Rv ini tidak dilakukasam HIR maupun Rbg karena
nantinya pengadilan yang menggunakan HIR maupunifRbgikhususkan bagi
masyarakat pribumi dan diharapkan membawa keadbéan masyarakat tanpa
membebani masyarakat dengan segala administragy g@mperlama proses
persidangan, karena masyarakat hanya membutuhkaild® saja dari
pengadilart**

Tergugat maupun turut tergugat dapat mengajukamtgngekonvensi.
Hal ini karena rekonvensi merupakan suatu gugatik yang memberikan
kemungkinan bagi tergugat atau para tergugat ataut ttergugat untuk
mengajukan gugatan balik kepada penggligatvalaupun dalam praktik, turut
tergugat merupakan orang-orang atau pihak-pihal yidak berkewajiban untuk
melakukan sesuatu, namun demi lengkapnya suatutayugmaka harus
diikutsertakan dalam perkara. Jadi, kedudukan ttergugat bukanlah sebagai
sasaran utama akan tetapi hanya sebagai pengluatiken si tergugdt®

Dalam proses selanjutnya, ternyata turut tergugaiisa telah merugikan
kepentingannya dengan dijadikannya ia sebagai temgugat, maka ia dapat

mengajukan gugatan balik. Dengan berprinsip pad@apseorang dapat

"yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tent@ugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadildal. 51-68.Reglemen Op de Burgerlijke rechtsvordering

(Rv), Pasal 8.
150epomo,Hukum Acara Perdata Pengadilan Negefiakarta: Pradnya Paramita,
2004), hal. 29.

"%pasal 132a HIR.
1%Retnowulan SutantioHukum Acara Perdata dalam Teori dan Prak{i&andung:
Alumni, 1983), hal. 53.
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mengajukan gugatan apabila kepentingannya dirugiaBugatan balik tersebut
harus diajukan kepada penggugat dengan disertabgwtergugat, tetapi tidak
dibenarkan apabila turut tergugat melakukan gugdtalik kepada tergugat

lainnya'®

3.1.2. Pemeriksaaan Gugat Kontentiosa

Gugatan kontentiosa adalah adalah tuntutan perdatagerlijke
vordering)tentang hak yang mengandung sengketa dengan lpindf® Gugatan
kontentiosa akan selalu diawali dengan pemberitalgugatan, dimandiap-tiap
proses perkara perdata...., dimulai dengan suamniperitahuan gugatan...*2°
Mahkamah Agung menyebut Gugatan Kontentiosa dalafuspnnya yang
berbunyi "selama proses perkara belum diperiksgealtsidangan, penggugat
berhak mencabut gugatan dengan persetujuan tetgabat

Dasar gugatangfondslag van de li$ adalah landasan pemeriksaan dan
penyelesaian perkara yang wajib dibuktikan olehgBagat, yang menegaskan
bahwa, setiap orang yang mendalilkan suatu hak, giaa meneguhkan haknya
maupun membantah hak orang lain, diwajibkan menikarkthak atau peristiwa
tersebut:?> Mengenai dasar gugatan, muncul dua teori yaftu:

1. Substantierings Theorimengajarkan bahwa dalil gugatan
tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang
menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelasikta-
fakta yang mendahului peristiwva hukum yang menjadi
penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut; dan

2. Individualisering Theori menjelaskan bahwa peristiwa
hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus defgzs |
memperlihatkan hubungan hukufrechtsverhoudinglyang
menjadi dasar gugatan.

7 ihat asasPoint d’interet, point d’action

“¥asal 132b HIR.

195udikno MertokusumoHukum Acara Perdata IndonesigYogyakarta: Liberty,
1998), HIm. 74.

12pasal 118 ayat (1), Pasal 119 dan Pasal 120 HIR.

12tyahya Harahap, Hukum Acara Perdata tent@ugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilaa). 47.

12pasal 163 HIRo. Pasal 1865 KUHPerdata.

Zjeremias LemekPenuntun Membuat Gugataset vi (Yogyakarta: Penerbit New
Merah Putih, 2010) Him. 10.
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Namun demikian, tidak perlu dikemukakan dasar @garah terjadinya hubungan
hukum, karena itu dapat diajukan berikutnya dalaosgs pemeriksaan. Hal ini
sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 547 KI$&p/yang menegaskan

bahwa, "....perumusan kejadian materi secara singkat sudatemenuhi
syarat....”!** Oleh karena itu, penggambaran singkat kasus asihs bisa
menjelaskan secara umum tentu sudah memenuhi,jigalsn dapat diperjelas

dalam pembuktian.

3.1.3. Pengguguran Gugatan dan Pencabutan Gugatan

Pengguguran gugatan, mensyaratkan bahwa sahnygygemgn gugatan
apabila penggugat telah dipanggil secara patutpdgnggugat tidak hadir tanpa
alasan yang salf® Secara patut yang dimaksud adalah surat pangtglah
secara resmi dilayangkan oleh juru sita sesuai aergtentuan yang berlaku
untuk hadir pada hari sidang yang ditentukan. Péamggersebut, dilakukan
dengan patut apabila antara hari panggilan danpeasidangan tidak kurang dari
tiga hari. Sedangkan, ketidakhadiran tanpa alasarg ysah adalah tidak ada
pemberitahuan atas ketidakdatangannya dan tidakkadaa yang mewakili
ketidakhadirannya tersebtff Pengguguran dapat dilakukan oleh hakim secara
ex-officio, apabila telah terpenuhi kedua alasan tersebuagjighitu penggugat
tidak mematuhi tata tertib beracara. Hal ini, makan hukuman bagi penggugat
dan membebaskan tergugat dari kesewenangan penggBgagguguran
dilakukan pada sidang pertama, apabila pada siga@ng;ma penggugat telah
dipanggil secara patut tetapi tidak hadir. Padargidkedua, perkara tersebut
digugurkan dengan ketentuan pada sidang kedua pgagguga tidak hadir.
Pengguguran gugatan tidak bersifat imperatif teb@psifat fakultatif dan putusan
pengguguran tidak bersifae bis in ident?’

Pencabutan gugatan dianggap sebagai kebutuhankptakthal ini tidak

diatur dalam HIR dan pencabutan merupakan hak pgraggPencabutan mutlak

12%ptusan Mahkamah Agung No. 547 K/Sep/1971.

12Pasal 124 HIR.

1%6yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tent@ugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilaa). 76.

2bid. hal. 77.
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hak pengugat selama pemeriksaan belum berlangsltagpemeriksaan telah
berlangsung maka pencabutan gugatan harus mengepsgtujuan tergugat.
Pencabutan gugatan pada saat belum terjadi pemankspada praktiknya
diperkuat oleh salah satu putusan MA yang mempeértald tersebut. Dimana,
ketika belum memasuki tahapan pemeriksaan makagatdoelum mengalami
kerugian. Dalam hal sudah memasuki pemeriksaam tsidah banyak tenaga
yang dikeluarkan tergugat, maka tentu saja tergtidak serta merta menerima

pencabutan gugatan yang dilakukan penggugatitu.

3.1.4. Perubahan Gugatan

Pada dasarnya, hakim dilarang untuk memberi putyaag tentang hal-
hal yang tidak dituntut atau untuk meluluskan leb#ripada yang dituntdt®
Larangan dari HIR ini di dalam praktek prosedurdi@ad dahulu, telatlitobros.
Tobrosan ini bisa terjadi oleh sebab jurisprudégiah mengizinkan tuntutan yang
hanya meminta pemulihan hukumrechtsherstgl belaka, oleh karena
jurisprudensi mengizinkan gugat diperbaiki atauetlitkan di muka hakim,
sehingga hakim dapat menyusun proses sesuai demganyang dianggap
seharusnya dilakukan oleh Hakim yang bersangkiitan.

Perubahan tuntutan pernah menjadi masalah dalamagisn di era
kolonial Belanda. Ordonangentang Pengadilan Adat’ menyatakan dengan
tegas, bahwa hakim dapat memperbolehkan perubahartaanbahan tambahan
gugat, kecuali jikalau oleh karena perobahan atambé&han gugat itu
kepentingannya yang sah dari tergugat akan sangamilhn. Menjadi
permasalahan dalam hal penambahan atau perubagataguni adalah dalam
menentukan “kepentingan sah” dari tergugat yangamgkutan serta penentuan

ambang batas “kerugian yang sangat” ters&fiut.

?®pytusan MA No. 1841K/Pdt/1984, 23 November 1985.

1Ppasal 178 ayat 3 HIR.

13050epomo,Hukum Acara Perdata Pengadilan Negefiakarta: Pradnya Paramita,
2004), hal. 20.

131 Ordonanstentang Pengadilan AdaBtaatblad1932 No. 80, Pasal 39.

13250epomo,Hukum Acara Perdata Pengadilan Negefiakarta: Pradnya Paramita,
2004), hal. 26.
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Hal ini juga menjadi penting dengan adanya ketentugang
menggariskan bahwa hakim sebagaimana diatur ol&) kdkim dituntut untuk
lebih aktif. Mulai dari penyusunan gugatan maka immaldiberi hak untuk
memberikan pertolongan kepada penggugat dalam nuskan gugataft:
Sedangkan dalam masa berakhirnya proses, hakimaljugang memimpin

34 Oleh karena itu, keaktifan hakim dalam prosesdsseasebagaimana

digariskan HIR berlainan sama sekali dengan pergafv’>°

eksekus

3.1.5. Pihak dalam Gugatan

Dalam gugatan kontentioSa sekurang-kurangnya terdapat dua pihak.
Satu pihak berkedudukan sebagai penggugat, sedamjkak yang satu lagi
sebagai tergugat. Kedudukan sebagai penggugat dnesgagat penting untuk
memeperhatikan kapasitas yang tepat menurut hudlemikian juga sebaliknya
ketika penggugat akan menentukan tergugat dalaka@eyang ingin digugatnya
tersebut. Kesalahan dalam menentukan para pihakeangakibatkan cacat formil
yag kerap disebudrror in personaKekeliruan yang menimbulakan gugatemor
in personaadalah®®’

a. Diskualifikasi in person
Apabila seseorang tidak mempunyai hak untuk merafgug
perkara yang disengketakan. Juga, dalam hal seggora
tidak cakap melakukan perbuatan hukum, karena dibaw
umur/ perwalian dan alasan ketidakcakapan lainnya
seperti kurang waras.

b. Salah sasaran pihak yang digugat
Kesalahan dari penggugat dalam menentukan pihag yan
bertanggungjawab atas kerugian yang diderita peyajgu
(gemis aanhoeda nighgid

c. Gugatan kurang pihak{urium Litis Consortium)
Bahwa untuk memastikan suatu gugatan itu lengkap
sehingga pada saat diputus nanti bisa memberiksa ra
keadilan maka semua pihak yang berkaitan dengan
senketa harus hadir sesuai dengan kapasitasnyagnasi

1% pasal 119 HIR.

1% pasal 195 HIR.

135 SpepomoHukum Acara Perdata Pengadilan Negeflakarta: Pradnya Paramita,
2004), hal. 18.

136 yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tent@ngatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilaa). 28-45.

¥bid. hal. 111.

Pengajuan gugatan ..., Sandoro Purba, FH Ul, 2011 UNIVERSITAS INDONESIA



47

masing, baik sebagai penggugat maupun tergugat dan

turut tergugat.
Pihak yang berperkara dalam kontentiosa, adalaggueat dan tergugat. Pada
prakteknya kemudian berkembang istilah turut teagug(satu) dan seterusnya
sesuai dengan banyaknya pihak yang perlu untukdoltem memperjelas
duduknya pekara. Pihak ini tidak menguasai objakgketa atau mempunyai
kewajiban melaksanakan sesuatu, namun sebagat $agiapnya pihak dalam
berperkara. Mereka dalam petitum hanya sekedarhdimagar tunduk dan taat
dan taat terhadap putusan pengadifan.

Akibat hukum dari kesalahan pihak ini adalah gugatalak dapat
memenuhi syarat formil sehingga disebut cacat for8ehingga, pada akhirnya
dinyatakan tidak dapat diterimai¢ét ontvankelijke verklaa)d Apabila terjadi
demikian, maka seharusnya pengadilan negeri melaBkim melakukan
perbaikan atau penyempurnaan pihak mana yang belamenuhi persyaratan
dan dinyatakan cacat formil itu sebelumnya. Olefeha itu, putusan pengadilan
negeri yang menyatakan suatu gugaanor in personaadalah kurang efektif dan
efisien serta memperpanang proses sengketa. Pa@ahal “murah, cepat dan
sederhana” sangat ditekankan dalam penyelesaiagketen di pengadilan

negeri**®

3.2. PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA

Pembuktian merupakan bagian yang paling komplekandderacara
secara perdata dan secara umum dalam proses iliti§atelah gugatan
dimasukkan ke pengadilan, maka semua dalil-daligydikemukakan tersebut
haruslah kemudian dibuktikan dalam suatu rangkg&ng telah ditentukan dan
dengan menggunakan media pembuktian yand“‘8atukum pembuktian secara
formal, mengatur cara bagaimana mengadakan perabuggperti terdapat di
dalam RBg dan HIR. Sedangkan, secara materil, hygembuktian itu mengatur

dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-hlakti tertentu di persidangan

138 pytusan MA Nomor 663 K/Sip/1971 jo. Putusan MANo 1038 K/Sip/1972.

13%ahya Harahap, Hukum Acara Perdata tent@ugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilaa). 114.

1“Ybid. hal 496.
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serta kekuatan pembuktian dari alat-alat buktieteus Proses pemuktian itu
sendiri menjadi wadah presentasi dari penyajiant dakti di hadapan
persidangan. Pembuktian menjadi proses yang manaudian meninjukkan
kebenaran yang diharapkan oleh para pihak yang mugkan kebenaran dari
dalil-dalil mereka sebelumnya:

3.2.1. Mewujudkan Kebenaran Formil (Formed Waarheid) dan

Kebenaran Materil (Materiele Waarheid)

Sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdadak bersifat
stelsel negatif menurut undang-undgnggatief wettelijk stelselseperti dalam
proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencael@nkran dengan alat bukti
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah darkdidykeyakinan oleh hakim
—atau disebut mencari kebenaran mate(beyond a reasonable doubbukum
acara perdata tidak hanya sekadar mencari ‘keberianail’ semata:** Putusan
Mahkamah Agung No. 3136 K/Pdt/1983, menegaskan agtemgadilan dalam
mengadili perkara perdata tidak dilarang mencan desnemukan kebenaran
materil. Namun apabila kebenaran materil tidak nditkan dalam peradilan
perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putussndasarkan kebenaran
formil.**

Dalam rangka mencari kebenaran formil dan matdrdkim perlu
memegang prinsip-prinsip tertentu. Tadinya, hakanya terbatas menerima dan
memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajplesnggugat dan tergugat.
Oleh karena itu, fungsi dan peran hakim dalam prgssrkara perdata, hanya
terbatas mencari dan menemukan kebenaran formihg ykebenaran itu
diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakia-j@ig diajukan oleh para

pihak selama proses persidangan berlangstingkan tetapi, hukum acara

1414, Riduan SyahranBuku Materi Dasar Hukum Acara Perdai@andung: PT. Citra
Aditya Bakti, 2004) him. 83.

142 gybekti,Hukum Pembuktigr(Jakarta PT. Pradnya Paramita, 2007), him. 9.

143yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tent@ugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilaa). 498.

1 |bid. Hal 501.
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perdata semakin berkembang untuk menjalankan p&gaoh yang adil dengan
hakim yang berperan aktif dan argumentifif.

Hakim haruslah memiliki hati nurani dan kesadaraah sebab dalam
memutus perkara tidak mungkin hakim hanya menermeatah-mentah segala
sesuatu yang disampaikan para pihak yang berpefdaiam bukanlah makhluk
tidak berjiwa yang hanya bisa diam. Hakim tidakesidrkan mengambil putusan
tanpa pembuktian. Kunci ditolak atau dikabulkangygatan, mesti berdasarkan
pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yangukizam para pihak dan
keaktifan hakim dalam menilai argumen para pihakh gaga ikut serta
berargumen atas setiap dalil yang dimunculkan. R&tid@n hanya dapat
ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta, sghiqgembuktian tidak dapat
ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta yang mendulgangvaka dari itu, hakim
dalam proses sidang beracara perdata memiliki fugs kewenangan untuk
menegakkan hukum untuk menegakkan kebenaran danjodkan keadilan?®

Pada prinsipnya, pemeriksaan perkara sudah beraghbila salah satu
pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeltetiiadap materi pokok
perkara. Apabila tergugat mengakui secara murni lnldat atas materi pokok
yang didalilkan penggugat, dianggap perkara yaisgrdjketakan telah selesai,
karena dengan pengakuan itu telah dipastikan dsetedaikan hubungan hukum
yang terjadi antara para pihak. Namun, menurutdamA No. 288 K/Sip/1973,
bahwa pengakuan yang diberikan tidak benar, haldnwvénang menilai apakah
pengakuan tersebut mengandung kebenaran atau kejayhoPatokan dari
sebuah pengakuan tergugat adalah sebagai b&Hkut:

a. pengakuan yang diberikan tanpa syarat atau dingatak
secara tegas;

b. tidak menyangkal dengan cara berdiam @itence);

c. menyangkal tanpa alasan yang cukup.

Tidak semua fakta harus dibuktikan. Fokus pembuolditujukan kepada

kejadian atas peristiwva hubungan hukum yang merpadtiok persengketaan

145yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tent@ugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilaa). 502.

“9bid. hal. 504.

“bid. hal. 505.
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sesuai dengan yang didalilkan gugatan pada satwams apa yang disangkal
tergugat pada sisi lain. Hal-hal yang tidak peihultikan sebagai berikdt?

a. Hukum positif tidak perlu dibuktikan, yang bertiti&lak dari
doktrin curia novit jus yakni pengadilan dianggap
mengetahui segala hukum positif dan hukum yangphuiu
masyarakafliving law);

b. Fakta yang diketahui umum tidak dibuktikan, yang
ditemukan di doktrin hukum pembuktiaierminus notoir
feiten yaitu hukum menganggap berlebihan membuktikan
sesuatu keadaan yang telah diketahui masyarakahumu

c. Fakta yang tidak dibantah, tidak perlu dibantatekarsecara
logis dianggap telah terbukti kebenarannya yangkdkan
pihak lawan dengan mengakui secara t€gagressis verbis)
dalil dan fakta atau bantahan yang diajukan tanasad
alasan;

d. Fakta yang ditemukan selam proses persidangan fiddi4
dibuktikan, karena fakta sudah diketahui, dialadtihat atau
didengar hakim selama proses pemeriksaan persidanga
berlangsung.

Salah satu prinsip umum pembuktian, memberi haladampihak lawan
mengajukan bukti lawan yang diajukan tergugat ukipentingan pembelaannya
terhadap dalil dan fakta yang diajukan penggtfaBebagai contoh, menurut
Putusan MA No. 3360 K/Sip/1983, bahwa nilai pemlaukiakta otentik adalah
sempurngvolledig), akan tetapi hal itu melekat sepanjang tidak demjukukti
lawan oleh pihak tergugat yang melumpuhkn.

3.2.2. Alat Bukti

Alat bukti (bewijsmiddel) dalam hukum acara perdata sebagaimana
dalam berbagai aturan peninggalan Belanda bermataram bentuk dan jenis,
yang mampu memberi keterangan dan penjelasan tentaasalah yang
diperkirakan di pengadilan. Alat bukti diajukan @giihak untuk membenarkan
dalil gugatan atau dalil bantahan. Jadi para pyeky berperkara hanya dapat
membuktikan kebenaran dalil gugatan dan dalil bertamaupun fakta-fakta

yang mereka kemukakan dengan jenis atau bentulbakdt tertentu. Setiap alat

148yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tent@ugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilaa). 508-513

“pasal 1918 KUHPerdata.

9pid. hal. 513. Lihat juga Pasal 1870 KUH Perdat@asal 314 RBg.
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bukti memiliki batas minimal pembuktian yang berbeshtu sama lain. Begitu
juga nilai yang melekat pada setiap alat buktikiala samd>* Alat-alat bukti
yang diakui dalam peradilan perdata Indonesia rieddiri bukti tulisan, bukti

dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pemgakmpah>?

A. Alat Bukti Tulisan

Secara umum, alat bukti tulisan memang merupakakti bHebih
diutamakan dalam masalah keperdataan. Setia@ksinsaupun perjanjian yang
dilakukan seseorang dengan orang lain akan dilkemutmembuat atau
menyediakan alat-alat bukti dalam bentuk tulisaengan maksud untuk
dipergunakan di kemudian hari, apabila timbul suadéwselisihan sehubungan
dengan perjanjian tersebiit.Hal yang penting dari alat bukti surat itu nansiny
adalah tanda tangan ataupun cap jempol yang dipaksan dengan tanda
tangan:>* Keabsahan alat bukti itu nantinya dilihat daridksasi pejabat yang
berwenang, registras{waarmerking)atau dibuat oleh pejabat berwenang untuk
itu dengan tanda tangan serta tanggal pembudatan.

Dalam hukum acara perdata, alat bukti surat dikkasikan menjadi:

1. Akta Otentik

Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalaniuteyang ditentukan
oleh peraturan perundang-undangan atau dibuat @paadpejabat umum yang
berwenang untuk itu ditempat akta yang diddatkekuatan pembuktian akta
otentik secara formil apabila segala keterangam yartuang di dalamnya adalah
benar diberikan dan disampaikan penanda tangan daepzejabat yang
membuatnya?>’ Dalam Putusan MA No0.3917 K/Pdt/1986, ditegaskayajoahwa

pada dasarnya apa yang tertuang dalam akta noteisis dianggap benar

31 yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tent@ugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilaa). 544.

2HIR Pasal 164b. KUHPerdata Pasal 166.

153 Sudikno Mertokusund{ukum Acara Perdata Indonesiedisi keenam. (Yogyakarta:
Liberty, 2002), Hal. 140.

154 KUH Perdata Pasal 1874 ayat j@)Rbg Pasal 286 ayat (2).

155 yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tent@ngatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilaa). 561.

%8 K UHPerdata, Pasal 1868

1" KUHPerdata, Pasal 1871
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merupakan kehendak para pihak. Syarat-syarat #tai @entik adalah sebagai
berikut°®

dibuat dihadapan pejabat yang berwenang;

dihadiri para pihak;

kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepagdat
dihadiri dua orang saksi;

menyebut identitas notaris (pejabat), penghadag seksi;
menyebut tempat, hari, bulan dan tahun pembuatan ak
notaris membacakan akta di hadapan para penghadap;
ditanda tangani semua pihak;

penegasan pembacaan, penerjemahan, dan penandatanga
pada bagian penutup akta.

R N

2. Akta Bawah Tangan

Akta bawah tangan adalah tulisan atau akta yarandbt tangani di
bawah tangan yang tidak ditanda tangani pejabag y@nwenang, tetapi dibuat
sendiri oleh seseorang atau para pialSyarat-syarat dari akta bawah tangan
sebagai berikut®®

a. tertulis/tulisan;

b. dibuat oleh dua pihak atau lebih, tanpa bantuaabg¢jyang
berwenang;

c. ditanda tangani oleh para pihak;

d. mencamtumkan tanggal dan tempat penandatanganan.

3. Akta Pengakuan Sepihak

Akta pengakuan sepihak ini, dapat menjadi alatitapabila seluruh isi
akta harus ditulis dengan tulisan tangan si pembaatsi penanda tangan dan
paling tidak, pengakuan tentang jumlah atau objekamg yang disebut di
dalamnya, ditulis tangan sendiri oleh pembuat darapda tangat?*

Yahya Harahap, merangkum semua syarat-syarat Wtaipengakuan
sepihak sebagai beriktf?

a. tertulis;

158 yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tent@ugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilaa). 574-578.

1591874 KUH Perdata, Pasal dan Rbg, Pasal 286.

180 yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tent@ngatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilaa). 595.

181 pytusan MA No. 1363 K/Pdt/199i6. KUHPerdata Pasal 1878, Rbg Pasal 291.

%2yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tent@ugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilaa). 609-610.
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mencamtumkan identitas;

menyebut dengan pasti, misalnya waktu pembayaran;
ditulis tangan oleh penanda tangan;

ditanda tangani penulis akta.

®aoo

B. Alat Bukti Saksi

Penerapan pembuktian dengan saksi adalah sesuaty ryatlak
diperkenankan dalam hukum acara perdata Indonegsng ditegaskan
“pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalaegala hal yang tidak
dikecualikan oleh undang-undand® Jadi prinsipnya, alat bukti saksi
menjangkau semua bidang dan jenis sengketa peidataali apabila peraturan
perundang-undangan sendiri menentukan lain, yadoglketa hanya dapat
dibuktikan dengan akta, barulah alat bukti sakiikidapat diterapkah®’

Alat bukti saksi yang diajukan pada pihak merupakawajiban para
pihak pihak yang berperkara. Akan tetapi, apabilaalp yang berkepentingan
tidak mampu menghadirkan secara sukarela, meskiplah berupaya dengan
segala daya upaya, sedangkan saksi yang bersangsamngat relevan, Hakim
dapat menghadirkannya sesuai dengan tugas dan &eggamya, yang apabila
tidak dilaksanakan merupakan tindakanproffesional condudf® Sedangkan,
apabila saksi tidak datang, para pihak dapat menfangadilan Negeri untuk
menghadirkannya meskipun secara paf&a.

Syarat-syarat alat bukti saksi adalah sebagai iefik

a. Orang yang Cakap

Orang yang cakap adalah orang yang tidak dilaraegjadi saksi
menurut Pasal 145 HIR, Pasal 172 RBG dan Pasal K019
Perdata antara laimpertamakeluarga sedarah dan semenda dari
salah satu pihak menurut garis lurbgeduasuami atau istri dari
salah satu pihak meskipun sudah bercerai (Vide saatuMA
No0.140 K/Sip/1974. Akan tetapi mereka dalam perkiarsentu
dapat menjadi saksi dalam perkara sebagaimana diaiam Pasal
145 ayat (2) HIR dan Pasal 1910 ayat (2) KUH Perdattiga
anak-anak yang belum cukup berumur 15 (lima betds)n (Vide

183 KUHPerdata, Pasal 1895.

%Engelbrecht dalam Yahya Harahap, Hukum Acara Pardahtang Gugatan,
Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusam&ditan, hal. 623

1%HIR, Pasal 121 ayat (9. Pasal 139 ayat (1).

*HIR, Pasal 139-142.

®%vahya Harahap, Hukum Acara Perdata tent@ugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilaa). 633-660
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Pasal 145 ke-3 HIR dan Pasal 1912 KUH Perdagmpabrang
gila meskipun terkadang terang ingatannya (VideaPE312 KUH
Perdata), kelima orang yang selama proses perkara sidang
berlangsung dimasukkan dalam tahanan atas petuatam (Vide
Pasal 1912 KUH Perdata).

. Keterangan Disampaikan di Sidang Pengadilan

Alat bukti saksi disampaikan dan diberikan di depsidang
pengadilan, sebagaimana ditegaskan dalam PasaHRi4Pasal
171 RBG dan Pasal 1905 KUH Perdata. Menurut kedentu
tersebut keterangan yang sah sebagai alat bukaha#taterangan
yang disampaikan di depan persidangan.

. Diperiksa Satu Persatu

syarat ini diatur dalam Pasal 144 ayat (1) HIR dasdP 171 ayat
(1) RBG. Menurut ketentuan ini, terdapat beberapasip yang
harus dipenuhi agar keterangan saksi yang dibeskdnsebagai
alat bukti. Hal ini dilakukan dengan cafertamamenghadirkan
saksi dalam persidangan satu per skdduamemeriksa identitas
saksi (Vide Pasal 144 ayat (2) HIRgtigamenanyakan hubungan
saksi dengan para pihak yang berperkara.

. Mengucapkan Sumpah

Syarat formil yang dianggap sangat penting ialamgueapkan
sumpah di depan persidangan, yang berisi pernydalawa akan
menerangkan apa yang sebenarnya a&tau dire, yakni berkata
benar. Pengucapan sumpah oleh saksi dalam peramadatur
dalam Pasal 147 HIR, Pasal 175 RBG, dan Pasal ¥31H
Perdata, yang merupakan kewajiban saksi untuk ga/
berjanji menurut agamanya untuk menerangkan yabhgnsenya,
dan diberikan sebelum memberikan keterangan yarsgbudi
dengari'Sistim Promisoris”.

. Keterangan Saksi Tidak Sah Sebagai Alat Bukti

Menurut Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUH Perdatzrangan
seorang saksi saja tidak dapat dipercaya, sehingganal dua
orang saks(unus testis nullus testisjarus dipenuhi atau ditambah
alat bukti lain.

. Keterangan Berdasarkan Alasan dan Sumber Pengetahna
Keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetaliatar
dalam Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 ayatk(UH
Perdata. Menurut ketentuan ini keterangan yangriétdoe saksi
harus memiliki landasan pengetahuan dan alasaa saksi juga
harus melihat, mendengar dan mengalami sendiri.

. Saling Persesuaian

Saling persesuaian diatur dalam Pasal 170 HIR desalP1L908
KUH Perdata. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahlketgrangan
saksi yang bernilai sebagai alat bukti, hanya tefbapada
keterangan yang saling bersesuain atattual confirmityantara
yang satu dengan yang lain. Artinya antara ketenarsgksi yang
satu dengan yang lain atau antara keterangan dekgjan alat
bukti yang lain, terdapat kecocokan, sehingga mam@uonberi dan
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membentuk suatu kesimpulan yang utuh tentang peasiatau
fakta yang disengketakan.

Menjadi saksi adalah sebuah kewajiban, hanya sajamd keadaan
tertentu seseorang dikecualikan dalam menjadi sEk&iecualian yang dimaksud
adalah apabila saksi ternyata memang tidak relelaam meneguhkan dalil
ataupun bantahd® Kemudian, saksi yang berada di luar wilayah hukum
pengadilan negeri yang memeriksa, saksi tidak dakap untuk datang,
melainkan cukum dengan diperiksa di wilayah hukuegadilan negeri yang
menjadi domisili saksi tersebut. Apabila saksi yéidgk mempunyai alasan sah
untuk hadir maka saksi dapat dibawa dengan paksgadeaparat kepolisian serta
saksi yang bersangkutan dapat dihukum untuk membds@ada atas kerugian

yang ditimbulkan oleh keingkarannya fflf.

C. Alat Bukti Persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undangigndtau oleh
hakim ditarik dari satu persitiwva yang diketahu umke arah suatu peristiwa
yang tidak diketahui umur{® Persangkaarfvermoedem)adalah kesimpulan
yang ditarik oleh undang-undang atau oleh hakimi daratu hal atau tindakan
yang diketahui, kepada hal atau tindakan lainnyaxg/ébelum diketahti'’
Artinya bertitik tolak dari fakta-fakta yang dikétal, ditarik kesimpulan ke arah
suatu fakta yang konkret kepastiannya yang sebsjarfakta itu belum diketahui
atau ditemukannya fakta lain. Persangkaan terhaayt’d

a. Persangkaan UU, vyaitu persangkaan berdasarkan suatu
ketentuan khusus UU berkenaan atau berhubungaradeng
perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu (Pa8a6 KUH
Perdata);

b. Persangkaan hakirfpresumtion of fact)yaitu persangkaan
berdasarkan kenyataan atau fakta yang bersumbiefalta

1%8yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tent@ugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilaa). 626.

19 |bid. hal. 631. Lihat KUHPerdata Pasal 196 HIR, Pasal 173 HIR; Rbg, Pasal
310.

170 yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tent@ngatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilaa). 683.

"1 Engelbrecht dalam Yahya Harahé#gd. Hal 684.

172 |pid. hal. 688.
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yang terbukti dalam persidangan sebagai pangkhalttitak
menyusun persangkaan, yang dilakukan oleh hakirankar
UU memberikan kewenangan dan kebebasan menyusunnya
(Pasal 173 HIRo. Pasal 310 Rbg).

Persangkaan sekalipun tidak memiliki fisik langsisglpagaimana alat
bukti, tetapi memiliki fungsi penting dalam peneaphukum pembuktian.
Persangkaan menjadi alat untuk menilai kekuatah lal&ti lainnya sehingga
hakim dan para pihak dapat memperoleh kepastiamds¢éngketa yang dihadapi,
terlebih bagi hakim yang bertugas untuk memutususparkara agar mendapat

kepastiart.”®

D. Alat Bukti Pengakuan

Pengakuan(bekentenis, confessiomdalah alat bukti yang berupa
pernyataan atau keterangan yang dikemukakan safalphak kepada pihak lain
dalam proses pemeriksaan, yang dilakukan di mulkarhatau dalam sidang
pengadilan. Pengakuan tersebut berisi keterangawaapa yang didalilkan
pihak lawan benar sebagian atau selurutififa.

Secara umum, para pihak dapat mengakui segaladmg erkenaan
dengan pokok perkara yang disengketakan. Tergugsttdnengakui semua dalil
gugatan yang dikemukakan penggugat atau sebalpgeyggugat dapat mengakui
segala hal dalil bantahan yang diajukan tergugang®kuan tersebut dapat
berupa, pengakuan yang berkenaan dengan hak, dgakpen mengenai fakta
atau peristiwa hukurff®

Pihak yang berwenang memberi pengakuan adalalyaiterikut’

a. dilakukan principal sendiri yakni penggugat atargugat
(Pasal 174 HIR);
b. kuasa hukum penggugat atau tergugat.

173 yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tent@ugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilaa). 685.

" pasal 1923 KUH Perdata dan Pasal 174 HIR

175 yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tent@ngatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilaa). 724

78 |pid. hal. 725. Lihat KUHPerdata Pasal 1925.
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Berdasarkan pendekatan analogi dengan ketentuameman bentuk
pengakuan dapat berupa tertulis dan lisan di dppesidangan dengan cara tegas
(expressis verbis}liam-diam dengan tidak mengajukan bantahan atagkakan
dan mengajukan bantahan tanpa alasan dan dasamh{lk@engakuan yang
memenuhi syarat formil dan memiliki nilai kekuatpembuktian adalah apabila
dilakukan di muka hakim® Maka dari itu, pengakuan yang sudah memenuhi
syarat tersebut dikategorikan sebagai pengakuag lpatat dan murni sehingga
tidak ada lagi yang disengketakan antara pengglajatergugat. Tentu saja, hal
itu akan menjadi sebuah pembuktian yang sempurnangikat dan

menentukar’®

E. Alat Bukti Sumpah

Sumpah secara konsepsional adalah suatu keteratganpernyataan
yang dikuatkan atas nama Tuhan. Tujuan dari sunaoiaiah agar orang yang
bersumpah dalam memberi keterangan atau pernyataamenyampaikan yang
benar dari yang sebenarnya, dan takut atas murkiaanTuapabila dia
berbohong®’

Dalam sumpah dapat juga dilakukapertama, Sumpah Pemutus
(Decisoir Eed)"® yaitu sumpah yang oleh pihak satu (penggugat @@ugat)
diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menggagitan pemutusan perkara
atas pengucapan atau pengangkatan sunipaiedua, Sumpah Tambahan
(Aanvullende Eed'§® bahwa’hakim karena jabatannya, dapat memerintahkan
salah satu pihak yang berperkara mengangkat sumgapaya dengan sumpah
itu dapat diputuskan perkara itu dan dapat ditemtukumlah uang yang akan

dikabulkan”. Ketiga Sumpah PenaksifAestimatoire Eed)yaitu sumpah yang

Y7 yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tent@ugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilaa). 727. Lihat KUHPerdata Pasal 1972.

18 KUHPer Pasal 192j. HIR Pasal 174.

%Subekti dalam Yahya Harahap, Hukum Acara Perdatéarig Gugatan, Persi-
dangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pergadibl. 728.

180yahya HarahapHukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidandzenyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilaa). 745.

*libid. hal. 750.

18 UHPerdata, Pasal 1930.

8yahya HarahapHukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidandzemyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilaal. 765.
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secara khusus diterapkan untuk menentukan berapahlj nilai ganti rugi atau
harga barang yang digugat oleh penggugat. Tujuan siempah ini, untuk
menetapkan berapa jumlah ganti rugi atau harga yakan dikabulkan®
Penerapan sumpah ini baru dapat dilakukan apahitea sekali tidak ada bukti
dari kedua belah pihak yang dapat membuktikan joréng sebenarnyd> Agar
sumpah sebagai alat bukti sah, harus dipenuhitsygazat sebagai berikdf®

a. ikrar diucapkan dengan lisan;

b. diucapkan di muka hakim dalam persidangan (VidealPas
1929, 1944 KUH Perdata dan Pasal 158 ayat (1) HtR)
dapat dilakukan dirumah kalau yang bersangkutan
berhalangan atau rumah ibadabh;

c. dilaksanakan dihadapan pihak lawan atau dihadinakpi
lawan;

d. Tidak ada alat bukti lain.

3.2.3. Pemeriksaan Setempat@erechtelijk Plaatsopneming)

Dalam pembuktian terdapat tindakan hukum yangleannya dengan
pembuktian. Salah satunya adalah pemeriksaan satergtapi pemeriksaan
setempat tidak masuk alat bul&f. Namun demikian, pemeriksaan setempat
menjadi penting untuk membuktikan kejelasan danagepn tentang lokasi,
ukuran, dan bata-batas objek sengketa, dan merngsemgdjek gugatan serta
menghindari objek barang yang akan dieksekusi fielaks dan tidak pastf®

Pemeriksaan setempat secara konsepsional, penagrikstempat adalah
proses pemeriksaan persidangan yang semestinyluldila di ruang sidang
gedung pengadilan, dipindahkan atau dilakukan wahptd lain, yaitu ditempat
letak objek barang yang disengketakan. Sebagaidiaehutakan beriku€®

(1) Jika ditimbang perlu atau ada faedahnya, nikataa boleh
mengangkat satu atau dua orang Komisaris dari gpagan
itu, yang dengan bantuan panitera Pengadilan Nedian

¥ UHPerdata, Pasal 1940.

13HIR, Pasal 155 ayat (9. KUHPerdata, Pasal 1940.

18yahya HarahapHukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidandzemyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilaa). 746-749.

187 KUHPerdata Pasal 186i6. HIR, Pasal 164; Rbg, Pasal 284.

18yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tent@ugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilaa). 779.

18%pasal 153 HIR. Lihat juga SEMA No. 7 Tahun 200ltasétutusan MA No. 3537
K/Pdt/1984.
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melihat keadaan tempat atau menjalankan pemerikdiaan
tempat itu, yang dapat menjadi keterangan baginmaki

(2) Panitera Pengadilan hendaklah membuat progéslipstau
berita acara tentang pekerjaan itu dan hasilnya ysrlu
ditandatangani oleh komisaris-komisaris dan paaiter
pengadilan itu. Hasil pemeriksaan setempat namgune
sebagai dasar pertimbangan oleh hakim mengabulkan
ataumenolak gugatan yang diajukan serta menentulasn
objek gugatan, sehingga putusan tidak kakaibscuur
libel).

Pemeriksaan setempat dilakukan oleh hakim setidakayu orang dan
dibantu panitera karena jabatannya atas perminggaa pihak yang tidak
memerlukan persetujuan tergugat. Permintaan para pihak tersebut diputuskan
dan dituangkan dalam Putusan Sdlaterlocutoir Vonnis). Syarat-syarat

pemeriksaan setempat adalah sebagai befikut:

dihadiri para pihak;

datang ketempat objek sengketa;

panitera membuat berita acara,

hakim membuat akta pendapat yang berisi penilatas a
hasil pemeriksaan yang dilakukan.

apop

Pelaksanaan pmeriksaan setempat dapat dideleg&sigada pengadilan
negeri lain, apabila pemeriksaan setempat terniyatas dilakukan di wilayah
hukum pengadilan negeri lain karena objeknya mensategdi wilayah hukum
pengadilan negeri tersebut.Sistem ini merupakara@tyang bersifat tata tertib
beracara yang harus dipenuhi oleh setiap pengaukigeri*

3.2.4. Pendapat Ahli

Pengangkatan seorang ahli dalam sebuah persidenggnga kaitannya
dengan pembuktian sebagaimana halnya pemerikstsangsg. Namun demikian,
pemeriksaan setempat bukanlah alat biiRtiAhli adalah orang yang memiliki
pengetahuan khusus di bidang tertentu, yang men®aymond Emson

"Specialized are as of Knowledge”yang dapat memberi keterangan dan

IR, Pasal 153. Lihat juga Rbg Pasal 180.

91 yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tent@ngatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilaa). 785-786.

192 hid. hal. 786.

19 HIR, Pasal 154. Bandingkan dengan Rv Pasal 215-229
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penjelasan serta membantu menemukan fakta meledmh@mpuan pengetahuan
umum orang biasa®*

Menurut ketentuan ini, pengangkatan ahli dapatkdkan sendiri oleh
hakim secardEx Officio” karena jabatannnya, dan atas permintaan salah satu
pihak!®® Alasan adanya pengangkatan ahpertama didasarkan karena
keahliannya di bidang perkara yang disengketakedyamasih terdapat hal-hal
yang belum jelasketiga berdasarkan laporan atau keterangan ahli mampu
memberi opini atau pendapat mengenai kasus yaregkdiakan sesuai dengan
spesialisasi yang dimilikiny&®

Bentuk dan penyampaian pendapat ahli dapat béflipa:

a. berupa laporan tertulis dan lisan;
b. laporan disampaikan dalam persidangan;
c. laporan dikuatkan dengan sumpabh.

Keahlian yang dapat dijadikan dukungan dalam mekgnadalil tidak
diatur secara spesifik. Selama ini, ahli yang ditkath pada suatu persidangan
adalah berdasarkan lingkup akademis yang ilmiah lolesifat modern yaitu
sebagaimana dijelaskan berikut

a. pengetahuan dalam bidang ilmu pengetahuan tertariu
kompeten di bidang tersebut;

b. kompettensi tersebut bisa karena latihan maupun
pengalaman;

C. spesialisasi pengetahuan, Kkecakapan, latihan, atau
pengalaman yang dimiliki sang ahli, dapat dipaparéan
dijelaskan sehingga membantu menemukan fakta nhelebi
kemampuan umum orang biasanya.

19 Raymond Emson dalam Yahya Harahap, Hukum AcardaRertentandsugatan,
Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusam&ditan, hal. 789.

HIR, Pasal 154 ayat (1).

%yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tent@ugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilaa). 790.

97bid. hal. 792-793. Lihat HIR Pasal 154.

198bid. hal. 790.
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3.3. PUTUSAN HAKIM

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang olemhsé&bagai pejabat
yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dertujuan mengakhiri
atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketea gmasa pihak?® Putusan
pengadilan tersebut merupakan pernyataan hakim gammpkan pada sidang
pengadilan yang terbuka untuk umum guna menyelasadkan mengakhiri
perkara perdat&?

Putusan dalam uraian ini adalah putusan peraditgkdt pertama yaitu
pengadilan negeri.Proses akhir pemeriksaan pedigrangadilan negeri dengan
dijatuhkannya putusan oleh hakim yang berisi pessgan perkara yang
disengketakaf? Putusan merupakan bagian yang sangat penting dsito
proses peradilan perdata. Apabila pemeriksaan erkaesai, Majelis Hakim
diharuskan bermusyawarah untuk mengambil keputansangenai putusan apa
yang akan dijatuhkan kepada para pihak yang beapei® Proses pemeriksaan
telah dianggap selesai apabila sudah menempuhdpeb&hap seperti jawaban
dari tergugat, replik dari penggugat, duplik daergugat, kemudian tahap
pembuktian dan kesimpulan.

Pengertian Putusan Pengadilan/Hakim Menurut RuBiid, dan Chaidir
Ali, S.H. merumuskan bahw3®

“Keputusan Hakim itu merupakan suatu akte penutrpsliatu
proses perkara dan putusan hakim itu disebut Vogaizg
menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenauhuklari
hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.”

Sedangkan, menurut Lilik Mulyadi, ditinjau dari vwaktik dan teoretis

maka putusan hakim itu adaldH:

1995udikno MertokusumoHukum Acara Perdata IndonesigJogyakarta: Liberty,
1993), hal. 174.

Ridwan Syahrani S.H.Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum
(Jakarta: Pustaka Kartini, 1988), hal. 83.

215 bekti,Hukum Acara PerdatgBandung: Penerbit Bina Cipta, 1977), hal. 122.

2%HIR, Pasal 178.

2%Rubini, S.H. dan Chaidir Ali, S.HPengantar Hukum Acara Perdat4Bandung:
Alumni, 1974), hal. 105.

4 jlik Mulyadi, Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Péead
Indonesia (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1999), hal. 204-205
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“putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatardatam
persidangan perkara perdata yang terbuka untuk useietah
melalui proses dan procedural hukum acara perdaida p
umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan
menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.”

Dalam menjalankan suatu proses peradilan, hakiak ticanya berperan
sebagai pemimpin jalannya sidang, namun hakim jugafungsi dan
berkewajiban mencari dan menemukan hukum yang aktamapkan dalam
memutuskan perkara. Fungsi dari hakim tersebutaselmngan asas-asas sebagai
berikut?®

1. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memerikasa dan
mengadili suatu perkara

2. Prinsip Curia Novit Jusatau hakim dianggap megetahui
semua hukum

3. Mencari dan menemukan hukun objektif dari sunbéwuhu
yang benar. Sumber hukum tersebut adalah ketehituarmm
positif, hukum tidak tertulis, yurisprudensi, trakt dan
doktrin hukum baik yang diakui sebagai hukum atalkitrah
yang hanya berupa pendapat hukum saja.

3.3.1. Asas Putusan

Suatu putusan harus ditetapkan berdasarkan asasyasay telah
digariskan oleh aturan perundang-undangan. Asas4{asanenjadi acuan bagi
hakim dalam memutus setiap perkara, sehingga putbsa menjadi penegak
keadilan bagi para pihak yang bersengk&ta.

A. Memuat Dasar Alasan yang Jelas

Putusan harus berdasarkan pertimbangan yang jelasaihsan yang
cukup. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasamplesingan bertitik tolak dari
ketentuan: pasal-pasal tertentu peraturan perundiaggngan, hukum kebiasaan,
yurisprudensi, doktrin hukum. Untuk memenuhi ketaji itu, hakim dalam
kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilait, mvanggali, mengikuti,
dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam yaeskat. Menurut

205 yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tent@ogatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadildral. 820-822. Lihat Pasal 178 HIR, Pasal 189 RGB,
No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, LNiT @004 No. 8, TLN No. 4358, Pasal 19.

*Mpid. hal. 797.
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penjelasan pasal ini, hakim berperan dan bertisgflagaiperumus dan penggali
nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyara¥at

Putusan yang tidak cukup pertimbangan dan putuaag galah dalam
penerapan hukum merupakan masalah yuridis, yamakibat putusan tersebut
dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kaBagitu juga pada putusan yang
mengandung pertimbangan kontradiksi, sehingga nkévafhan putusan itu tidak
jelas.

B. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Putusan harus secara total dan menyeluruh memedésamengadili
setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh dangmeriksa dan memutus
sebagian saja, dan mengabaikan gugatan seletfiffh@ara mengadili yang
demikian bertentangan dengan asas yang digariskdang-undang’ Namun,
Jjika terjadi kelalaian dalam hal tersebut, tidakasenya mengakibatkan suatu
putusan batal, tetapi dapat diperbaiki dalam tibdlending atau kasasi selama
kelalaian itu hanya mengenai kealpaan mencanturakaar putusan. Kelalaian
tersebut dapat menjadi dasar untuk membatalkarsandt?

C. Tidak boleh mengabulkan Melebihi Tuntutan

Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntumgydikemukakan
dalam gugatan, yang menurut doktrinnya diselisa petitum partiunf'* Hakim
yang mengabulkan melebihi posita maupun petitumagugianggap telah
melampaui batas wewenang ataltra vires yakni bertindak melampaui
wewenangnygbeyond the powers of his authoritipabila putusan mengandung
ultra petitum,harus dinyatakan cac@hvalid) meskipun hal itu dilakukan hakim
dengan itikad baikgood faith)maupun sesuai dengan kepentingan urpumblic

interest)?*? Jika hal tersebut terjadi ini berarti hakim tekaklakukan tindakan

27 yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tent@ugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadil&a). 797-798. Lihat UU No.4 Tahun 2004, LN Tah92
No. 8, TLN No. 4358, Pasal 28 ayat (1).

2%|R, Pasal 178 ayat (2). Bandingkan Rbg, Pasala®® (2) RBG dan Rv, Pasal 50.

yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tent@ugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilaa). 800.

*9pid. hal. 801.

2H|R, Pasal 178 ayat (3) HIR. Bandingkan Rbg, P&88layat (3).

#2yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tent@umatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilha). 801.
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yang tidak sah atau ilegal walaupun hal itu bednjbaik dan hakim tersebut
dianggap telah melakukan pelanggaran terhadapiprins of law**®
D. Diucapkan di Muka Umum

Prinsip terbuka untuk umum akan ada mencegah teymdproses
peradilan yang bersifat berat sebelah atau diskatifiterhadap salah satu pihak.
Hal ini dikarenakan segala tahapan dalam prosesidagigan disaksikan oleh
publik. Hal tersebut, mencegah hakim dari melakukiekeliruan dan
menyalahgunakan wewenangrya.

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidangagiarg yang
terbuka untuk umum atau di muka umum, merupakahstu bagian yang tidak
terpisahkan dari asdair trial. Menurut asaair trial, pemeriksaan persidangan
harus berdasarkan proses yang jujur dari awal sainadghir. Dengan demikian,
prinsip peradilan terbuka untuk umum dari awal peksaan sampai putusan
dijatuhkan merupakan bagian dari akastrial. Dalam literatur disebuhe open
justice principle Tujuan utamanya, untuk menjamin proses peradéanmindar
dari perbuatan tercelan{sbehaviourdari pejabat peradilit?

Pelanggaran atas prinsip keterbukaan mengakibagkgnsan yang
dijatuhkan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatakum?*° Bagi kasus yang
mengharuskan dilakukan pemeriksaan tertutup atasida@gan, namun pada
putusannya harus dilakukan secara terbuka, misalmgngenai perkara
perceraiarf’

Putusan juga harus diucpakan didalam ruang sidadgng pengadilan
yang telah ditentukan. Hal ini diatur dalam SEMA .N®4 Tahun 1974.
Pemerikasaan dan pengucapan putusan yang sah dggumai kekuatan hukum
hanya apabila dilakukan dalam sidang pengadild@ Bal tersebut dilanggar,

maka akan mengakibatkan putusan tidak sah dan tg@kpunyai kekuatan

3yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tent@ugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilaa). 802.

*“ibid. hal. 803.

*9bid. hal. 803.

1% IndonesiaUndang-Undang tentang Kekuasaan Kehakimad, No. 4 Tahun 2004,
LN Tahun 2004 No. 8, TLN No. 4358, Pasal 19 ayajdZ2Pasal.

#’yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tent@umatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilaa). 805.
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hukum. Hal lainnya untuk mendukung prinsip ketedmrk yaitu radio dan
televisi dapat menyiarkan langsung pemeriksaanrdarig sidang:®

3.3.2. Formulasi Putusan Hakim

Formulasi putusan merupakan susunan atau sisteryakey harus
dirumuskan dan digunakan dalam suatu putusan agaremuhi syarat peraturan
perundang-undangd&h’ Mengenai isi minimum dan sitematik surat putusan,
maka setiap putusan harus memiliki unsur-unsur yaegunjukkan sistematika
dan apa saja yang terdapat dalam putusan terS8but.

Suatu Putusan harus memuat secara ringkas danpekadk perkara,
jawaban, pertimbangan hakim dan amar putusan. Seagian tersebut tersusun
dalam sebuah sistematikd:

a. Dalil Gugatan atadiundamentum petenddijelaskan dengan
singkat dasar hukum dan hubungan hukum serta fakta-
yang menjadi dasar gugatan. Uraian tersebut culeupph
ringkasan dalil gugtan namun harus jelas dan dapat
dimengerti. Jika tidak dicantumkan dalil gugatanake
putusan batal demi hukum.

b. Mencantumkan Jawaban Tergugat, Pasal 184 ayatI@) H
Pencantuman jawaban tergugat harus ringkas, tigaksh
keseluruhan, cukup mengenai hal yang pokok, nanauash
jelas dan tidak boleh menghilangkan makna yangneehga
dari jawaban tersebut.

c. Uraian Singkat Ringkasan dari Pembuktian beriskidesi
fakta dan alat bukti atau pembuktian yang telahjukian
penggugat maupun tergugat.

d. Pertimbangan Hukum merupakan hal yang paling pgntin
dan merupakan intisari dari sutu putusan. Isi dari
pertimbangan hukum adalah analisis, argumentasggpat,
dan kesimpulan hukum yang dibuat oleh hakim yang
mengadili perkara itu. Dalam pertimbangan juga i@
analisis mengenai pembuktian.

e. Ketentuan Perundang-undangan menjadi dasar putusan.
Maka dari itu, putusan harus memuat pasal-padahterdari
peraturan perundang-undangan yang berkaitan deqamars

%18 yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tent@ogatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilaa). 806-807.

29 HIR Pasal 184 ayat (1) HIR atau Pasal 195 RBGndonesia,Undang-Undang
tentang Kekuasaan Kehakimddl No. 4 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 8, TLN N353,
Pasal dengan Pasal 25.

20 yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tent@ogatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilaa). 807. Lihat HIR, Pasal 178, 182, 183, 184 Hiah.

2L |pid. hal. 807-811.
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tersebut yang menjadi pertimbangan dan landasaimhak
dalam mengambil keputusan. Sumber hukum harusigditul
baik yang bersumber dari hukum tertulis maupun yizohak
tertulis.

f. Amar Putusan atau diktum putusan merupakan pemyata
(deklarasi) yang berkenaan dengan status dan habung
hukum antara para pihak dengan barang objek yang
disengketakan, juga berisi perintah atau penghukuatau
condemnatoir yang ditimpakan kepada pihak yangdiama.

Perumusan amar putusan dengan rinci harus memaht sau
alasan yang terungkap dari persidangan biasanyaaieberikut>

a. Gugatan mengandung cacat formil

b. Gugatan tidak terbukti

c. Gugat konvensi tidak terbukti; Eksepsi tidak beagadan
Rekonvensi tidak terbukti.

d. Konvensi tidak terbukti; Eksepsi tidak berdasarkan,
Rekonvensi terbukti

e. Konvensi terbukti, Eksepsi tidak berdasar, Rekosvédak
terbukti

f. Dalam perkara perlawanan(verzet) terhadap putusestek.

g. Dalam perkara terdapat Rangkaian Konvensi, Eksepsi,
Rekonvensi, adan Intervensi.

h. Amar putusan mesti dirinci

Amar putusan mesti menyatakan menolak selebihnya.

Mencantumkan biaya perkara adalah hal yang jugénmedalam suatu
putusan dan setiap putusan akhir harus mencantumlesmgenai biaya perkara
yang dibebankan kepada salah satu pihak yang Ilkerperatau kepada
keduany&?® Prinsip dalam pembebanan biaya perkara, yaftu:

1) Dibebankan kepada pihak yang kalah.

2) Dalam kemenangan tidak mutlak, dibebankan secara
berimbang.
Jika terdapat putusan sela, dan untuk itu diperubiaya,
maka biaya tersebut dibebankan kepada pihak yalad.ka
Jika ada putusan verstek, maka biaya putusan kedgétuhi
kepada yang dijatuhi putusan tersebut. Jika tetdb@ya

#22yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tent@ugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilaa). 811.

?2H|R, Pasal 184 ayat (1) dan Rbg, Pasal 187 ayat (1)

22%yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tent@umatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilaa). 817.
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tambahan untuk pemanggilan ulang kepada tergugakam
biaya yang timbul menjadi tanggung jawab tergugestetbut.

Sistematika putusan adalah sebagai beffkut:

a) Kepala Putusan

b) Nomor register perkara

c) Nama pengadilan yan memutus perkara

d) Identitas para pihak yang berperkara

e) Tentang duduknya perkara

f) Tentang hukumnya

g) Amar Putusan (diktum)

h) Tanggal musyawarah/diputuskan perkara tersebut dan
pernyataan bahwa putusan diucapkan dalam persidanga
terbuka untuk umum

i) Keterangan tentang hadir/tidaknya pihak-pihak padat
putusan dijatuhkan

J) Nama, tanda tangan Majelis Hakim, panitera penggant
yang bersidang, meterai, perincian biaya perkara da
catatan panitera pengganti

3.3.3. Putusan Hakim Ditinjau dari Berbagai Segi

Putusan hakim dapat dilihat dari beberapa segierapla di antaranya
seperti dari aspek kehadiran dari para pihak, sifat putusan itu, dari waktu
dijatuhkannya, dan yang dapat dijalankan terlebédhuili sebelum perkara

mencapai proses akhir.

A. Dari Aspek Kehadiran Para Pihak
Berdasarkan faktor keingkaran dalam menghadiringjd@npa alasan
yang sah, undang-undang memberikan kewenangan &epedtkim untu
menjatuhkan putusan sebagai bentuk ganajran baggkeran tersebut. Bentuk-
bentuk putusan yang dapat dijatuhkan hakim, yafu:

1. Putusan Gugatan Gugur (pasal 124 HIR, pasal 77 Rv).
Jika penggugat tidak hadir pada hari sidang yatemntlikan
dengan alasan yang sah atau tidak menyuruh wakilnya
datang, padahal telah dipanggil secara patut dannsaka
hakim berhak menjatuhkan putusan: menggugurkan

22 jlik Mulyadi, Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Péead
Indonesia (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1999), hal. 215-222

2% yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tent@ugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilha). 873-874.
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gugatan, menghukum penggugat untuk membayar biaya
perkara.

2. Putusan Verstek (pasal 125 ayat 1 HIR, pasal 78 Rv).
Hakim berwenang menjatuhkan putusan verstek apabila
pada sidang pertama pihak tergugat tidak datangatan
alasan yang sah padahal sudah dipanggil secra, patut
kepadanya dapat dijatuhi putusan verstek. Putusaeték
merupakan hukuman yang diberikan undang-undanglieepa
tergugat atas keingkarannya menghadiri persidanygag
ditentukan. Putusan verstek dapat berupa: dianggap
mengakui dalil gugatan penggugat secara murni ddat,b
atas dasar itu gugatan penggugat dikabulkan keglali
gugatan itu tanpa hak atau tanpa dasar hukum. datrgu
yang dijatuhi putusan verstek dapat mengajukaraparian
atau verzet dengan tenggang waktu pengajuan 14dadri
tanggal pemberitahuan putusan itu kepada tergugat.

3. Putusan Contradictoir (pasal 127 HIR, pasal 81 Rv).
Bentuk putusan ini ditinjau dari segi kehadiranappihak
pada saat putusan diucapkan.

B. Putusan Ditinjau dari Sifatnya
Berdasarkan akibat hukum yang ditimbulkan oleh abbputusan hakim dalam
sebuah sidang, kewenangan kepada hakim untuk mbkgt putusan sebagai
bentuk atau dasar salah satu pihak untuk mengdamigkah selanjutnya setelah
perkara diputus oleh hakim. Untuk itu, bentuk-b&nfoutusan yang dapat
dijatuhkan hakim sebagai berikut
1. Putusan Declaratoir

Merupakan putusan yang berisi pernyataan atau pesargentang suatu
keadaan atau kedudukan hukum semata-mata. Mispliiyaan yang menyatakan
ikatan perkawinan yang sah, penetapan waris, pemangual beli sah, dan
lainnya??’

Berdasarkan penjelasan dan contoh diatas, putuseny Yoersifat
declaratoir atau deklaratif adalah pernyataan hakang tertuang dalam putusan
yang dijatuhkannya. Pernyataan itu merupakan pesgel atau penetapan tentang
suatu hak atau titel maupun status. Dan pernyataaticantumkan dalam amar
atau diktum putusan. Dengan adanya pernyataamputusan telah menentukan

227 yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tent@ugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilaa). 876.
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dengan pasti siapa yang berhak atau siapa yang umgmapkedudukan atas
permasalahan yang disengketak&n.

Pada dasarnya, tidak ada putusan yang tidak bedsfdaratif apabila
suatu gugatan dikabulkan. Bahkan terkadang puty@ag menolak gugatan pun
mengandung pernyataan deklaratif. Hal ini dikaramalpenolakan tidak lain
adalah penegasan bahwa penggugat tidak berhakidakumemiliki status atas
masalah yang disengketakan.

2. Putusan Konstitutif

Merupakan putusan yang memastikan suatu keadaamhuaik yang
bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun ry@ngnbulkan keadaan
hukum baru. Misalnya putusan perceraian, merupakémsan yang meniadakan
keadaan hukum yakni tidak ada lagi ikatan hukunar@ansuami istri sehingga
putusan itu meniadakan hubungan perkawinan yangdatiaberbarengan dengan
itu timbul keadaan hukum baru kepada suami isbageai duda dan janda. Begitu
juga putusan pailit atau pembatalan perjarffan.

3. Putusan Condemnatoir

Merupakan putusan yang memuat amar dimana hakinglm&om salah
satu pihak yang berperkara. Putusan ini bersifatgmekum, contohnya salah
satu pihak dihukum untuk membayar kerugian ataalkpyang kalah dihukum
untuk membayar biaya perkara. Putusan condemnsamiagat erat kaitannya
degan putusan yangberisi amar deklaratif atau katistOleh karena itu, amar
putusan yang bersifat condemnatoir merupakan segatlian yang tidak terpisah
dengan amar deklaratif, sehingga amar deklaratoupagan syarat mutlak untuk
menjatuhkan putusan condemnatoir dan penempatandekiaratoir harus lebih
dullu daripada amar condemnatoir. Ciri putusan eomtatoir haruslah terdapat
amar atau diktum sebagai berikef:

* menghukum untuk membayar, meyerahkan, membongkar,
membagi, dan sebagainya

* memerintahkan untuk membayar, meyerahkan,
membongkar, membagi, dan sebagainya

228 yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tent@ogatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilaa). 876.

229 pid. hal. 876-877.

23 bid. hal. 879.
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C. Putusan Ditinjau pada Saat Penjatuhannya

1. Putusan Sela

Putusan sela dapat juga disebut sebagai putusantaa atau ada juga
yang menyebutnya dengan putusan insidentiil ataebdit juga dengan tussen
vonnis yaitu putusan antara. Putusan sela adalaisgouyang berisi perintah yang
harus dilakukan pihak yang berperkara untuk menmkatahakim menyelesaikan
pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan gutakhir. Hakim dapat
mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan gutuakhir, yang
dihjatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlag&Surenis-jenis putusan sela
adalah sebagai berikéit*

a. Putusan Incidentieel: putusan atas sesuatu pénseligang
tidak berhubungan dengan pokok perkara, misalnya
keputusan aatas tuntutan supaya lawan di dalamanserk
mengadakan jaminan terdahulu atau voeging
tussenkomst/vrijwaring atau keputusan yang membaieh
seseorang (pihak ketiga) untuk ikut serta dalankagrar
Dalam hal ini harus diputus lebih dahulu dari pokok
perkara.

b. Putusan Provisionel: putusan atas tuntutan supagtalam
pokok perkaranya dan menjelang pemeriksaan perikara
sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluguk un
kefaedahan salah satu pihak/kedua belah pihak. tisgmu
yang demikian itu banayk digunakan dalam pemeriksaa
singkat untuk memudahkan proses beracara. cCordohny
putusan mengenai hak asuh anak.

c. Putusan Preparatoir: putusan persiapan mengeiaanjsd
pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna
mengadakan keputusan akhir, misalnya keputusammhaki
untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi sedingg
bandingnya bisa diajukan jika bersama-sama dengan
banding terhadap putusan akhir.

d. Putusan Interlocutoir: putusan hakim dimana sebelum
dijatuhkan keputusan diperintahkan untuk mengadakan
pemeriksaan terlebih dahulu yang dapat mempengaruhi
bunyinya keputusan akhir, seperti misalnya tentang
mendengar saksi, mengambil sumpah, pemeriksaan ahli
dan lainnya sehingga bandingnya bisa diajukan kirle
dahulu.

BlH|R, Pasal 185 ayat (1).
232 yahya HarahapHukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidandgenyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilaa). 881.
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2. Putusan Akhir

Putusan akhir dijatuhkan pada akhir atau sebaghir ggemeriksaan
perkara pokok. Putusan akhir merupakan tindakam pgabuatan hakim sebagai
penguasa atau pelaksana kekuasaan kehakiman umjfelesaikan sengketa
yang terjadi antara pihak-pihak yang berperkaraug2in hakim secara formil
menampung semua fakta yang ditemukan dan putusaryaeg diambil, serta
putusan akhir menetapakan secara pasti hubunganmhatara para pihak.
Putusan hakim dapat menyatakan befipa:

a. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima

b. Menolak gugatan penggugat

c. Mengabulkan gugatan penggugat baik secara seluauhny

atau secara sebagian
D. Putusan yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu

Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu displgat dengan putusan
yang dapat dilaksanakan serta merta yang berausan yang dijatunkan dapat
langsung dilaksanakan eksekusinya serta merta,ipuesgutusan tersebut belum
meperoleh kekuatan hukum yang tetip.

Mengenai pelaksanaan terlebih dahulu dari putus@mspn, meskipun
ada banding atau perlawanan, menurut kebijakanrhak@abila diperlukan dapat
diperintahkarf°

1) Apabila putusan didasarkan atas akta otentik

2) Apabila putusan didasarkan atas akta dibawah tayeyam
diakui oleh pihak terhadapa siapa akta tersebut
dipergunakan, atau yang secraa sah diakui, jugegao
diakui apabila perkara diputuskan dengan verstek.

3) Apabila telah ada penghukuman dengan suatu putyaag,
tidak dapat dilawan atau dibanding lagi.

Hakim diberikan kebijaksanaan untuk memberi pehintaelaksanakan putusan

ini dengan atau tanpa jaminafi. Maksudnya, hakim berwenang menjatuhkan

#3yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tent@ugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilha). 888-893.

Zbid. hal. 898. Lihat HIR, Pasal 180 HIR atau Rbg, Pasal

bid. hal. 902.

23 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinidt&kum Acara Perdata dalam
Teori dan Prakteket ke.10, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 200&l)149.
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putusan akhir yang mengandung amar, memerintahkaaya putusan yang
dijatuhkan tersebut, dijalankan atau dilaksanakaihldahulu®*’

a. Meskipun putusan itu belum meperoleh kekuatan hukum
tetap

b. Bahkan meskipun terhadap putusan itu diajukan warlan
atau banding

Pelaksanaannya dapat diterima apabila dipenuhisggarat sebagai beriktt

a. Adanya surat autentik atau tulisan tangan yang rmeys
kekuatan bukti menurut UU.

b. Adanya keputusan yang sudah mempunyai kekuatam past
sebelumnya yang menguntungkan pihak penggugat dan a
hubungannya dengan ggataan yang versankgutan.

c. Adanya gugataan provisionil yang dikabulkan.

d. Dalam sengketa-sengketa mengenai bezitsrecht.

Apabila salah satu syarat tersebut diatas dapandip, maka barulah
dapat dijatuhi putusan yang dapat dilaksanakar ldbhulu, walaupun diajukan
perlawanan atau banding, sedangkan dalam hal-hdluati itu tidak boleh
dijatuhkan putusan yang serupaittiDalam eksekusi pelaksanaan putusan yang
dapat dijalankan lebih dahulu haruslah dengan%8ra:

a. Dilaksanakan Ketua PN tanpa intervensi
b. Pelaksanaanya atas izin Pengadilan Tinggi
c. Ketua PN dapat meminta jaminan uang atau barang

3.4. UPAYA HUKUM

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleranmaindang
kepada seseorang atau badan hukum untuk hal teme@tdk melawan putusan
hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidatispdengan putusan hakim
yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diiaginkdak memenuhi rasa

keadilan, karena hakim juga seorang manusia yangatdamelakukan

#’yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tent@umatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilaa). 897.

238 yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tent@ogatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilémal. 902-903. Lihat HIR, Pasal 180 HIR ayat (1 dRbg,
Pasal 191 ayat (1).

2. Nur Rasaid.Hukum Acara Perdata, cet ke-Blakarta: Penerbit Sinar Grafika,
2005), hal. 53.

20yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tent@umatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilaa). 904-906.
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kesalaha/kekhilafan sehingga salah memutuskanmaémihak salah satu pihak.
Upaya hukum dibedakan antara upaya hukum terhag@yauhukum biasa
dengan upaya hukum luar biasa.

Upaya hukum biasanerupakan upaya hukum yang digunakan untuk
putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Upayaancakup:

a. Perlawanan/verzet
b. Banding
c. Kasasi

Perlawanan/verzet merupakauatu upaya hukum terhadap putusan di
luar hadirnya tergugat (putusan verstek). Verzepatladilakukan dalam
tempo/tenggang waktu 14 hari (termasuk hari libggjelah putusan putusan
verstek diberitahukan atau disampaikan kepada getgkarena tergugat tidak
hadir. Syarat verzet adalaft:

a. keluarnya putusan verstek

b. jangka waktu untuk mengajukan perlawanan adaladk tid
boleh lewat dari 14 hari dan jika ada eksekusiktidaleh
lebih dari 8 hari; dan

c. verzet dimasukan dan diajukan kepada Ketua Pemgadil
Negeri di wilayah hukum dimana penggugat mengajukan
gugatannya.

Bandingadalah upaya hukum yang dilakukan apabila salah gaak
tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri. dhemman banding harus
diajukan kepada panitera Pengadilan Negeri yangangrkan putusafi*’ Urutan
banding pada Pengadilan Tinggi adal&h:

ada pernyataan ingin banding

panitera membuat akta banding

dicatat dalam register induk perkara

pernyataan banding harus sudah diterima oleh tdnbgn
paling lama 14 hari sesudah pernyataan bandinghtets
dibuat.

e. pembanding dapat membuat memori banding, terbanding
dapat mengajukan kontra memori banding.

apop

#150epomoHukum Acara Perdata Pengadilan Negeral. 36. Lihat HIR Pasal 129
ayat (1).

#ndonesia,Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan MadyrdU No. 20 Tahun
1947, HPPN Tahun 1947 Hal. 72-81, Pasaljo7 Indonesia, Undantyndang Kekuasaan
Kehakiman UU No 4 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No No. 8, TiNN. 4358, Pasal 21.

#3yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tent@umatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilaa). 113.
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Kasasiadalah pembatalan putusan atas penetapan pengdallssemua
lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akRutusan yang diajukan dalam
putusan kasasi adalah putusan banding. Alasan yhpgrgunakan dalam
permohonan kasasi adal&fi:

a. tidak berwenang (baik kewenangan absolut maupuatifjel
untuk melampaui batas wewenang;

b. salah menerapkan/melanggar hukum yang berlaku;

c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalai
dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Pada dasarnya menangguhkan eksekusi dapat dilakakamgan
pengecualian, apabila putusan tersebut telah tiatu dengan ketentuan dapat
dilaksanakan terlebih dahulu atatboverbaar bij voorraadMeskipun dilakukan
upaya hukum, eksekusi tetap dapat berjatan.

Upaya hukum luar biasalilakukan terhadap putusan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dan pada asasnyga upgkum ini tidak
menangguhkan eksekusi. Mencakup:

a. Peninjauan kembali (request civil)
b. Perlawanan pihak ketiga (denderverzet) terhada@ sit
eksekutorial

Peninjauan Kembaldilakukan apabila terdapat hal-hal atau keadaan-
keadaan yang ditentukan dengan undang-undang,déghautusan pengadilan
yang telah berkekuatan huikum tetap dapat dimimtaganinjauan kembali
kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata damaidleh pihak-pihak
246

yang berkempentingan. Alasan-alasan peninjauan &emhitu:

a. ada novum atau bukti baru yang diketahui setelah
perkaranya diputus yang didasarkan pada bukti-byssig
kemudian oleh hakim pidana yang dinyatakan palsui;

244 yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tent@ugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadildmgl. 115. Lihat IndonesidJndang-Undang Mahkamah
Agung UU No. 14 Tahun 1985, LN Tahun 1985 No. 73, TLN.N316jis. Undang-Undang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 198#ahg Mahkamah AgundJU No. 5
Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 9, TLN No. 43&idang-Undang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkafvtaing UU No. 3 TAHUN 2009, LN
2009 No. 3, TLN No. 4958, Pasal 29 dan Pasal 30.

IR, Pasal 180 ayat (1).

#9ndonesia Undang-Undang Kekuasaan Kehakimai) No. 5 Tahun 2004, LN
Tahun 2004 No. 8, TLN No. 4358.
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b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-fwkti

yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara
diperiksa tidak dapat ditemukan;

c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dittilebin

daripada yang dituntut;

d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum

diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

e. apabila dalam satu putusan terdapat suatu kekhilafa

hakim/suatu kekeliruan yang nyata.
Tenggang waktu pengajuan 180 hari setelah putusatekuatan hukum tetap.
Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kenpgza tingkat
pertama dan terakhif’

Denderverzeterjadi apabila dalam suatu putusan pengadilan gilean
kepentingan dari pihak ketiga, maka pihak ketigaseieut dapat mengajukan
perlawanan terhadap putusan tersebut. Dikatakeagaebpaya hukum luar biasa
karena pada dasarnya suatu putusan hanya mengdi&t yang berperkara saja
(pihak penggugat dan tergugat) dan tidak mnegik@kpketiga (tapi dalam hal
Ini, hasil putusan akan mengikat orang lain/pihakda, oleh sebab itu dikatakan
luar biasa). Denderverzet diajukan ke PengadilageNeyang memutus perkara

tersebut pada tingkat pertarfa.

3.5. EKSEKUSI

Semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksigkutaitu
kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleflalatategara. Adanya kekuatan
eksekutorial pada putusan pengadilan adalah k&epalanya berbunyi "Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’.rbgangurusan Piutang
Negara, sesuai penjelasan Pasal 11 Undang-UndamgpiNgd Prp. Tahun 1960
jo. Pasal 136 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KNIKR002, Surat
Paksa yang diterbitkan PUPN Cabang memuat irah-il2ami Keadilan

#Indonesia,Undang Undang Mahkamah AgundU No. 14 Tahun 1985, LN Tahun
1985 No. 73, TLN NO. 331§is Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agubdy No. 5 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 9, TLN.N
4359; Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undangdtdl4 Tahun 1985 Tentang
Mahkamah AgungJU No. 3 TAHUN 2009, LN 2009 No. 3, TLN No. 4938asal 70.

248 yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tent@ugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilaa). 115. Lihat HIR, Pasal 225.
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Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga omeyap kekuatan yang
sama seperti putusan pengadilan yang tidak dapaigikan banding ladi’

3.5.1. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Yang Berkekuatamukum

Tetap

Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putBesgadilan
Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yangpdr&ara, putusan
perdamaian, putusan verstek yang terhadapnyadidfakan verzet atau banding;
putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kebBetah pihak dan tidak
dimohonkan kasasi; dan putusan Mahkamah Agung daddikasasi.

Putusarcondemnatoirmerupakan putusan yang bisa dilaksanakan, yaitu
putusan yang berisi penghukuman, dimana pihak yagh dihukum untuk
melakukan sesuatu. Utusan untuk melaksanakan gesbwatan, apabila tidak
dilaksanakan secara sukarela, harus dinilai dalgomdah uang dan selanjutnya
akan dilaksanakan seperti putusan untuk membajamksg uang>°

Pembayaran sejumlah uang tersebut, harus terleblad nyata bahwa
Termohon tidak mau melaksanakan putusan terselnupelagadilan tidak dapat/
tidak mampu melaksanakannya walaupun sudah dengaggunakan bantuan
alat negara. Maka kemudian, Pemohon dapat menggjlepada Ketua
Pengadilan Negeri agar termohon membayar sejumkaig,uyang nilainya
sepadan dengan perbuatan yang harus dilakukari etefohon.

Ketua Pengadilan Negeri wajib memanggil dan menalefigrmohon
eksekusi dan apabila diperlukan Ketua PengadilageNedapat meminta
keterangan dari seorang ahli di bidang tersebutysugliperoleh jumlah yang
sepadan. Penetapan jumlah uang yang harus dibsfatesmohon dituangkan
dalam penetapan Ketua Pengadilan Negéutusan untuk membayar sejumlah
uang, apabila tidak dilaksanakan secara sukarkdm dilaksanakan dengan cara

#%yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tent@ugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilaa). 900.

2050epomoHukum Acara Perdata Pengadilan Negéral. 119.

#Mahkamah AgungPedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradiland&a
Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Matda Agung RI, Jakarta, 2008al. 94.
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melelang barang milik pihak yang dikalahkan, yaegesumnya harus disifa?
Putusan dengan mana tergugat dihukum untuk merkgrakesuatu barang,
misalnya sebidang tanah, dilaksanakan oleh jurusiabila perlu dengan bantuan
alat kekuasaan negars.

Eksekusi harus dilaksanakan dengan tuntas. Apagkkekusi telah
dilaksanakan, dan barang yang dieksekusi telahirddeoteh pemohon eksekusi,
kemudian diambil kembali oleh tereksekusi, makaekisi tidak bisa dilakukan
kedua kalinya. Jalan yang dapat ditempuh oleh ybagsangkutan adalah
melaporkan hal tersebut di atas kepada pihak yangdb (pihak kepolisian)
atau mengajukan gugatan untuk memperoleh kembahnba(tanah/ rumah
tersebut). Putusan Pengadilan Negeri atas gugatayembotan, apabila diminta
dalam petitum, dapat dijatuhkan putusan serta-megda dasar sengkebezif
kedudukan berkuasa.

Apabila suatu perkara yang telah berkekuatan huketap telah
dilaksanakan (dieksekusi) atas suatu barang deglgaakusi riil, tetapi kemudian
putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut adklaat oleh putusan
peninjauan kembali, maka barang yang telah diseralkepada pihak pemohon
eksekusi tersebut wajib diserahkan tanpa proseatgudepada pemilik semula
sebagai pemulihan hak. Pemulihan hak diajukan Pemokepada Ketua
Pengadilan Negeri. Eksekusi pemulihan hak dilakukanurut tata cara eksekusi
riil. Apabila barang tersebut sudah dialihkan kepgohak lain, termohon
eksekusi dalam perkara yang berkekuatan hukum dietegt mengajukan gugatan
ganti rugi senilai obyek miliknya yang telah diekiss tersebut dengan eksekusi
serta mertg>*

Apabila suatu proses perkara sudah memperoleh gudtisan namun
belum berkekuatan hukum tetap, tetapi terjadi paedan di luar pengadilan yang
intinya mengesampingkan amar putusan, ternyataapein itu diingkari oleh
salah satu pihak dan proses perkara dihentikanngghi putusan yang ada

menjadi berkekuatan hukum tetap, maka putusan parigekuatan hukum tetap

2H|R Pasal 200. Bandingkan Rbg, Pasal 214-Pasal 274.

®3Mahkamah AgungPedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradiland&ea
Umum dan Perdata Khusus, Buku Il, Edisi 2007, Matdkda Agung RI, Jakarta, 2008al. 95

%4 50epomoHukum Acara Perdata Pengadilan Negéral. 132.
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itulah yang dapat dieksekusi. Akan tetapi pihakgyamerasa dirugikan dengan
ingkar janjinya pihak yang membuat perjanjian perdin itu dapat mengajukan
gugatan dengan dasar wanprestasi. Dalam hal yanikide, Ketua Pengadilan
Negeri dapat menunda eksekusi putusan yang berekubukum tetap

tersebut>

3.5.2. Pelaksanaan Eksekusi

Pada asasnya, putusan hakim yang sudah mempurieataa hukum
yang tetap dapat dieksekusi, kecuali putusan tetsBjatuhkan dengan ketentuan
dapat dilaksanakan terlebih dah@lfiTidak semua putusan yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap harus dieksekusi karena yang pieksekusi hanyalah
putusan-putusan yang bersifat condemnatoir, yaittugan yang mengandung
perintah kepada suatu pihak untuk melakukan susthwptan.

Terdapat 3 (tiga) jenis eksekusi yang dikenal ddtakum acara perdata.

Pertama eksekusi yang mana seseorang dihukum untuk memlssjumlah

uang®’ Cara penjualan barang-barang yang disita dilakudemgan cara yang

pada pokoknya sebagai beriKaf:

a. Penjualan dilakukan dengan pertolongan kantor ¢glan

b. Penyimpangan terhadap asas tersebut, apabila nyela
dilakukan untuk membayar sejumlah uang yang kudarg
Rp. 300,00 boleh oleh juru sita lagi;

c. Urut-urutan barang yang akan dilelang ditunjuk olemg
kena lelang apabila yang bersangkutan mau;

d. Apabila jumlah yang harus dibayar menurut putusan d
biaya pelaksanaan putusan telah tercapai, pelelasegera
dihentikan. Barang selebihnya segera dikembalikapaéa
yang terkena lelang;

e. Pelelangan sebelumnya harus diumumkan menurutdasrna
setempat dan baru dapat dilakukan delapan hariakete
penyitaan;

f. Apabila yang dilelang termasuk barang tidak beigenarus
diumumkan dua kali dengan selang waktu 15 hari;

g. Apabila yang dilelang itu adalah barang tidak beake/ang
berharga lebih dari Rp 1.000,00 harus diumumkarandal

2% 50epomoHukum Acara Perdata Pengadilan Negéral. 132.

#°HIR, Pasal 180.

ZTHIR, Pasal 196.

%8 5pesilo,RIB/HIR Dengan Penjelasahal. 148-149. Lihat HIR, Pasal 200.
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surat kabar yang terbit di kota itu atau yang tedbidekat
kota itu paling tidak 14 hari setelah pelelangan;

h. Apabila harga lelang telah dibayar, hak atas baraatak
bergerak segera beralih kepada pembeli. Kepada glemb
diberikan surat tanda lunas; dan

i. Orang yang terkena lelang, keluarganya, dan sanak
saudaranya, harus menyerahkan barang tidak berggerak
secara kosong kepada pembeli. Apabila ia enggaakuoian
hal itu, ketua pengadilan mengeluarkan surat parint
pengosongan, dan pengosongan dilakukan dengan. paksa

Kedua di mana seorang dihukum untuk melaksanakan sextwatan.
Apabila hal itu tidak dapat dilaksanakan, hakim gaatilan negeri atas
permohonan pihak yang menang dapat meminta agaugten tersebut dapat
dinilai dengan sejumlah uang. Apabila permohonandikabulkan, putusannya
diganti®°

Ketiga, eksekusi riil yang dalam praktik banyak dilakukéetapi tidak
diatur dalam HIR. Dalam menjalankan eksekusijuily sita dengan dibantu oleh
beberapa anggota polisi atau anggota polisi militermbantu mengosongkan
objek sengket&°

29HIR, Pasal 225.
20 50epomoHukum Acara Perdata Pengadilan Negéral. 119.
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BAB 4
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SIDIKALANG NO.11/Pdt.G/2009/PN-SDK

4.1. KASUS POSISI

Pembahasan mengenai pengajuan gugatan mengenketsetagnah yang
terjadi di Borno, Laenuaha, Kabupaten Dairi ini mkdimulai dari perunutan
kronologis kejadian. Dalam Putusan No. 11/Pdt.G#ZBN-SDK maka para
pihak yang bersengketa, PENGGUGAT adalah LamintaT@&mip, Umur 69
Tahun, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Jaldik&ang ke Tigalingga Km. 5
Desa Sungai Raya Kecamatan Siempat Nempu Hulu, pg&ado Dairi.
Sementara, TERGUGAT adalah Abdul Gajah Manik, UdkiTahun, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di Jaln Kuta Tengah €keb kantor KUD) Desa
Sungai Raya Kecamatan Siempatnempu, Kabupaten Dairi

Duduk perkara dari kasus ini adalah ketika padairtath989, Op.
Sodugaon Silaban meninggal dunia. Tanah tersebotudi@an dikelola oleh
istrinya Op Sodugaon Boru beserta anak-anaknya.udem, pada tanggal 26 Juli
1998, Op Sodugaon Boru menjual tanahnya terselpadeeLaminta br Turnip
(Penggugat) seluas 37 rante. Proses jual beli tersebut dilangsungkamgan
membuat “Surat Penyerahan Tanah” di atas kertad t&ganggal “Huta Baru 26
Juli 1998” . Tanah tersebut memiliki batas-batdmgai berikut:

Sebelah utara :Berbatasan dengan tanah M. Lumbah G

Sebelah selatan :Berbatasan dengan Nan Jastoih@mling

Sebelah Timur :Berbatasan dengan Kornel Nababaii aiaah
Gustap Pane

Sebelah Barat :Berbatasan dengan tanah Marihog&ina

Tanah kemudian berada dalam penguasaan Penggugadiyaahai oleh
Penggugat dengan menanami ubi kayu. Beberapa éafjgngat mencoba untuk
bekerja sama dalam mengelola lahan itu dengan gamg berminat tetapi belum
kesampaian. Setidaknya, mulai dari waktu pembelianah tersebut dari
Op.Sodugaon Boru, tahun 1998 sampai awal tahun 2tk ada yang
menggangu kedudukan tanah tersebut. Sampai padaafieB009, Penggugat
meninjau keberadaan tanah tersebut, ternyata sditfaktor dan diusahai oleh
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seorang bernama Abdul Gajah Manik. Tanah dari Leammn Turnip seluas20
rante dari total_37 rante menjadi objek sengketa antara Laminta ifurn
(Penggugat) dan Abdul Gajah Manik (Tergugat). Taseluas 20 rante, yang
diserobot oleh Tergugat tersebut terletak sebagyaid:

Sebelah utara :Berbatasan dengan tanah M. Lumbaah G

Sebelah selatan :Berbatasan dengan Nan Jastoih@mltsng

Sebelah Timur :Berbatasan dengan Kornel Nababaifl alash
Gustap Pane

Sebelah Barat :Berbatasan dengan Tanah Sisa Tanglgiyat.

Tergugat, merupakan marga Gajah Manik yang bedssaldesa Sungai
Raya—desa tetangga Laenuaha—dimana, Borno mengaas lkedua desa ini.
Tergugat, merupakan pemangku adailang Silimadi desa Sungai Raya,
menyatakan Borno masih termasuk bagian dari wil&yahgai Raya, sehingga
marga Gajah Manik merupakdfarga Tano di Borno bukan marga Kudadiri.

Penggugat merasa keberatan tanah perkara teldimgibdengan susah
payah dari Op. Sougaon Boru, dikuasai dan ditrasdein Tergugat dan ditanami
dengan coklat tanpa setahu dan seizin Pengguga&th ®hrena itu, maka
Penggugat hanya menggugat Abdul Gajah Manik sebggdadi, tanpa
mendudukkan Op. Sodugaon Boru daaja Ni Dapotmarga Kudadiri sebagai
salah satu pihak untuk menguatkan dalilnya. Senmeerik&aim dari Tergugat yang
menyatakan Borno sebagai wilaysllarga TanoGajah Manik perlu disandingkan
dengan keberadaan marga Kudadiri.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim berpeaidadalam
eksepsi dari Tergugat yang menyatakan gugatan hadalaur 6bscuur libe),
Majelis hakim berpendapat gugatan dari Penggudgtt terurai dengan jelas dan
telah memenuhi syarat-syarat formil sebuah gugdtajelis hakim juga telah
melakukan pemeriksaan setempat dan menemukan keaolgjak gugatan
sebagaimana dikemukakan Penggugat. Oleh karen®Mdajelis Hakim menolak
eksepsi dari tergugat.

Sementara itu, dalam pokok perkara, Majelis Hakisnimbang dalam
hal alat bukti surat yang dihadirkan oleh Penggygay bisa diterima sebagai
alat bukti, adalah surat Penyerahan Tanah bersedgahggal 26 Juli 1998 dari
Op. Sodugaon Boru kepada Laminta Br Turnip (PenggudVviaka dari itu,
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Majelis Hakim berpendapat, bahwa perlulah untukjadkan Op.sodugaon Boru
sebagai salah satu pihak sehingga diharapkan sghlanah itu menjadi jelas.
Oleh karena, dalam gugatan Penggugat tidak mehkgert®p. Sodugaon Boru
sebagai Tergugat sebagai pihak berperkara makatagudaruslah dinyatakan
tidak dapat diterima.

Dalam rekonpensi, dalam hal dalil dari penggugdardarekonpensi/
Tergugat yang menyatakan dirinya sebagai Ketua agatAdat Sulang Silima
Marga Gajah Manik juga selaku pemegang ulayat m@ajah Manik di wilayah
Sungai Raya, Majelis hakim berpendapat bahwa Lemletat Sulang Silima
Marga Gajah Manik adalah organisasi masyarakat gaiaty memiliki fungsi
untuk melestarikan budaya yang hidup dalam masggralamun tidak serta
merta menjadi pemilik hak dari tanah terperkara.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Hak Ulayat adalamupakan hak
yang melekat kepada masyarakat hukum adat atasyahildertentu yang
merupakan lingkungan hidup para warganya dan dinskcara bersama-sama
oleh anggota masyarakat adat tersebut dengan haksgana. Maka dari itu, yang
melakukan gugatan adalah seluruh anggota masyadaatersebut atau setidak-
tidaknya mewakilkan hak hukumnya kepada wakilnyagysah menurut undang-
undang yang sah.

Dalam tuntutan gugatan rekonpensi, Penggugat dalekonpensi/
Tergugat menggugat haknya yang dilanggar untukrikepgan sendiri sehingga
Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalanonpensi/ Tergugat
tidaklah memiliki kapasitas sebagai pihak yang ngeggt terhadap sebidang
tanah yang diklaim sebagai hak ulayat dari margmtG®anik tersebut. Oleh
karena itu, gugatan dalam rekonpensi dinyatakak tihpat diterima.

Dalam amar, Majelis Hakim menutus sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat ditenmed gnvankelijk

verklaard).
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Dalam Rekonpensi
- Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonpensi/gatrgdalam
konpensi tidak dapat diterima (niet onvankelijkklaard).
Dalam Konpensi dan Rekonpensi
- Menghukum Penggugat dalam konpensi/ Tergugat da&anpensi
untuk membayar biaya perkara yang hingga saaitadsdr berjumlah
Rp. 844.000,- (delapan ratus empat puluh empatrapiah).

Majelis Hakim yang diketuai A. Situmorang, SH, Midrt& anggota
D.R.P. Napitupulu, SH dan R.M.H. Tobing, SH dibaRanitera Pengganti M.
Sitepu yang memutus perkara No. 11/Pdt.G/2009/PK-Sienolak eksepsi
Tergugat. Sementara, dalam konpensi, gugatan Pgaggdak dapat diterima
(niet onvankelijk verklaand karena kurang pihak yang mana seharusnya
mengikutsertakan Op. Sodugaon Boru. Dalam rekomp@iagelis hakim juga
menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonpensiidargidak dapat diterima
(niet onvakelijk verklaarg karena Tergugat menggugat balik bukan atas nama

Sulang Silima Gajah Manik.

42 ANALISIS KASUS

Dalam menganalisis kasus ini, bahan utama yang dkelaah adalah
putusan dari Pengadilan Negeri Sidikalang No. 11G78009/PN-SDK. Putusan
Majelis Hakim yang menyatakan gugatan tidak dap@richa, sementara telah
memasuki pokok perkara dalam pertimbangannya miesgdh satu perhatian
dalam perkara ini. Selain itu, keberadaan unsut ddm perkara ini yang
hendak ditelusuri lebih lanjut kemungkinan akanhbbungan dengan proses
perkara ini, karena tidak dapat dipungkiri pengaadhat Batak Pakpak dan Batak

Toba sangat kental dalam jalannya perkara ini.

4.2.1. Gugatan yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima

Dalam pertimbangan hukum, Majelis hakim berpenddyadiwa untuk
memperjelas duduk perkara, maka Op. Sodugaon Bsmbagai pihak yang
menjual tanah perkara kepada Penggugat, haruskadijagihak Tergugat. Oleh
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karena dalam gugatan Penggugat tidak menyertakais@jugaon Boru sebagai
Tergugat sebagai pihak berperkara maka gugatasliahrdinyatakan tidak dapat
diterima. Padahal, mengenai gugatan yang dinil&iukgobscuur libe) oleh
Tergugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan damgBegat telah terurai
dengan jelas dan telah memenuhi syarat-syarat lfa@hbuah gugatan. Majelis
hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat ndamemukan keadaan
objek gugatan sebagaimana dikemukakan Penggugelh Karena itu, Majelis
Hakim menolak eksepsi dari tergugat. Dengan menapi@en pertimbangan
hukum yang saling bertentangan ini, Majelis Hakimlak konsisten dengan
putusannya.

Apabila eksepsi tergugat ditolak secara otomatikamgugatan sudah
sempurna dan siap untuk dibuktikan. Kenyataanngakgpa telah memasuki
pembuktian dan putusan telah dijatuhkan dengan mimmg pokok perkara.
Akan tetapi, Majelis Hakim malah menyatakan gugatidak dapat diterima
setelah sekian lama proses berjalan hingga putakhm. Putusan akhir yang
dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebenarnya sungguhgat membingungkan.
Suatu gugatan yang telah dieksepsi oleh tergugatioiyatakan ditolak. Eksepsi
sendiri pun sebenarnya adalah mempersoalkan kedodd&ri Op. Sodugaon
Boru sebagi pihak yang menjual tanah kepada Pemagigiggnyata hal ini nyata-
nyata ditolak oleh Majelis Hakim dengan menyatakaamhwa kedudukan
Op.Sodugaon Boru hanya akan dapat dipertimbanglkdam pokok perkaranya.

Apabila memang terjadi demikian, maka sebenarngaudétukan dari
Op.Sodugaon yang akan ditarik menjadi pihak tergsgalah dapat diketahui
oleh Majelis Hakim semenjak membaca gugatan. Peaigan hakim dalam
putusan akhir juga semata-mata hanya mengutip uldeng gugatan yang
menyatakan bahwa tanah perkara diperoleh dari ©dudgaon Boru. Terlebih
lagi, Majelis Hakim telah inkonsisten dengan mealah bahwa perkara menjadi
tidak jelas dengan tidak sertanya Op. Sodugaon Behagai salah satu pihak,
sementara Tergugat telah menyatakan itu sejak aweddlui eksepsi Tergugat
yang mana telah ditolak oleh Majelis Hakim.

Dalam kondisi sebagaimana kasus ini, seharusnyalisldiakim yang

lebih aktif dalam menyelesaikan masalah ini. Waleupebenarnya, HIR tidak
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dipekenankan mengikuti pola-pola Rechtsvorderig )(Rakan tetapi pada
akhirnya, Ter Haar berpendapat hakim harus dikskiuntuk memanggil seorang
pihak ketiga untuk ikut serta di dalam proses (ikatperkara) sehingga hakim
dapat memberi putusan terhadap segala orang yapgrkara. Sehingga, tepatlah
yang dinyatakan oleh van vollenhoven bahwa perkeais dikahiri dengan
“uitgemakt, yaitu menyelesaikan perkara tidak hanya pihakggegat dan
tergugat juga para penjual atau pihak-pihak laigyberhubungan. Aturan ini
telah diterapkan dan menjadi jurisprudensi yaitdaine putusan padaandraad
Bandungtanggal 5 November 1932 ddrandraad Sragertanggal 19 Maret
19342

Kamar ke Tiga Raad Justisi Jakamaemutuskan bahwa pasal 393 HIR
hanya melarang melakukan peraturan hukum Eropay s#tapi tidak melarang
melakukan sistem “voeging” di dalam rangk@sedure landraadDimana, pada
tanggal 26 Mei 193%Raad Justismemutuskan bahwa pihak ketiga dapat ditarik
ke dalam suatu perkara, apabila denga jalan demidl@pat dicapai sebuah
penyelesaian yang memuaskan dan apabila hal demikkéak merugikan
kesederhanaan prosedtf.

Semenjak Indonesia merdeka, jurisprudensi yangkukkEn pada era
Landraad,telah dikembangkan dalam putusan Pengadilan Ndg&grta dalam
putusannya tanggal 2 Juli tahun 1952 mengenai péxan pihak supaya
dipanggil untuk Vrijwaring” dan juga keputusan Pengadilan Negeri Magelang
tanggal 17 November 1952, yang mengizinkan intesveasalkan kepentingan
prosesuil dari penggugat maupun tergugat tidakrdikgi sebanyak yang yang
sepantasnya serta putusan itu nantinya selain mangéak semula juga harus
mengenai kepentingan pihak ketiga3t.

Dalam perkara yang terjadi di Borno ini, maka sekaya hakim bisa
belajar dari jurisprudensi sebelumnya. Bahwa bulsamata-mata dalam
Indonesia modern semua serba sempurna, karena rbasyek masyarakat

Indonesia yang belum paham betul dalam bersidamgmigadilan dan ditambah

%1 5pepomoHukum Acara Perdata Pengadilan Negefiakarta: Pradnya Paramita,
2004), hal. 30.

2 |pid. hal. 31.

%3 |pid.
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ketidakmampuan mereka dalam membayar jasa pengdgabagaimana mana
yang telah digambarkan oleh Yahya Harahap dalatikikya terhadapStatute
Law Systembahwa hakim tidak boleh menjadi makhluk yang Kidzerjiwa
(antereanenim@s®

Hakim, sebagai makhluk yang berjiwa, seharusnyaktibegitu saja
dalam menyatakan gugatan dari penggugat tidak déifmtma. Sebab, apabila
alasannya adalah kurang pihak, maka seharusnyanhaka memanggil pihak
tersebut dan mendudukkannya sebagai saksi untukperg@tas posisi perkara.
Apabila ternya dibutuhkan, maka pihak yang ditaeksebut bisa didudukkan
menjadi salah satu pihak sesuai dengan kompetamskédudukannya. Sebab,
sebagaimana disampaikan Soepomo, bahwa intervengemyadilan Negeri
memang harus berjalan menurut hukum acara yanl tettulis, tidak menurut
aturanRechtsvorderingmelainkan kebutuhan praktek di pengadilan negdahO
karena itu, kurang tepatlah majelis hakim menyataggagatan dari penggugat
tidak dapat diterimanfet onvankelijk verklaandsementara masih ada jalan yang
bisa ditempuh oleh hakim untuk membuat terang pgsskara sehingga bisa
menyelesaikan perkara tersebut dengan tffitas.

Selain itu, tanah yang menjadi objek sengketa b&rasaha pendatang
untuk bisa berdiam di sualkuta terutama sebagai pendatang tentu tidak mudah
untuk beroleh hak tersebut. Dengan mengikuti huldiat setempat, para migran
tersebut berharap bisa beroleh sebidang tanah igakmelanjutkan kehidupan
yang lebih baik. Demikianlah, Op Sodugaon Silab&nafni dari Op.Sodugaon
Boru) dengan kegigihannya bekerja akhirnya berhagd mendapatkan sebidang
tanah darmarga tang Kudadiri. Pada saat itu, transaksi dilakukan dentierang
dan tunai” dihadapan marga Kudadiri. Tanpa sedifidan dan surat jual beli
yang tidak lazim ketika itu, dan juga tidak menjadiah satu unsur penting dalam
transaksi tanah secara adat pada saat itu.

Marga Kudadiri sebagamarga tano memiliki kewenangan dalam

mengatur tanah yang ada dalam penguasaan margaityaKudadiri. Kudadiri

%4 yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tent@ogatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilaa). 825.
25 50epomoHukum Acara Perdata Pengadilan Negémal. 32.
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menjadi Raja ni Dapot® bagi Op. Sodugaon Silaban beserta orang-orang dari
sub-suku Batak Toba lainnya yang merantau di Bo8&hingga, Op. Sodugaon
Silaban dan masyarakat Batak Toba lainnya akaru seleminta izin dalam
melaksanakan segala kegiatan upacara adat. KudabaigaRaja ni Dapotakan
selalu berolelambar (upah) dari setiap hajatan yang diselenggarakan.

Bertahun-tahun kemudian, setelah sekian lama migedak Toba mulai
menjadi mayoritas di tanah Dairi. Begitu juga dirBm marga Kudadiri tidak
begitu eksis lagi dalam segala transaksi tanah.nAtesapi, apabila sub-suku
Batak Toba yang tinggal di Borno menyelenggarakastgppesta adat dan
mengadakan perkumpulan marga-marga, maka sudaladndmjwajiban dalam
upacara adat tersebut Kudadiri akan mendapaliarbarsebagaRaja ni Dapot.
Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan Kudadiri malsstkui dalam kehidupan
bermasyarakat di Borno sebagai simbol penghormb&hwa Kudadiri telah
berlaku bijaksana dalam membimbing penduduk setempa

Majelis Hakim juga telah melupakan kedudukan daerdgé Kudadiri
sebagaiMarga Tanodan Raja Ni Dapotdi Borno, dimana, Majelis Hakim
samasekali tidak menyinggung keberadaan marga Hudad Seharusnya pun,
ketika Majelis Hakim menyatakan Op. Sodugaon Boawué disertakan dalam
gugatan maka marga Kudadiri juga harus dibawa ssgtzgai pihak yang
memberikan secara adat tanah terperkara kepad&dgiigaon Silaban semasa
hidupnya. Begitu juga dalam gugatan rekonpeSsiang SilimaGajah Manik
seharunya menggugaRaja Ni Tano marga Kudadiri sebagai orang yang
mengklaim Borno sebagai ulayatnya serta sebagaimiaeanukakan saksi-saksi
dari pihak Penggugat, yang menyatakan Borno mearptdnah kelahiran marga
Kudadiri, bukanlah Gajah Manik. Maka dari itu, sypaperkara ini menjadi
perkara yang ditgemakt, selain Op. Sodugaon Boru menjadi penting dalam
perkara ini, marga Kudadiri tidak kalah penting aal menntukan duduk
persoalan perkara tanah di Borno ini. Bahkan seo@ayeluruh lagi perkara

tanah ini akan menyangkut marga Kudadiri dan Gajdianik dalam

%% Bahasa Batak Toba artinya Penguasa yang ditenikbkeendatangi suatu tempat
dan akan diberi penghormatan dalam setiap upadatayang dilakukan oleh pendatang tersebut.
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memperebutkan kedudukan ulayat atas tanah perbhat8sagai Raya dan
Laenuaha yaitu Borno.

Maka dari itu, putusan akhir yang menyatakan gugdidak dapat
diterima sementara pada kenyataannya telah memiadmssk sampai ke pokok
perkara adalah tidak tepat. Majelis Hakim telah adpadp dalam membuat
putusannya, dimana apabila memang benar putusak diapat diterima adalah
jika gugatan tidak memenuhi persyaratan formil dagi kejelasan para pihak dan
objek sengketa, maka sedari awal Majelis hakim Isutiarus menyuruh
memperbaiki gugatan dengan kewenangan yang adanysaddagi pula
kurangnya pihak yaitu Op. Sodugaon Boru dan Margadadiri haruslah
dipanggil oleh hakim sendiri sebagaimana telahrdigan dalam yurisprudensi
Raad Justisipada tanggal 26 Mei 1939, yang memutuskan bahhakpketiga
dapat ditarik ke dalam suatu perkara, apabila dgadga demikian dapat dicapai
sebuah penyelesaian yang memuaskan dan apabiigmétian tidak merugikan
kesederhanaan prosedur. Jadi, dapat ditarik kesampbahwa menyatakan
gugatan tidak dapat diterima, kuranglah tepat dikak oleh hakim dalam perkara
ini. Semestinya adalah Majelis Hakim memanggil pgaihek yang dinilai kurang

tersebut untuk membuat terang perkara ini.

4.2.2. Kedudukan Sulang Silima Gajah Manik, Kudadiri dan Pendatang

dari Toba

Pada awal pertemuan dua sub-suku Batak ini, terjalibungan yang
ramah dan saling menghormati. Sehingga pendatardamuntuk memperoleh
hak dan kedudukan yang sama dengan penduduk akkaB, banyak orang dari
sub-suku Batak Toba yang menjadlertaki atau kepala kampung atas
pengangkatan pemerintahan Belanda walaupun kemddatasi dengan alasan
menghormati adat Dairi. Akan tetapi, melalui perkgam dengan marga penguasa
di dairi, orang dari sub-suku Batak toba tetap jbgaoleh kedudukan penting

dalam pemerintahan lokal Daffi’

%7 Castles Kehidupan Politik Suatu Keresidenan di SumaterapaFauli 1915-1940,
hal. 144.
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Pada akhir tahun 1920-an dan awal 1930-an intagredat diwarnai
oleh konflik tanah yang semakin seru di antara suky batak toba dan pakpak.
Pihak Toba mengemukakan adat dairi untuk mempertlak atas tanah,
sebaliknya orang Dairi mengemukakan adat Toba untuénetangnya. Sampai
pada suatu ketika terjadi seorang Demang dari skib-sBatak Toba
mendahulukan kepentingan orang Toba di Dairi, séan@memang dari sub-suku
Batak Pakpak menyampaikan hal yang bertentangaadkepihak pemerintah
kolonial Beland&®®

Dalam perkembanganny&ulang Silimapun sudah tercampur akan
konsep Batak Toba dan Pakpak itu sendiri, sehiagg& susah untuk dibedakan.
Kemudian juga,Sulang Silimayang dinyatakan Tergugat adalah keterangan-
keterangan pemerintae Demang deer Dairilanderdari zaman Kolonial
Belanda yang mana ketika itu, banyak kesimpangasiyang terjadi antara
demang yang berbeda etnis yaitu Toba dan PakpalahBh transaksi tanah
antara Op.Sodugaon Silaban dan Marga Kudadiri dierada tahun-tahun
pemerintahan Kolonial Belanda. Seharusnya, apabdaarlah Gajah Manik
adalahRaja ni DapotsekalianRaja Tanodi Borno, sudah seharusnyulang
Silima Gajah Manik menghentikan transaksi antara Margaadisd dan Op.
Sodugaon Silaban. Kenyataannyajlang SilimaGajah Manik baru melakukan
komplain setelah digugat oleh Penggugat.

Kedudukan Tergugat Laminta Boru Turnip dan Tidalsddiakannya
Op.Sodugaon Boru sebagai salah satu Pihak Berperkanjadi penghambat
dalam pembuktian perkara ini. Dalam perkara inig@3p.Sodugaon Boru dalam
hal ini sebagai pihak yang menjual tanah terperkapada Penggugat tidak
ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Padahalgp®@p.Sodugaon Boru adalah
sangat menentukan keberadaan tanah terperkaradys@mbot oleh Tergugat,
dimana proses serah terima telah dilakukan dihad&®=ga Ni Tanosekaligus
Raja ni Tanomarga Kudadiri.

Untuk lebih memperjelas dan membuat terang perkaraeharusnya

Op.Sodugaon Boru yang lebih tahu atas sejarahtalah terperkara ini haruslah

28 Castles Kehidupan Politik Suatu Keresidenan di SumaterapaFauli 1915-1940,
hal. 144.
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ditarik sebagai pihak dalam perkara ini bukan hamgnggugat Tergugat atau
dipanggil sebagai saksi oleh majelis hakim seexrafficia Selain itu, marga
Kudadiri sebagaRaja ni dapat sebagai pihak yang bertransaksi pada mulanya
dengan Op.Sodugaon Silaban harus jugalah disersst@yai pihak. Berdasarkan
klaim dari Tergugat, bahw@ulang SilimaGajah Manik merupakalRaja Ni Tano

di Borno, Laenuaha, maka perlu diperiksa ulang derkpndisi sebenarnya di
lapangan dengan menghadirkamang Silima&udadiri.

Gugatan yang kurang pihak dalam teorinya haruslafiathkan tidak
dapat diterima. Akan tetapi, mengingat kasus meag@amah, pihak ketiga yang
sudah menjadi saksi tidak perlu ditarik menjadakasatu pihak®® Hal tersebut
telah menjadi pertibangan hukum majelis hakim daRutusan MA No. 1883
K/Pdt/1984 dan Putusan MA. No. 1826 K/Pdt/1984tuaahwa saksi yang telah
diperiksa di persidangan tidak perlu ditarik menjadksi. Selain itu, gugatan
cukup diajukan kepada orang atau pihak yang sefesttgk atau orang yang
sesungguhnya menguasai objek sengk8ta.

Dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negamaublik
Indonesia kedinamisan hukum adat ini diterima olehara dengan mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarkat hukum damserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuaigagienperkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Indonesia. Dengayi lyang sama pada Pasal 3
UUPA diatur juga hal yang sama. Hal ini menjadiedihtis, sementara
Masyarakat Hukum Adat yang dinamis itu perlahamahiéang, kedua ketentuan
dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indongsm UUPA menjadi
salah satu faktor yang akan membuat Masyarakat idukadat statis, karena ingin
diakui terus. Apabila, tindakan secara nasionaintif maka keberaan sengketa
antara Masyarakat Hukum Adat dan perorangan, mawgpuar Masyarakat
Hukum Adat tentu akan menjadi lingkup tugas perigadkarena dimungkinkan

akan terus ada kasus sebagaimana dalam perkara ini.

29 vyahya Harahap, Hukum Acara Perdata ten@ngatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilaa). 116.
% pid. hal. 117.
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Sementara itu, telah ada Peraturan Menteri Agksgjedla Badan
Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Ped&w®ayelesaian Masalah
Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat menyatakan, pearsntida atau tidaknya
masyarakat hukum adat dilakukan oleh Pemerintah rabae dengan
mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakkatm adat yang ada di
daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyatakanstansi-instansi
yang mengelola sumberdaya alam. Apabila kemudiary y@ersengketa adalah
masyarakat hukum adatnya sendiri, tentu akan mienguit dalam
penyelesaiannya. Dalam Halilang SilimaGajah Manik, yang bersikeras sebagai
pemilik hak ulayat di Borno sementara Kudadiri jugangklaim hal yang sama,
tentu tidak cukup menghadirkan pakar hukum ada.a@Paman pakar hukum adat
tentu akan berbeda dengan hukum yang hidup dalaakbmarga Gajah Manik
maupun marga Kudadiri.

Salah satu lagi hal yang sulit mengenai keberati@ah ulayat adalah
menyatakannya dalam peta dasar pendaftaran tanaldi@ mencatatnya dalam
daftar tanah. Padahal, menurut pasal 9 PP No. 2arnrd997, Hak Ulayat
bukanlah obyek pendaftaraft. Ada ketidakkonsistenan pemerintah dalam
menghadapi keberadaan masyarakat hukum adat danldyinya. Maka dari
itu, setiap tanah ulayat tentu tidak akan memilikkti otentik kepemilikannya.
Untuk melakukan pemetaan dan penyertifikatan tdwaws berpikir dua Kali,
karena kepemilikan atas hak ulayat bukan atas reata orang ataupun suatu
badan hukum. Hak ulayat dimiliki oleh banyak orgagg dipersatukan oleh satu
hukum yang hidupli¢ing law),?”* begitu tidak ada lagi kesepahaman di antara

mereka maka bubarlah masyarakat hukum adat tersebut

4.2.3. Peran Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat
Dalam hukum acara perdata dikenal asas peradilaet sederhana dan
murah. Apabila dalam perkara ini, pemeriksaan teliggdankan dan bukti-bukti

telah dihadirkan termasuk mengahdirkan saksi-séisiy menjadi sangat sia-sia

?Iperaturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 189itang Pendaftaran Tanagi.N Tahun
1997 No. 59, TLN 3696) Pasal 9.

22Ter Haar,Asas-Asas dan Susunan Hukum Adfiterjemahkan K. Ng. Soebakti
Poesponoto (Djakarta: Pradnja Paramita, 1960),15al.
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jika ternyata dalam putusan diyatakan tidak dapigricha fiet on Vankelijk
verklaard. Padahal, gugatan tersebut diperbuat di depammhakbagaimana
diperbolehkan juga oleh HIR bahwé#etua pengadilan negeri berkuasa memberi
nasihat dan pertolongan kepada penggugat atau kepadkilnya tentang hal
memasukkan surat gugatnyd® Pun mengenai gugatan dalam perkara ini
diperbuat dihadapan hakim sebagaimana ketentuan ‘HBfRamana penggugat
buta huruf, maka surat gugatnya yang dapat dimaauikka dengan lisan kepada
ketua pengadilan negeri, yang mencatat gugat ituauat menyuruh
mencatatnyd®"*

Peraturan dalam HIR ini sangat berguna bagi oramg yoersengketa di
pengadilan dan memang bertujuan mendapatkan keadkbagaimana halnya
penggugat tidak mempunyai pengetahuan tentang hukmemnya dan tidak
tahu akan pemeriksaan perkara perdata khususny@ngg8a dalam kuasa
insidentil tertanggal 29 Juni 2009, Penggugat mehkumsa kepada Pearhehean
Sihombing, yang merupakan anaknya sendiri, sebagiinya yang sah, karena
tidak mampu untuk membayar pertolongan seorangsgeatehukum.

Peraturan dalam Pasal 119 HIR ini sebenarnya langan dengan
larangan umumbagi hakim dalam perkara yang telah diserahkan kapa
pengadilannya, atau yang dapat diduganya akan @&sjukepadanya, dengan
langsung atau tidak langsung, untuk memberi nas#tau pertolongan kepada
pihak-pihak yang berperkara atau pengacaranyarnyata sesuai benar dengan
jiwa Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman TlaRun 2004 No. 8,
TLN No. 4358) menyatakafi®

(1). Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak
membeda-bedakan orang.

(2). Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha
mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat
tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, daaydi
ringan.

“PHIR, Pasal 119.

2 HIR, Pasal 120.

25 IndonesiaUndang-Undang tentang Kekuasaan Kehakimad, No. 4 Tahun 2004,
LN Tahun 2004 No. 8, TLN No. 4358, Pasal 5.
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Ketentuan ini sesuai dengan kehendak penyusunhy&lrJH.L. Wichers, yang
menghendaki agar pemeriksaan perkara perdata ci prrkgadilan untuk bangsa
Indonesia yang di waktu itu tahap pengetahuannysinremat bersahaja, diatur
secara praktis, mudah dan tidak memakan banyak osifk Perkara yang
sedang dibahas kali ini pun tidak jauh berbeda aergndisi yang dimaksud
Jhr.Mr.H.L. Wichers ketika sedang membuat reglerdamsus untuk Indonesia,
yang menjadi HIR seperti dikenal sekarang.

Terlebih, peraturan ini diperbuat untuk menjamik-hak asasi manusia
yang mendapatkan perlindungan dalam Negara Indomesdasarkan Pancasila.
Sehingga, keadilan tidak menjadi disimpangi hangeeka sebuah asas hukum
perdata yaitu Hakim dalam perkara bersifat pasilab beberapa literatur hakim
pasif itu masih dijunjung tinggi sampai ada penuylang menyatakan hakim
“tidak perlu mencari bukti sampai ke puncak gunuagKuplah kiranya memutus
dengan kebenaran formal yang ditemui dalam pergitar’

Hukum acara yang diperguakan dalam perkara pepdata pengadilan
negeri di Indonesia saat ini salah satunya HIRisdRBg, Rv dan RR. HIR
bolehlah dikatakan sebagai salah satu aturan peth@nena menjadi acuan utama
dalam proses persidangan yang utama dan yang =iy dijadikan rujukan
dalam pengajuan gugatan, jawaban, pemeriksaarbakait sita, putusan hakim
sampai eksekusi. Padahal, Gubernur Jenderal Razhusgenganggap HIR ini
pada awalnya adalah sebuah percobaan yang berardparhitungkangen wel
berekende progf Walaupun pada awalnya HIR harus benar-benart bula
dipergunakan bagi golongan pribufffi, tetapi HIR tidak dikehendaki akan
dipertahankan dalam segala keadaan. Salah sapakutang menunjukkan fakta

ini adalah®”®

“Waar een onmogelijkheid, een te grote moelijkheah al te
grote afwijkingvan begrippen of behoeften mogt deest zullen
niet deze voor het Reglement, maar het Reglement hen

2%SepomoHukum Acara Perdata Pengadilan Negéra) 5.

2"'Badriyah Harun,Tata Cara Menghadapi GugatarfYogyakarta: Penerbit Pustaka
Yustisia, 2009), hal, 31.

“pasal 393 HIR

Z%Mr. A.J. Immink, dalam Soepombiukum Acara Perdata Pengadilan Negéral. 9.
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wijken. A priori te zeggen en te bepalen dat ondde
omstandingheden het Reglement zal worden gehartdizatt
ik bedenkelijk

Kemudian diterjemahkan oleh Soepomo sebagai befikut

“Dimana tidak ada kemungkinan, dimana ada kesultang
terlalu besar, dimana ada perbedaan pengertian &aloutuhan
yang terlalu besar, maka segala sesuatu itu bukarari,
bahwa Reglemen yang harus diutamakan, melainkateReg
yang harus disampngkan. Adalah berbahaya, jikalaang
menganggap bahwa Reglemen harus dipertahankan dalam
segala keadadn

Riwayat pasal 393 HIR tersebut tentu tidak hargsliami begitu saja,
‘tiada yang lain selain HIR”. Soepomo memberikanesikpulan dengan

mengaitkan pernyataan Rochussen di atas, §itu:

a. Dilarang oleh  pembentuk undang-undang untuk
menggunakan bentuk-bentuk acara yang diatur dalam
Reglemen op de Burgerlik Rechtsvordering, Reglemen
yang berlaku untuk golongan orang Eropah.

b. Dimana tidak ada peraturannya di dalam HIR, makanina
dapat, bahkawajib mencari penyelesaian dengan mencipta
bentuk-bentuk acara, yang ternyata dibutuhkan oleh
praktek. Dengan cara demikian HIR dapat diperlieasyen
peraturan-peraturan acara tidak tertulis, yang rdide
dengan putusan-putusan hakim, berdasar kebutuhan
praktek.

c. HIR, sebagai hukum acara, hukum formil, merupakah a
untuk menyelenggarakan hukum materiil, sehinggautruk
acara itu harus digunakan, sesuai dengan kepehiuleumm
materiil dan hukum acara itu tidak boleh digunaksrgbila
atau sekedar hukum itu bertentangan dengan hukum
material

Menarik untuk dicermati, kesimpulan yang disampaikéeh Soepomo
pada poin b, yaitu mengenai hakim dapat, bahkajib mencari penyelesaian

dengan mencipta bentuk-bentuk acara, yang ternyiststuhkan oleh praktek,

280 sepomoHukum Acara Perdata Pengadilan Negéa). 5.
281 i
Ibid.
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apabila ternyata dibutuhkan, Hal ini menunjukkarkitmadalam HIR haruslah
benar-benar aktih dalam menemukan hukum dan teautdmenyelesaikdn
sengketa yang dihadapkan kepadafi§aDengan cara demikian, HIR dapat
diperluas dengan peraturan-peraturan acara tidalise yang dibentuk dengan
putusan-putusan hakim, berdasar kebutuhan praktek.

Dari kasus No. 11/Pdt.G/2009/PN-SDK ini, apabilaedmati ternyata
ada kurang pihak, seharusnya majelis hakim sedpggamya, wajib mencarikan
jalan untuk bisa menghadirkan para pihak yang lgiran Penting untuk diingat,
bahwa hakim mencari jalan untuk menghadirkan panakpyang kurang itu,
bukan karena ingin mencampuri materi sengketa yaegjadi kepentingan
Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi, majelis hadenting untuk menyelesaikan
sengketa, bukan saja diantara Penggugat dan Teérgugkinkan semua pihak
yang bersangkutan yaitu Op. Sodugaon Boru, Margdal{ui danSulang Silima
Gajah Manik.

Putusan atas perkara No. 11/Pdt.G/2009/PN-SDK thjatuhkan, tetapi
belum tentu ada niatan dari Penggugat untuk meraperdugatannya yang tidak
dapat diterima tersebut. Tentu, hal ini tidak mées@kan masalah antara
Penggugat dan Tergugat. Terlebih, kedudukan Mang#aHiri di Borno menjadi
pertanyaan dan objek sengketa tetap dikuasai oldulAGajah Manik. Lalu,
kedudukan Op. Sodugaon Boru sebagai pihak yang ualeripnah kepada
Penggugat tentu menjadi dipertanyakan keberadaabeserta sisa tanah yang
masih berada dalam penguasaan Penggugat.

Perkara No. 11/Pdt.G/2009/PN-SDK yang putusannyanyatakan
gugatan tidak dapat diterima ini sudaha melaluapaim pembuktian. Tentu sia-sia
proses panjang yang telah dilalui. Sementara “aspat murah dan sederhana”
disimpangi dengan mengutamakan “asas hakim peradasah pasif’. Paling
tidak, hakim seharusnya memanggil pihak yang kureamgebut sebagai saksi
secara langsung memanggil sendek (officig.?®® Pihak yang kurang apabila
sudah dipanggil sebagai saksi tentu bisa memperj@adaan dan menghemat

waktu, sebab setelah sekian lama kasus berjalatedainakan sangat merugikan

282 sapomoHukum Acara Perdata Pengadilan Negéw). 15.
% bid. hal. 19
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jika baru diputus di akhirnya bahwa gugatan kurgigak. Padahal, gugatan
sendiri pun dimasukkan secara lisan ke PengadilageN Sidikalang oleh
Penggugat. Itu berarti, sejak awal hakim ketua pdit@n sepatutnya sudah tahu,
apabila gugatan yang dimasukkan tersebut adalagm@upihak. Apabila Ketua
Pengadilan Negeri Sidikalang benar-benar menerapRasal 119, dengan
memberi nasehat maupun pertolongan kepada Pengdegat kejadian seperti
ini tidak akan terjadi. Peryataan hakim yang meskat gugatan kurang pihak
yaitu Op Sodugaon Boru sebenarnya masih kurang, teplaab masih ada pihak
Kudadiri. Hal ini, diakui saksi Derama Silaban d8aksi Sinta Br Bintang.
Dimana, Kudadiri memperolelambar sebagaiRaja ni Dapotyang memberi
tanah kepada beberapa pendatang di daerah Borkarbahmpai ke Binara di

desa Laenuaha.

4.2.4. Masyarakat Hukum Adat dalam Pengadilan Negeri

Hukum adat adalah salah satu sumber dari hukunomalsindonesig®*
Dalam perkara ini, Hakim telah benar dalam meneragpdonsep kepemilkan Hak
Ulayat dalam putusannya. Dimana, dalam gugatannkekesi, Tergugat yang
digugat sebagai pribadi mengatasnamakan dirinyagselKetua Sulang Silima
Gajah Manik serta menggugat balik Penggugat atpsrk#ikan tanah di Borno
tersebut.

Kehadiran kaum pendatang juga telah membuat sentiakik jelasnya
batas-batas tanah di Sidikalang. Pendatang tersedmilin tinggal menetap dan
membuka lahan pertanian di daerah tujuan, sehinggamplikasi pada
meningkatnya kebutuhan akan tanah-lahan. Di daeralan, kaum pendatang
tidak dapat terlepas dari kebutuhan akan tanah yalap bermakna seperti di
daerah asalnya. Untuk memenuhi kebutuhan tanalgupsaan tanah biasanya
didapat melalui pelepasan secara adat maupun pdofan. Pelepasan secara
adat dapat diberikan kepada anggota kelompok setemtau kelompok luar

dengan status kepemilihan hak pakai, dimana talzgdat digunakan sampai

24 Muhammad Pokok-Pokok Hukum Adatet. 10 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006)
Hal. 92.
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keturunan selanjutnya, bila tanah tidak di kel@lgi Imaka tanah tidak dapat di
jual dan kembali kepada pemilik semula atau perhitik ulayat®

Belakangan hari, masalah yang melibatkan lembaga @idPengadilan
Negeri Sidikalang telah terjadi juga sebelumnygesie Lembaga Adat Sulang
Silima Marga Berampu yang bersengketa dengan seBanaanpu lainnya yang
saling mengklaim Hak Ulayat atas sebidang tanah Dd#isa Berampu,
Sidikalang?® Oleh karena itu, para hakim yang mengadili suatkara harus
benar-benar mengetahui konsep adat sub-suku Batgdal. Selain itu sudah ada
putusan MA No. 464 K/Pdt/2008, Putusan MA No. 143#/2006, yang
mengupas masalah yang sama juga yaitu tanah ulagat diserobot pihk lain.
Oleh karena itu, setelah melihat seringnya perlkaranuncul sampai ke jalur
pengadilan, maka patut dipertanyakan pengaturaitdnSidikalang, Dairi.

Keberadaan Lembag&ulang Silimayang dibuktikan dengan surat
pernyataan pengakuan dari masyarakat Sungai Raya lyenyatakan Marga
Gajah Manik adalah pemegang hak ulayat tertangyy@lesember 2005. Ada juga
alat bukti yang diajukan Tergugat berupa surat pkngn mencabut kesaksian
dari masyarakat Sungai Raya tentang adanya surgf gaanda tangani pada
tanggal 26 Juli 1998, tanpa sepengetahuan Margeh@agnik sebagdraja Tano
di Borno. Dimana, pada tanggal yang sama itulah,J@é 1998, Penggugat
menandatangani surat segel penjualan tanah darS@gugaon Boru. Tentu ini
menjadi fakta menarik yang seharusnya diperiksalisapakim lebih jauh lagi.
Saksi Tergugat, Januari Manalu merupakan orang yaegjadi orang yang
mencabut tanda tangan tersebut. Tentu, menjadu &kestnehan, bahwa begitu
mudah masyarakat ikut menjadi saksi atas suatustppesi hukum kemudian
berbalik meninggalkannya. Sementara, hak ulayaatsemata dinilai hanya dari
pengakuan di atas kertas yang juga bukan aktailgté@arena memeang bukan
pada hal tersebutlah hak ulayat digantungkan.

Masuknya perkara No. 11/Pdt.G/2009/PN-SDK ini kengaalilan

sebenarnya menunjukkan hak ulayat kemunginannyk tetla lagi di Borno.

2%0.H.S Purba, Elvis F.PurbMigrasi Spontan Batak Toba (Marserak): Sebab, Motif
Dan Akibat Perpindahan Penduduk Dari Daratan Tinggba (Medan: Monora, 1997), hal. 34.

“sinarpagibaru.com edisi 11 April 2004, Sidikalang
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Setidaknya, apabila bengulang Silimamasih berkuasa maka seharusnya
lembaga adat ini bisa menyelesaiakan masalah mpatdarus sampai ke tahap
litigasi. Van vollenhoven dalam penelitiannya sakidya menemukan enam
fungsi yang menjadi ciri-ciri hak ulay&t’

Suatu kelompok Masyarakat Hukum yang mengaku migrhigik ulayat,
maka kewenangan komunitas atas tanah yang beluenjakkn adalah mutlak.
Masyarakat Hukum dapat memanfaatkan secara bebab-tanah perawan di
dalam wilayahnya. Tanah tersebut dapat dimanfaaikéuk budi daya atau dapat
digunakan untuk membangun pemukiman kampung ataadieanah bersama
untuk pemungutan hasil atau tujuan lainnya.

Pemanfaatan tanah komunitas oleh pihak luar. Pilek dapat
memanfaatkan tanah tersebut dengan syarat merdih stendapatkan izin dari
masyarakat hukum yang bersangkutan. Pemanfaatgma t&an merupakan
pelanggaran. Sementara, dalam perkara ini, izinammula adala dari Marga
Kudadiri. Sementara dalam putusan belum jelas hgdnurantara Gajah Manik
dan Kudadiri. Walaupun memang, Tergugat sendirng@rmemohon kepada
hakim untuk kiranya sudi melakukan pemeriksaannges plaatsopneming
tetapi ditolak olen majelis hakim. Padahal, sehayashakim selain harus aktif
sebagaimana dibahas sebelumnya, haruslah jugatipkeiena telah dimintakan
sendiri oleh para pihak.

Pembayaran atas penggunaan tanah komunitas. Anggasyarakat
hukum bisa jadi—namum pihak luar pasti—dimintakantudk membayar
sejumlah harga atau memberikan sejumlah perserzamgisbentuk pengakuan
atas penggunaan tanah tersebut. Kewenangan kosaésa tanah yang sedang
dibudidayakan (kuasa tetap atas tanah). Masyatakkatm pada tingkat tertentu
masih memilki hak residual untuk mengintervensi pikan tanah yang telah
diberikan untuk digunakan. Begitulah, memang resskbagai penumpang di
tanah orang, harus ada kesiapan sewaktu-waktu lap@nah yang diberikan

kepada penumpang ditarik kembali akibat sesuatsaalgang mendesak. Akan

%7 Burns “Adat, Yang Mendahului Semua Hukum” Dalamviflaon, Henley Dan
Moniaga (Eds)Adat Dalam Politik Indonesiged. 1., (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia;
KITLV-Jakarta, 2010), haB6.
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tetapi, dalam hal tanggung jawab (secara terijokalektif terhadap pihak luar
Masyarakat Hukum harus benar-benar berkomitmen.akkda tidak ada pihak
yang bisa dimintai pertanggungjawaban, Masyarakatkubh menanggung
kehilangan, kerusakan, atau kerugian yang didexiéh pihak luar di dalam
wilayah mereka.

Dalam perkara yang terjadi di Borno ini, tentu kkdaemungkinkan lagi
melakukan forum shopping’sebagaimana yang dilakukan oleh Kerapatan Nagari
di Sumatera Barat. Dimana, para pihak bisa merbitbagai lembaga yang ada
untuk menyelesaikan sengketa. Akan tetapi, dilaisi ada juga lembaga yang
mencari sengketa untuk diselesaikarshdpping forums®*® Sementara, di
Sidikalang masa sekarang ini lembaga penyelesaragksta hanyalah pengadilan
negeri. Keberadaan Sulang Silima baru didirikanapathun 2004 sebagaimana
disampaikan saksi dari Tergugat yaitu TapanulirBdrang, dimana fungsinya
adalah untuk memperkokoh dan melestarikan adatg&reata lain, Lembaga
Sulang Silima Gajah Manik tidak merupakan lembagayplesaian sengketa
sebagaimana Kerapatan Nagari di Sumatera Barah K2leena itu, keberadaan
Sulang Silima Gajah Manik yang diformalkan ini patdipertanyakan
keabsahannya sebagai sebuah Masyarakat Hukum Adatasmangku hak ulayat
di tanah seputaran Binara dan Borno tersebut. Degapainya keadilan bagi
para pihak yang mencari keadilan ini perlu jugaeaimjhakim menelisik lebih
jauh mengenai sejarah adat di tanah terperkarabigrsApabila memang perlu
dan dibutuhkan sepatutnya Pengadilan Negeri meka&napukum adat dalam
penyelesaian sengeta sebagaimana yang dilakukarPedigadilan Negeri
Bukittinggi, Batusangkar, Payakumbtf.

Keabadian hak-hak komunitas atas tanah ulayat adafatlak.
Masyarakat hukum tidak punya kewenangan mutlakkuntelepaskan hak-hak
ini. Sekalipun Sulang Silima Gajah Manik menyatakim sebagaiRaja Tano
tentu kewenangan mereka bukan sekadar menjualabadgbanarnya tidak boleh

menjual. Apabila kemudian hari ada transaksi j@l yang dilakukan oleh Gajah

288 \/on Benda-BeckmannGoyahnya Tangga Menuju Mufakdt]akarta: Grasindo,
2000), Hal. 65.
8 |pid. Hal 15 dan 39.
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Manik dan marga pendatang, tentu hal itu bukanlehyangkut hak ulayat. Oleh
karena itu, tentu patut diselidiki lebih lanjutadda seseorang atau kelompoknya
yang datang ke depan hakim mengklaim hak ulayadtgs sebidang tanah, maka
tentu tidak bisa langsung dipastikan bahwa merelkdah Masyarakat Hukum

Adat yang berkuasa.
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BAB 5
PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Sesuai dengan pembahasan dalam karya tulis iniantaam bab
terakhir ini akan dipaparkan kesimpulan yang ditlapatelah melakukan
penelitian pada Putusan Pengadilan Negeri Sidigalda. 11/Pdt.G/2009/PN-
SDK serta didukung berbagai literatur, peraturamipegang-undangan. Berikut ini
adalah poin-poin kesimpulan yang diperoleh:

1. Pengakuan negara terhadap eksistensi MasyarakatniHédat dalam
urusan pertanahan menurut hukum nasional adalatagisesna
disebutkan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-UndaagaD Negara
Republik Indonesigo. Pasal 3 UUPA sepanjang menurut kenyataanya
masih ada, tidak bertentangan dengan kepentingsionah dan tidak
boleh bertentangan dengan undang-undang dan pergiaraturan lain
yang lebih tinggi. Peranan Masyarakat Hukum adataddsentral dalam
urusan pertanahan di Indonesia. Setelah adanyakasiif hukum
pertanahan melalui UUPA, menjadikan Masyarakat Huladat dengan
ulayatnya adalah sebatas yang sudah ada sebelubukgm karena
diadakan kembali oleh masyarakat tersebut. MenantuWasyarakat
Hukum Adat dewasa ini, adalah dengan melihat af#kmiya fungsi yang
diembannya seperti menyelesaikan sengketa sebagaink@nsep
Beschikkingrecht yang dikemukakan von Vollenhoven. Semakin
banyaknya sengketa mengenai ‘tanah ulayat’ sagamy diselesaikan di
pengadilan Negeri menunjukkan keberadaan Masyatdk&tim Adat
semakin memudar. Akan tetapi, hal itu bukan bersetara otomatis
masyarakat hukum adat yang tidak ada lagi akan hiangkan hak
ulayat.

2. Kedudukan hasil kerapatan Masyarakat Hukum Adak&edibawa ke
dalam Pengadilan Negeri hanya dapat ditunjukkaralneketerangan
saksi. Kedudukan transaksi-transaksi tanah yamdgkbn secara terang

dan tunai dihadapan Masyarakat Hukum Adat tidak yedakan akta
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otentik sebagaimana lazimnya dikenal dalam sistarkuim Eropa
Kontinental. Dimana, akta otentik memiliki kekuatpembuktian lebih
dari alat bukti lainnya dalam persidangan perdatzedgadilan negeri di
Indonesia. Sehingga dalam kasus sengketa tanah waaldpatkan

masyarakat hukum adat atau tanah adat sangat kKautukeaktifan
hakim dalam memanggil saksi-saksi yang akan megkaan duduk
perkara di hadapan pengadilan negeri. Sehinggagosesy atau
kelompok orang yang mengklaim hak ulayatnya atdsdaag tanah,
tentu tidak bisa langsung dipastikan bahwa mereldah Masyarakat
Hukum Adat yang berkuasa atas suatu tanah dengén uleyat,

melainkan harus diuji kebenarannya oleh hakim.

3. Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 11/Pdo@PN-SDK
belum sepenuhnya mengikuti pengaturan dalam Pd$lHIR yaitu
kedudukan hakim untuk membantu pihak yang datapgdanya dalam
memberi nasehat dan pertolongan sehingga kemunglgngatan tidak
dapat diterimar{iet onvankelijk verklaarddapat dihindariSelain itu,
UU 4 Tahun 2004entang Kekuasaan Kehakim@oN Tahun 2004 No.
8, TLN No. 4358) Pasal 5 mengharuskan pengadilankumembantu
pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalaatemdian rintangan
untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhagat,c dan biaya
ringan. Selain itu, untuk mencapai suatu putusamgyalitgemaak,
hakim telah diberi hak untuk memanggil seorang lpketiga untukikut
serta di dalam prose@kut berperkara) sehingga hakim dapat memberi

putusan terhadap segala orang yang berkepentingan.

5.2. SARAN
Berangkat dari pembahasan dan kesimpulan yangatigemaka saran
yang diajukan dalam karya tulis ini adalah sebagaikut:
1. Setelah memahami permasalahan yang terjadi dalanyelesaian
sengketa tanah ulayat yang tidak melibatkan bebegpdmmk terkait yang
penting dalam penyelesaian kasus ini maka pentagy bakim untuk

lebih berusaha mencari dan menemukan hukum. Halkamtjnya, tidak
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semata-mata menjadi corong undang-undang yang dikaja sidang
hanya sebagai formalitas belaka.

2. Sulitnya masyarakat memeperoleh akses terhadap tak@h perlu
mendapatkan perhatian lebih lanjut. Terlebih, dafaintanah adat yang
telah kehilangan kekuatan masyarakat hukum adatnyasyarakat
hukum adat yang tidak hidup lagi akan menyisakarahaadat yang
masih diduduki orang yang tadinya anggota masyarhkéEum adat
tersebut. Tanah seperti inilah yang kerap menjadih sengketa. Oleh
karena itu, dengan koordinasi dari Badan Pertan&legara Indonesia
dengan memberikan suatu kewenangan untuk mengam&nttanah-
tanah adat terlebih tanah adat yang tidak menmigsyarakat adat lagi.

3. Terkait masalah hak ulayat dan keberadaan Masyatldaum Adat,
adalah penting bagi pemerintah mengikuti perkemaangdari
Masyarakat Hukum Adat, agar dapat diambil langkahgyperlu. Kelak,
ketidakserasian pemerintah dengan Masyarakat Huldfat, tidak
menjadi masalah yang menghambat pembangunan nlagienebih
menyangkut hak ulayat. Sehingga perlulah dilakukanelitian lebih
lanjut mengenai keberadaaan Masyarakat Hukum Adatkeéberadaan
Hak Ulayat yang masih ada dan keberadaannya draamtasyarakat

serta pengaruhnya terhadap pembangunan Indonesia.
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PUTUSAN
No. 11/Pt.G/2009/PN-SDK

“DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Neger Sidikalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
perdata pada tingkat pertama dengan susunan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam

perkare antara ;

LAMINTA BR TURNIP & Uniur 69 Tahun, Pekerjaan bertani, Tempat Tinggal di Jin.
Sidikalang ke Tigalinga KiM.§ Desa Sungai Raya Kecamatan
Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi, selanjutnya disebut
sehagai  Penspugat ; '
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada PARHEHEAN

SMHOMBING sevagal wakilnya vang sah berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal

i§ A
i\? 2 april 2009,

wt iAW AN

‘;5}-"‘:’{“ CABRUL GATAN MANIK: Umur 45 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal
% ' di Jalan Kuta Tengah (sebelum Kantor KUD) Desa Sungai

Raya  Kecamatan Siempatnempu, Kabupaten  Dairi;

selanjuinya disebut sebagai Tergugat $
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AP, LUMBAN

! TOBING scbagai wakilnya yang sah berdasarkan Surat Kuasa Insidenti] tertanggal 29
Juni 2609; '

‘ PENGADILAN NEGERI TERSERUT

Telah membaca berkas perkara,

Tetal mempelajari surat-surag hukti,

Telah mendengar pihak - pinhak vang berperkara dan keterangan saksi-saksi dari

kedua helah pibak tersehut ;

TENTANG DUDUKNY A PERKARA

Menimbang, buhwa Pengongat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Abpril

200% yang telah didaftarkan dj Kepandteraan Pengadilan Negeri Sidikaﬁang pdda tanggal
d v - . ;

: 30 April 2009 dengan Register No.i1/ pdt. g/ 2008/ PN-SDK, mengemukakan hal-hal
§ sebagal berikut -

;3 - Rahwa Penggugat adalah Janda almarhum Pansiys Sihombing yang telah meninggal
3 dunio padatahun 1968 ; '

}

7
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- Bahwa dart heeil perkawinan Pansius Sihombing dengan Laminta br., Turnip
(Pengpugaty dikarunial Tuhan 1 (satu) orang anak laki-laki bernama : Parhehean
Sihemibing, yang menurut hukum dapat dan mohon ditetapkan bahwa Penggugat
adish Jondaalmarhum Pansius Sthombing dan Parhehean Sihombing adalah anak

vang dilahirkan dari hasil perkawinan Pansius Sihombing dengan Penggugat ;

- Baowa berdasarkan  Surat Penyershan tanah yang diterakan diatas kertas Segel

tectanegal Huta Baru 26 Juli 1998 yang dibuat dan ditanda tangani oleh R. BR.

HUMBING (Op Sodugaon) sebogui piliak pertama telsh menyerahkan sebidang

tanih kebun kepada Pengpugat seluas £ 37 rante, untuk dan oleh karena itu

Susidl L
l®]

e

vgat adalah sebagai Pemilik yang sah atas scbidang tanah kebun, yang terletak
di Bomo, Desa Laenuaha. Kecamatan Siempatnempu Hulu, Kabupaten Dairi,

Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- bebelah Ulara * Berbutas dengan tanah M. Lumbangaol ;
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan Tanah Nan Jaston br.Sihombing ;
- Sebelah Timur : Berbatas  dengan tanah Kornel Nababan dan tanah

S B ol B e e

Crustan Pane ;

v\ - Sebelah Barat : Berbatas dengan Tanah Marihot Sinaga ;
—l,; Bahwa tanah vang diserahkan R. BR, SITHOMRBRING (Op Sodugaon) dengan tiba-
tiba tanpa sepenigetahuan day izin Penggugat, Tergugat telah mengusahai sebagian
iazwh terschut lebih kurang + 20 rante dengan cara mentraktor kemudian sekarang

tefun ditanami dengan tanaman Coklat dibagian pinggirannya sedangkan ditegah

masih kosong. yaitu yang disebelah Timur tanah yang dibeli Penggugat, sehingga

}f tanati yang diserobot oleh Tergugat dengan batas-batas :

4 - Nebelah Ulara : Berbatas dengan tanah M. Lumbangaol ;

% - Sebelah Selatan © Berbatas dengan Tanah Nan Jaston br.Sihombing ;

:«: - Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Komel Nababan dan tanah
% Gustap Pane ;

EE Sebelah Barat © Berbatas dengan Tanah Penggugat ;

Sclhanjumya disebut objek sengkeia

S

- Babwa seteiah tanah terperkara dibeli oleh Penggugat tahun 1998 langsung ditraktor
oleli Penggugat, dengan maksud untuk ditanami dengan tanaman Ubi dan pada -
waktu it tidak ada yang merasa keberatan, kernudian diulang di Traktor tahun 1999,
dan tahun 2000, juga tidak ada keh raten termasuk Tergugat, mengingat karena
Pengaugat adalah sebagai seorang janda yang tenaga hanya terbatas, sehingga tanah
terperkara tdak diusahai ;

+ Bahwa kemudian pada tahun 2006 karena diperkenalkan oleh Surung - Siburian

sebagal mantan Kepala Desa Sungai Raya ada marga  Marbun mendatangi
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Fenggugat dengan maksud meminjam tanah Penggugat yang menjadi objek sengketa
mtuk divsahal menanam tanaman Ubi Taiwan dengan sewa yang disepekatai

schesar Rp. 1.200.000 satu tahun, schingga Marga Marbun tersebut mentraktor tanah

tevperkara, akan tetapi tidak berlanjut karena tidak sesuai dengan harga sewa yang

disepekati oleh marga Marbun tersebut dengan Penggugat ;

- Bahwa dalam bulan Perbruari yang lalu, Penggugat pergi melihat tanah penggugat
tetnyata sudah ditraktor scbagion yaitu yang menjadi objek sengketa, kemudian
Fepgguial mencari tau informasi dari masyarakat bahwa yang mentraktor itu adalah

Tereupat ;

S e P Ry B e

- Dahwe tidak berselang berapa lama Tergugat mendatangi Penggugat kerumah

SE AN

Penggugat dengan mengatakan bahwa tanah terperkara sudah ditraktor Tergugat

samoil mengatakan bahwa Terpugat berhak mentraktor tanah di wilayah borno
karena scbagal raja tanah |

- DBahwa untuk kepastian hukum  dalam perkara ini karena Tergugat adalah
merampas/menycrobot tanah terperkara, oleh Hukum bahwa perbuatan Tergugat

adaiah perbuatan Melawan Hukum {onrechtmatigedaad) ;

<

1&%} 2 Bt v i N0 P Ser
- //I

- Habwa untuk kepastian hukum Penggugat perlu mendapat putusan dari Pengadilan

Megeri Sidikalang yang menyatakan bahwa tanah terperkara adalah Hak milik
Penggugat ;
- Babva olch karena tanah lerperkara ddalah hak milik Penggugat, maka mohon

menghukum Tergugat atau mun orang lain yang mendapat hak dari mereka atau

stepapun juge. meninggalkan tanah terperkara, untuk diserahkan daldm keadaan baik
belias dan kosong kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah ;

- Babewa karena Surat Penyerahan tanah yang diterakan diatas kertas Segel tertanggal

Huta Baru 26 ali 1998 yang dibuat dan ditanda tangani oleh R, BR. SIHOMBING

(©3p Sodugaon), adalaly dibuat secard terang dan tunai maka menurut Hukum

R A S )

huruslah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum serta mengikat ;

A T e

- Bahwa Karena gugatan ini adalah dj dukung dengan bukti-bukt; yang kuat dan

auteniik maka putusan ini da pat dijalankan lebih dahulu, walupun ada perlawanan,

e

banding maupun kasa31 dari Tergugatl ( uitvoerbaar bij voorraad ) ;

P

- Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak di inginkan dari Tergugat, maupun niat
yan,; timbul dari pikirannya, untuk menjauhkan diri dari pelaksanaan isi putusan
perkara ini, maka mohon diletakkan sita Revindikator Beslag atas tanah terperkara,
dan agar gugatan penggugat tidak hampa dibelakang hari mohon diletakkan sita
Jeminan (Conservatoir Beslaq) atas harta bergerak maupun harta tetap milik tergugat

vang akan saya hunjuk dengan permohonan tersendiri ;
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- Bakwa karena timbulnya masalah ini, adalah akibat perbuatan Tergugat mohon
dihukum membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini ;
- Bahwa hal-hal yang belum di terangkan dalam gugatan ini, dapat saya terangkan
dipursidangan nantinya | ' '
Berdasarkan hal-hal yang saya uraikan diatas mohon kepada Bapak
Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menetapkan
suatu harl persidangan dengan memerintahkan jurusita/jurusita pengganti dibawah
pimpinan Bapak memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk disidangkan dan
sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR;

. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Moryatakan nienjadi hukum bahwa Penggugat adalah Janda almarhum  Pansius
Sihombing dan Parhehean Sihombing adalah anak yang dilahirkan dari hasil
perkav/inan Passius Sthombing dengan Penggugat ;

Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan  hukum
(onrechtmatigedaad) ;

Menyatakan tahwa Surat Penyeraban tanah yang diterakan diatas kertas Segel
tervinggal Huata Baru 26 Juli 1998 yang dibuat dan ditanda tangani oleh R. BR.

HOMBIMG (Cp Sodugaon), kepada Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum

serfta mengixat |

Iw«, Meiyatakan balwa tanah terperkara yang terletak di Borno Desa Laenuaha,
:fo Kecamatan Siempatnempu Hulu, Kabupaten Dairi, Propinsi Sumatera Utara dengan
'ft hatas-batas scbagai berikut ;

L
bV ooy

a Sebelah Utara ¢ Berbatas dengan tanah M. Lumbangaol;
‘{g Nebeian Selatan : Berbatas dengan Tanah Nan Jaston br.Sihombing ;
i Sebelah Timur . Berbatas  dengan tanabh Kornel Nababan dan tanah

g

5

Gustap Pane ;

sebelah Barat : Berbatas dengan Tanah Pengpugat ;
Adalah hak milik Penggugat.

6. Menghukum Tergugat maupun orang lain yang mendapat hak dari Tergugat atau

siapapun juga. untuk meninggalkan tanah terperkara, agar diserahkan dalam keadaan

bail, bebas dan kosong dari kepemilikan orang lain kepada Penggugat ;

7. Menystakan surat-surat yang di miliki Tergugat ataupun orang lain yang merugikan

kepada Penggugat, dinyatakan batal demi hukum atau setidak tidaknya dinyatakan
tidak berkekuatan hukum ;
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8. Menyatakan Ievindikatoir Beslag  yang diletakkan atas objek sengketa dan
Conservatoir Beslag atas harta milik Tergugat adalah sah dan berharga ;

7. Menghukum Tergugat membayar ongkos yang timbul dalam perkara inj ;

10. Fufr,:nmrint&hkm putusan ini dupat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Perlawanan,
Fanding maupun Kasasi dari Tergugat-1 maupun Tergugat-Il (uitvoerbaar bij
vaoorraad) ;

Jikalou Bapak Hakim berpendapat lain mohon putusan yang patut dan adi] menurut

hukum. (ex acqua etbono) ;

Menimbang,  bahva pada persidangan yang ditetapkan, telah datang
menchadap, untok Penggugat adalah Penggugat sendiri Sdr. LAMINTA Br. TURNIP
bersama - sama dengan Kuasanya Sdr. PARHEHEAN SIHOMBING, berdasarkan Surat

Kumsa Kbusus (Kuasa Insidentil) tertanggal 29 April 2009 daftar Register No.

3 , \\'f?.i)n‘UM.(}7.()5~O7/2009, tanggal 30 April 2009. Untuk Tergugat, adalah Tergugat

sendint Sdr. ABDUL GAJAH M ANIK, kemudian oleh Kuasarya (Kuasa Insidentil) Sdr.
APCTUMBAN TOBING berdasarkan Swat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2009,
duftar Reghsier No. W2.I.)n.UMYO7.OS/l9/I-¥k/2009, tanggal 29 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa Pada kesempatan pertama Majelis Hdkim telah berupaya
intek mendamaikan kedug belah pihak yang berperkara serta telah dilakukan proses
mediasi vieh mediator “akim Sdr. M.ARITONANG, SH. namun upaya — updya
perdamaian tersebut tidak berhasii, maka pemecriksaan dilanjutkan, diawalj dengan
pembicdan Suraf Gugatan dimana atas pertanyaan Hakim Penggugat menydtakan
pihaknya herletap pada gugatannya ;

Kuasanya telan mengajukan  jawaban tertanggal 29 Juni 2009 yang dibacakan

dipersidangan vaitu:

Bahwa setelah tergugat membaca dan mempelajari gugatan Penggugat adalah

tidak benar dan tidak berdasar atas Hukum yang berlaku sehingga Tergugat menolak

kecuali dengan tegas diakui seperti tersebyt dibawah ini
Lo Gugatan Kabur dan tidak jclas ;

Buhwa segala apa yang Tergugat uraikan diatas b

ahwa gugatan Penggugat yang
menyatakan bahwa Tergug

at menguasai tanah miliknya yang diperoleh dari R, Br

Hombing yang terlaetak dj Borno Desa Lae Nuaha Kec, Siempat Nempu Huly

sebagaimana dengan batas - batas vang disebutkmmya dal
henar

am gugatannya tidaklah

Pengajuan gugatan ..., Sandoro Purba, FH Ul, 2011

Menimbang, bahwa atag gugatan Penggupat tersebut, Tergugat melalui.



Dan Tergugat tidak tahu menahu atas hal tersebut karena Borno Desa Lae Nuaha,
Kee. Siempat nempu Hulu yang discbutkan oleh Penggugat tidak Tergugat ketahui
dan lebih tegasnya lagi Tergugat tidak pernah menguasai tanah milik Penggugat di

Borno Desa Lac Nuzha, Kec. Sicmpat nempu Hulu Kabupaten Dairi ;

Berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat menilai bahwa Penggugat dalam
mengajukan Gugatannya jelas mengada — ada karena lokasi tanah yang Penggugat
uraikan tidak jelas letak dan lokasinya maka bersama ini mohon kepada Bapak
Majehs akim supava gugatan Penggugat ditolak atau setidak — tidaknya

dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraion Tergugat tersebut diatas mohon kepada Bapak Hakim
Kelua/Majchis yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan

vang amamya berbunyi sebagai berikut ;

PRAMATR.
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos ~ ongkos yang

timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa  atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui
Kuusanya mengajukan replik tertanggal 13 Juli 2009, kemudian atas replik tersebut
Fergugat mefalui kuasanya mengajukan duplik tertanggal 29 Juli 2009, yang untuk
sinpkat Replik dan Duplik tersebut dianggap telah dimuat dan tetap terlampir sebagai
selil kesatuan yar.g tidak terpisahkan dalam Putusan ini §

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya

Penpgugdt di persidangan telah menyerahkan alat bukii surat berupa :

I. Fotocopy Surat Penyerahan Tansh tertanggal 26 Juli 1998, surat bukti tersebut telah

dibubhi materai secukupnya telah dilegalisir dan di persidangan telah disesuaikan

dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;

2, ,F'otocc—p'y surat  keterangan pendaftaran tanah No. 1338/Agr/IV/SKPT/1981

tertinggal 17 oktober 1981, surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya

telah dilegalisir dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya
diberi tanda P-2;

5. Folocopy  surat keterangun pendaftaran tanah  No. 1337/Agr/IV/SKPT/1981

tertanggal 17 oktober 1981, surat bukti tersebut telah dibubuhi materaj secukupnya
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telaly dilegalisiv dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya
dibori tanda P-

4. Fotocopy Surat Lembaga Adat Budaya Pakpak Sulang Silima Marga Capah Lebuh

lae Meang Sikerbo tertanggul 24 Tebruari 2006, surat bukti tersebut telah dibubuhi

wateral sccukupnya telah dilegalisic dan di persidangan telah disesuaikan dengan

aslinya selanjutnya diberl tanda 1-4;

¥

- Fotocopy swrat keterangan  pemerintah kabupaten dairi Kecamatan Siempat Nempu
Hulu Kepala Desa Lae Nuaha Nomor §93/782/K1)/2008 tertanggal 10 Juli 2008 yang
hendatangani cleh Kepala Desa Lac Nuaha, selanjutnya diberi tanda P-5;

Munimbang, bahwa di samping surat bukti tersebut di atas Penggugat juga
mengnyukan 3 (dga) orang saksi ke persidangan yaitu ;
I SINTA TBR BINTANG, yany memberikan keterangan di bawah sumpah pada
pokaknya shh
- Bahwa saksi mengetahui pgrmasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah
mengenai perkara tanah diborno setelah diceritakan oleh Penggugat;

- Bahwa saksi adalah raja nidapot di Binara yang memberikan tanah kepada yang
meminta serta tidak ada dituat surat;

- Bahwa dikampung Lae Nusha hanya ada marga kudadiri dan suami saksi
bermarga Kuda dirl yang merupakan raja tanah marga Kuda diri di daerah Binara

sampai Ke Bormno;

- Bahwa suanii saksi teleh meninggal dunia dan dahulu pada waktu yang saksi
udak ingat lagl, Penggugat pernah minta tanah kepada suami saksi (Oppung
Roni) untuk ditanami jagung dan beras dengan memberikan adat kepada suami
saksi berupa beras seabgai syarat kira-kira 3 (tiga) takar:

Bahwa suami saksi menceritakan kepada saksi bahwa keadaan tanah sebeium
diberikan kepada Penggugat adalah dalam keadaan kosong;

- Babwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut ada dikerjakan oleh Penggugat;

- Bahwa kebiasaan dikampung apabila ada pesta maka raja nidapot atau raja tanah
mendapit jambar dan telah disetujui oleh semuanya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang anak Penggugat dan saksi tidak
mengetahul nama dan marga suami Penggugat;

- Bahwa saksi meagetahui i Romo dahulu hanya terdapat marga Kuda Diri tetapi
ada Juga Marga Gajah Maniktetapi wilayahnya sudah berbeda;

PANDAPOTAN HUTAPEA, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada

135}

pekoknya sbb
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Bahwa sarsi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Terg‘l.gat
adalah mengenai permasalahan tanah seluas lebih kurang 37 (tiga puluh tujuh)
rante; o
Bahwa saksi pernah menjadi kepala desa di Lac Nuaha sejak 1985 dan berh'cntl
padu tahan 2005 dan seruenjak 2005 samapi sekarang kepala desa si Lac Nuaha
adalah Br Sthombing:
- Bahwa suami Pengpugat bermarga Sihorabing tetapi telah meninggal dunia tetapi
tidak tngat kapan dan meniliki anak tetapi saksi tidak tahu berapa orang;
- Bahwa saksi tidak tahu letak dan batas-batas tanah yang diperkarakan tetapi
masih termasuk ke dalam wilayah Desa Lae Nuaha;
Bahwa sebagian Borno adalah masuk ke dalam wilayah desa Lae Nuaha;
- Bahwa dahulu mula-mulonya raja nidapot di Desa Lae Nuaha adalah kudadiri
dan sckarang terdapat raja nidapot antava lain. Sagala, Capah, Kuda diri seperti di
Pusun Binara terdgapat Kudadiri, di Sihorbo terdapat marga Sagala dan di KM 3
sebagiun marga Kudadiris
Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Sulang Silima terdapat di kampung itu
ketena setahu saksi yang menguasai kampung tersebut adalah marga Kuda diri;
Babwia yang mendapatkan jambar raja nidapot adalah marga kudadiri dan seingat
sakst ditanah yany digugat yang mendapat jambar raja nidapot adalah Marga
Kudadiri saja,

Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah kelokasi dan tidak mengetahui siapa

dahulu dan yang sekarang yang mengerjakan tanah tersebut;
- Babwa saksi sebagai kepala desa pada waktu itu mengetahui tentang surat
penyeralion tanah lertangeal 26 juli 1998 dan ada menandatangani surat
penyerahan tersebut;

22 dr e s

- Bahw

Srad:

a pada waktu itu saksi diundang oleh Penggugat dan Br Sihombing juga
marga Kudadiri ke rumah Br Turmn

siibed

A

ip di KM Lima Sungai Raya tetapi saks tidak
bisa datang;

- Bahwa pada wakw yang saksi tidak ingat persis tetapi malam hari dibawa

saksi surat segel tersebut dimana telah ditandatangani oleh saksi-

dan raja nidapot semuanys kemudian saksi tandatangani yang menyebutkan

mengetahui sebagai kepala desa Lae Nuah

Kerumah saksi

a, dimana Somat Kudadir terlebih
dahulu menyatakan sudah benar tanah mereka;

Bahwa saksi mengetahui nama suami Br Sihombing yang menjual tanah kepada

Ienggugat adalah bermurga Silaban;
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Bahwa saksi tidak mengetahui Br Sihombing mendapat tanah sebelum
menyerahkannya kepada Penggugat tetapi saksi pecaya saja kepada Suami Br
Bintang yaitu Somat Kudadiri;

Bahwa tanah terperakara sebgian termasuk kedalam wilayah Siempat Mnempu
Huhy dan Dusun Borno masuk sebagian tetapi tidak semuanya;

Bahwa setahu saksi di desa Lae Nuaha tidak ada murga Gajah Manik dan dulu

saut saksi sebagai kepala desa tidak ada mencatat registernya;

Rahwa saksi tidak ada memeriksa lokasi dan meninjau tanah terperkara dan tidak
nengetahul dimana kampung dari saksi-saksi- yang menandatangani surat
penyerahan tersebut;

Bahwa vang mendapat jambar apabila ada pesta di Bomo adalah marga

i}
b

Kudadiri;

DERAMA SILABAN, yang uemberikan Kketerangan di bawah sumpah pada

dulkoknya shb

Bahwa saksi mengetabui  permasalahan pengguat dengan Tergugat adalah
mengenat tanah yang asnye kira-kira kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) rante
yang dahulu batas-batasnya
- Scbelah Utars berbatasan dengan tanah M. L.umbangaol;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pak Kornel Nababan dan Pak
Pane;
- Srbelah Selatan berbatasan dengan Jaston Br Sithombing;
- bebelah Timur berbatasan dengan tanah Br Turnip;
Rahwa saksi adalah anak ke 2 (dua) dari 8 (delapan) bersaudara dan telah kawin
semua serta tanah yang diperkarakan adalah tanah bapak saksi;
Pabwa dulu orang tua saksi mendapat tanah dari tuan tanah di desa itu karena
orangtic saksi pandai bekerja dan waktu itu tanpa ada surat menyurat kernudian
Peiika butuh uvang lalv orang tua- saksi memberikan tanah tersebut kepada
Penggupat atas persetujuan tuan tanah tersebut dengan mendapatkan uang yang
saksi tidak ingat lagi j umiahnya berapa;
Bahwa orang tua suksi telah meninggal tahun 1989 tetapi mamak saksi masih
hidup dan relah tua sertn kurang sehat sehingga tidak bisa hadir menjadi saksi;
Bahwa suami Penggugat teiah meninggal tapi tidak tahu tahun berapa dan tanah
dijual sekitar tahun 1998 dan sebelum dijual dulu ditanami kopi, kayu putih
tetapl sctelnh dijual saksi tidak mengetahui lagi siapa yang mengerjakan dan
saksi mendengar cerita bahwa tanah tersebut telah ditraktor oleh marga Gajah
Manik;
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- Bahwa anah terperkara masuk kepada desa Lae Nuaha tapi tidak tahu dusun apa
rarena tabun 1985 saksi teleh menikah dengan marga Manalu sehingga tidak ikut
fegr bekerja disitu,

- Babwa tidak pernah ada lavangan dari siapapun begitu juga larangan dari mzirga
Gajah Maniksewaktu suksi ikut mengerjukan tanah tersebut;

Bahwa orang tua saksi mendapat tanah dari marga Kudadiri dan atas persetujuan
Kudadiri sebagai tuan tanah lalu diberikan kepada orang tua saksi dan tidak
mermpunyai alas hak;

Bahwa karena orang tua saksi kuat mengerjakan tanah sehingga diberikan tanah
olch Raja tanah dan saat iw tidak ada dibuat surat tanah karena belum
dimasyarakatkan dan belum diterapkan tetapi kalau sudah dikerjakan sudah dapat’
dinmutiki;

-~ Bahwa ladang di Borno termasuk kedalam Desa Lae Nuaha dan setahu saksi
nerick saksi sudah berada di Desa Lae Nuaha serta semenjak saksi SD telah ikut
me:ngerjakan ladang tersebut dan bapak saksi Juga dikuburkan di depan rumah di
Huta Bayw dimana setahu saksi adalah tanah kepunyaan marga tanah Kudadiri;
Menimbang, bahwa untuk raenguatkan dalil Jawabannya Tergugat melalui

Ko ).‘asan}.fa memajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotecopy Surat Keputusan Lembaga Adat Pak-pak Sulang Silima Marga
Gajah Maniktentary pengangkatan Tergugat scbagai ketua Sulang Silima
Marga  Gajah Manikiertanggal 24 Mei 2007, surat bukti tersebut telah
dibubuhi matera’ secukupnya telah dilegulisic dan di persidangan  telah

discsuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-1;

[

Fotocopy Surat Ketcrangan Kepal Desa Sungai Raya tangggl 27 Juni 2009
No. 140/109/KD/2009 dan diketahui oleh camat siempat nempu hulu dan
$ sural bukti tersebut teluh dibubuhi matera; sccukupnya telah dilegalisir
i sclanjutnya diberi tanda T-2;

3. Ferocopy Surat watas-watas lebuh pertanohen Marga Gajah Maniktentang
batas wilayah marga Gajah Maniktertanggal 13-08-1985 dan surat bukti

tersebut telah dibubuhi materai secukupnya telah dilegalisir selanjutnya

diberi tanda T-3;

4. Totocopy Surat sejerah dari negeri Siempat Nempoeh tertanggal 20 Januari
1940 oleh De Demang deer Dairilanden dan surat bukti tersebut telah
dibubuli materai secukupnya telah dilegalisir dan dj persidangan telah

disesuaiian dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-4;
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5. FPotocopy Surat keterangan berbahasa belanda VERBINTENIS tertanggal 10
Juni 1913 dan surat buku tersebut telah dibubuhi materai secukupnya telah
dilegalisir selanjutnya diberi tanda T-5; '

6. Fotocopy Surat keterangan tentang pemberian ijin kepada ALT MARGA
SIHALOHO,untuk berkuasa dan membuat perkampungan di Selemboyah
vang disaksikan oleh Partaki Binara IV Nempoe tertanggal 4 Oktober 1920
dan ditandatangani oleh VOOR EENSLUIDEN AFSCRIFT, selaku De
Damang der Dairtlanden dan surat bukti tersebut telah dibubuhi materal
secukupnya telah dilegalisir selanjutnya diberi tanda T-6;

7. Votocopy surat KAART dari Negeri SIEMPATNEMPOE Peta Tanah mi|

marga Gajah Manikdi wilayah Sungai Raya dan Binara tertanggal 20 Januari

1940 oleh De Demang der Dairilanden dan surat bukti tersebut telah dibubuhi

materar secukupnya telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda T-7;

e

[Fotocopy surat pernyataan tentang pengakuan dari masyarakat Sungai Raya
vang menyatakan bahwa Marga Gajah Manikadalah pemegang hak ulayat
tertanggal 19-12-2005 dan surat bukti tersebut telah dibubuhi materai
scetikupnya telah dilegatisiv dan di persidangan telah disesuaikan déngan
aslinyu selanjutnya diberi tanda T-8;

9. Fotocopy surat pergakuan mencabut kesaksian dari masyarakat S\ingai Raya
tentang adanya surat yang ditandatangani pada tanggal 26 Juli 1998, tanpa
sepengetahuan - raja  tansh/  pemegang hak ulayat marga Gajah
Manikiertanggal 16 mei 2009 dan surat bukti tersebut telah dibubuhi materai

secukupnya telah dilegalisir selanjutnya diberi tanda T-9;

=
=

- Folocopy surat pernyataan dari lermbaga adat pakpak sulang silima marga
ujung tentang perianahan marga Gajah Manikiertanggal 08 Desember 2005
dan surat bukti tersebut telab dibubuhi materai secukupnya telah dilegalisir,
selanjutnya diberi tanda T-10; _

i1 Fotocopy Surat pernyataan dari GR. L. E STIHOTANG yang sejak tahun 1980

telah mengakui bahwa tuan tanah di Desa Sungai Raya adalah marga Gajah

Manikdan surat bukti terscbut telah dibubuhi materai secukupnya telah

dilegalisir, selanjutnya diberi tanda T-11;

2. Fotocopy surat keterangan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan

r

Nasional tertanggal 24 Juni 2009 tentang penjelasan Peraturan menteri
Agraria Nomor S Tahun 1999, tentang pedoman penyelesaian maszﬂah hak
ulayat masyarakat hukum adat, selanjutnya diberi tanda T-12;

13, Fotocopy Surat edoran Bupati Dairi No, 590/8859, tanggal 18 Oktober 2001

tentang keberadaar. tanah Ulayat/tanah marga, selanjutnya diberi tanda T-13;
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L4 Fotocopy SURAT PELEPASAN ATAS HAK TANAH lembaga adat pakpak
sulang  silima marga  Gajah Maniktertanggal 20 pebruari 2009 no.
 06/LASSM/FEB/0S, seianjutnya diberi tanda T-14;
15, Fotocopy SURAT PELEPASAN ATAS HAK TANAH lembaga adat pakpak
sulang  silima marga  Gajah Maniktertanggal 01  Agustus 2009 no.
O7/LAPSSMGM/2009, surat  bukti  tersebut telah dibubuhi materai

s S i x o =

sccukupnya telah dilegalisir dan di persidangan telah disesuaikan dengan

aslinya selanjutnya diberi tanda T-15;

16. Fotocopy surat penyerahan fanah tertanggal 01-08-2009 dari Marolop
sthombing kepada aler sinaga surat bukti tersebut telah dibubuhi materai
secukupnya telah dilegalisir dan di persidangan telah disesuaikan dehgan
aslinya selanjutnya diberi tanda T-16;

i7. Fowocopy Surat Lembaga Adat Pakpak Sulang Silima Marga Ujung NO.
OBAV/LAPSSMU/2009 tentang surat alas tanah tertanggal 16 Juni 2009,
surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya telah dilegalisir dan di
persidangan telah disesuaiksn dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-17;

18, Fotocopy surat keterangan dari lembaga adat pakpak sulang silima sipitu
marga si cike-cike No. IST.LASSSM/VII/2009 tertanggal 10 agustus 2009,
sural bukti tersebut telab dibubuhi materai secukupnya telah dilegalisir dan di
persidangan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-18;

10, Fotocopy Surat Lembaga Adat Pakpak Sulang Silima Marga Ujung NO.
TOAVILAPSSMU/2009 tentang surat alas tanah tertanggal 30 Juni 2009,
surat bukti tersebul telah dibubuhi materai secukupnya telah dilegalisir,
selonjutnya diberi tar da T-19;

20. Fotocopy Surat kelerangan nomor 140/134/KD/2009 tertanggal 28 september

2009 yang ditandatangani oleh kpela desa Sungai Raya Mawardi Berampu,

Fotocopy Surat Lembaga Adat Pakpak Sulang Silima Marga Ujung NO.
CR/IV/LASSMU/2009 tentang surat alas tanah tertanggal 16 Juni 2009, surat
bukii tersebut telah dibubuhi materai secukupnya telah dilegalisir dan di
pursidangan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Fotecopy surat keterangan dari Pemerintah kabupaten Dairi Kecamatan
Siempat Nempu hulu no. 140/470/2008 tertanggal 30 September 2009, surat
y bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya telah dilegalisir dan di
‘ persidangan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Votocopy  surat  Sulang  silima marga sagala sikerbo julu No.

OL/SSMS/10/2009 tertanggal  Oktober 2009, surat bukti tersebut telah
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dibubuli materai secukupnys telah dilegalisir dan di persidangan telah
disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-22;
Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan saksi dalam perkara ini sebagai
berikut;
I. B'NSAR SIANTURI,  yang wmemberikan keterangan di bawah sumpah pada
pokakinya sbb
Barnwva saksi mengetahut antara Penggugat den Tergugat ada berperkara;
Babhwa Sungal Raya masuk kedalam sungai taya kec Siempat Nempu Hulu
kabupaten dairi;
- Bahwa saksi tinggal di Sungal Raya kira-kira semenjak 1954 kurang lebih 50
(lima pulah) tahun;
Ralnva saksi mengetabui ada bagian dari desa borno masuk sebelah Sungai Raya
dar raja tanak;
Bahwa saksi mengetahul tentang tanah di Borno yang diperkarakan antara
Penggugar dengan Tergugat tetap saksi tidak pernah menjalani tanah terperkara;
- Babwa saksi tidak mengetahui sejarah kampung Borno tetapi apabila ada tungga
nihuta ataupun raja nidapot adalah Gajah Manikdan saksi juga mendapat tanah
dari Gajah Manikdan sebagian tanah tersebut telah saksi berikan kepada anak
dan gucu saksi:
- Bahwa saksi mengetanui di Borno sering terjadi jual beli tanah dengan cara suka
sama suka lalu di beri tanah;

Dalwa saksi tidak mengetahui Br Hombing menjual tanah kepada Penggugat;

) 3‘ - Bahwu di desa Sungal Raya yang mendapat jambar apabila ada pesta adalah
f “Jajah Maniksebagai raju nidapot sedangkan di Lae Nuaha saksi tidak tahu;
g - DBabwa saksi tidak tahu di Lae Nuaha tedapat Sulang Silima;
e
f Bahwa saksi mengetahui Penpgugat tinggal di Sungai Raya dan yang duluan ke
f Sungai Raya adalah Pcnggugal barulah saksi;
4
- Bahwa Penggugat memilki anak namanya Parhehean Sihombing yang lahir di
j Kampung itu juga;
25' Bahwa soksi tidak mengetashul apakah Penggugat pernah membuat pesta
dirumahnya karena kediaman saksi dengen Tergugat adAlah jauh berjarak kira-
T Kira 1 (satu) kilometer;

Bahwa untuk mendapatkan tanah di Borno diberikan oleh Gajah Manikdan

apabila pindah maka rurnah dan tanah kerabali kepada marga gajah manik;
Bahwa saksi ke Sungai Raya adalah setelah kawin dari siborong-borong dan
1' kemudian meminta tanah kepada marga Gajah Manikdengan memberikan sipir-

o
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- ahwa raja nidapot di Borno adalah Partaki Gajah Manikdan hubungan dengan
Tergugat adalah ketumnan dari raja oloan;

Bahwa saat ini kepala desa Sungai Raya adalah bermarga berampu dan kepala
desa [Lae Nuaha adalah Br Siombing;

- Bahwa Tergugat dalah cucu dari Partaki Gajah Manik;

- Bahwa saksi mengeiahui tidak ada keturunan yang lain dari marga Gajah
Manikselain dari pada Tergupat;

- Balwa saksi mengetahui marga Gajah Maniktidak terdapat di borno tetpi hanya
di Sungai Raya; ‘

2. TAPANUET SITUMORANG, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada
pokoknya sbb ;

- Dabwa < aksi mengeiahui Penggugat dan Tergugar beperkara tentang tanah di
borno yang luasnyo lebih kurang 35 (tiga puluh lima) rante yang dahulu
dikerjakan oleh Br Turnip dengan ditanarni padi dan Br Tumip mendapatkan
fanah Lersebut sebelum saksi menjadi kepala desa di desa Lae Nuaha:

Banwea saksi tidak pernah melihat ada pohon durian tumbuh ditanah tersebut dan
sakst Gdak mengetahui dart mana Penggugal mendapatkan tanah tersebut;

Bahiwa saksi mengetahui tentang cara mendapatkan tanah diSungai Raya adalah
harus ada tandatangon si penjual dan sipembeli didalam surat atau surat segel
serta saksi-saksi dan diketahui oleh raja nidapot serta kepala desa dan begitu juga
kaluu ada sulang silima;

Bahwa saksi mengetahui di Sungai Raya ada 2 (dua) marga raja tanah yaitu
marga Maha dan gajah manik;

- Dohwa setahu saksi dzhulu scbagai kepala desa bahwa masalah administrasi dan

bayar pajak tanah tersehut adalah kepada saksi selaky kepala desa Sungai Raya

dan setahu saksi tanah lokasi terperkara juga membayar kewajiban pajak kepada

salesl antara tahun 2000-2007;

Bahwa dulu camat pernab berjanii membuat batas-batas dan saksi kurang

mengetahui tentang perubahan batas desa sant ini;

- Bahwa saksi  telah  Jamag kenal dengan Tergugat dan marga Gajah

Manikkampungnya adalah di Sungai Raya dimana terdapat 20 (dua puluh) KK
yaitu Gajeh Manikketurunan dari 2 (dua) nenck dan dulu keturunan dari oppu

Partaki dari nenek langsung;
Rahwa saksi mengetahui Tergugat ada 8 (delapan) orang bersaudara terdiri dari 5
(hma) laki-lali yang tinggal di kampung;
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- Babwa saksi mengetahui luas Borno adalah 2.000 (dua ribu) hektar dan pemilik
banyak pemilik ladarg yang dari kuta tengah, ada dari Sungai Raya dan ada juga
dari luar;

- Bahwa saksi mengetahui dilokasi tanah terperkara raja tanah adalah marga Gajah
Manikdan tanah adal di Sungai Raya raja tanah adalah marga maha dan Gajah
Muniksedangkan marga kudadivi tidak ada tetapi ada di Lae Nuaha itupun hanya

&

)

tigaj keluarga,

= Bahwa saksi kenal dengan P, Hutapea yaitu mantan kepala Desa Lae Nuaha;

- Bahwa sctahu saks: batus-batas tanah di borno  yaitu Huta baru adalah wilayah
Lac Nuaha dan Pankkiran masih masuk kepada Sungai Raya, dan sependengaran
sakst bahwa borno ilu berbatasan dengan Desa Bintang serta saksi jarang ke
Bormo tetapi selama menjabat kepala Desa wilayah saksi samapi ke panikkiran;

Bahwa batas Sungai Rava dengan Lae Nuaha adalah pemancingan buatan dan
selabiu saksi bahwa sciuma Penggugat mengerjakan tanah tidak pernah diganggu
oleh orang lain,

- Bahwa menurut saksi tanab terperkara adalah hak Penggugat walaupun saksi
ticlak tahu darimana Penggupat mendapatkan tanah tersebut;

Bahwa saksi mengetahui sulang silima dibentuk tshun 2004 dan setahu saksi
tungsinya dan peranannya dalam masyarakat adalah untuk memperkokoh dan
mclestarikan adat;

- DBahwa duly karena masih sunyt dan marga pakpak termasuk Gajah Manikkurang

teman laiu dipanggil dan pendalang dikasih tanah dengan membayar adat;

5. SURIUNG SIBURIAN, vang mermcberikan keterangan dibawah -sumpah yang pada
i rokoknya shb:

Bahwa saks adalah kepala desa di Sungai Raya sejak 1983 sampai 2002 dan saat
saksi sebagai kepala desa tidak mengetahui Jelas siapa yang mengusaai tanah
lerperkara;

Bahwa saksi mengetahui tanah terperkara terletak di Dusun III Borno yang

masuk dalam wilayah Desa Sungai Raya dan saksi tidak mengetahui seluruh

peralthan hak dan tidak mengetahui objek perkara beralih kapan;

Bahwa saksi setabu saksi raja tanah di borno adalah marga Gajah Manikdan

marga inaha juga ada;

- Bahwa raja nidapot adalah Gajah Manikdan saksi diundang ketika pengukuhan
murpa gajah manik;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tetapi kurang mengetahui  apakah

Perggugat ada mamiliki tanah;
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Buhwa suksi tidak keal dengan R Br Sihombing dan di desa saki dahulu tidak
pernah dibuat buku tanah;
Bahwa setahu saksi bahwa objek terperkara adalah termasuk kedalam Desa
Surgal Raya dan saat ini Kepal Desa Sungai Raya adalah mawardi berampu dan
Fepaia Desa Lae Nuaha adalah Br Hombing dan saksi juga kenal dengan P
Hutapea yaitu mantan kepala Desa Lac Nuaha;
Bahwa setahu saksi di Desa Sungai Raya raja nidapot adalah marga Gajah
Manikdan di Desa Lae Nuaha raja nidapot saksi tidak tahu tetapi mendengar ada
marga sagala dan marga capah; ‘
Bahwa sctahu saksi apabila ada jual beli tanah di Sungai Raya maka raja nidapot
adalah marga Gajab  Manikdan saksi tidak pernah mendengar Gajah
Manikscbagai raja nidapot di Lae Nuaha;
Bahwa saksi persis thu tentang objek perkara adalah terletak di Borno dan saksi
pernah menandatangani surat-surat dari tanah yang berbatasan langsung dengan
ohjek perkara;
Bahwa selama saksi menjado kepala desa tidak pernah ada sengketa mengenai
batas dengan desa lainnya dan mutlak Borno masuk ke Sungai Raya serta saksi
tidak pernah menandatangani PBD tanah terperkara;
Bubrwa vang menentukan Borno masuk ke Sungai Raya adalah Camat dan tanah
objek terperkara sampai ke arah timur adlah masuk kedalam Desa Sungai Raya;
Bahwa saksi tidak kenal denga Marga Silaban dan saksi kenal dengan Penggugat
vang berternpat tinggal de Desa Sungai Raya;
Rahwa saksi telah lupa kapan sulang silima Gajah Manikdibentuk tetapi saat
pengukuhannya dihadivi oleh muspika ang di hadiri oleh Camat dan Kepala Dsa
Sungal Raya dan waktu itu tidak ada disebutkan batas-batas Sungai Raya tapi ada

di peta;

IANUARE MANALU, yang memeberikan keterangan dibawah sumpah yang pada
pokaknya sbb:

Bahvwa saksi pernah menandatangani surat penyerahan tanah sekitar tahun 1998
mengenal pembelian tanah yang terletak di Borno Sungai Raya dari marga
Silaban kepada Br Tumip,
Pahwa Juas tanah tesebut adalah 37 (tiga pulub tujuh) rante dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan Marga Sinaga;

- Sebelah Timur dengan Marga pane;

- Sebelah Utara dengan marga Siburian dan Silaban;

- Scbelah Selatan dengan marga sinaga;
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- Baliwa saksi ikut menandatangani yang 37 (tiga puluh tujuh) rante adalah sebagai
natia-ta;

Hahwa yang mengnasai tanan sebelumnya tidak tahu tetapi lebih kurang S (lima)
lahun yang lalu dikuasai dan dikerjakan oleh Silaban; '
Huwa sakst pernab miembuat pencabutan tandatangan karena isi dari surat yang
sarst tandatangani tidak ditandatangani terlebih dabulu oleh penjual dan pembeli
remudiun tahun 2009 terjadi sengketa sehingga saksi mencabut tandatangan
tersebut karena yang berhak di daerah itu adalah Gajah Manikdan disurat tersebut
tidak ferdapat nama gajah manik;

- Hahwa yang menyerahkan surat kepada saksi adalah istri Silaban karena katanya
tanah tersebut diserahkan kepada Br Tumnip dan dahulu tidak ada di bilang Br
Sihombing mau discrahkan sama Gajah Manik;

- Banwa sctahu saks] yang mencabut tandatangan adalah Gortap Pane, Marihot
Sinaga serta beberapa orang yang telah meninggal dunia dan penyerahan itu tidak
dikelanui olch marga pajah manik; _

Banwa saksi pernah diundang oleh Penggugat kerurnah suami R Br Sihombing

i dan mengatakan kepada saksi bahwa mercka telah bersepakat jual beli tanah

dengan R Br Sihombing lalu saksi datang kerumah Silaban dana tidak sampat’

kepikiran tentang gajab manik;

Bzhwa saksi kenal betul denganSilaban serta saksi tahu betul dengan lokasi tanah

lersebut;

- Bahwa saksi mengetabui sebelum sengketa tanah tersebut tidak ada yang
mengusahal saat ini tanah tersebut tidak ada vang mengusahai tetapi sebelum
penyerahan surat, yan menguasai adalah Silaban:

Bahwa saksi tidak tahu dari mana mana Silaban mendapatkan tanah tersebut dan
setabu saksi di Desa Sungai Raya dan sekelilingnya termasuk Bomo banyak
taoun vang dikuasai oleh orang lain;

Bahwa pada saat penverahan tanah dulu yang ditandatangani adalah surat kosong
serta pihak-pihak tiduk diteliti dan saat itu saksi bersama 5 (lima) orang yang lain
yang menanadatangani dan saat ity raja tanah tidak menandatangani serta saksi
beserta 5 (lima) orang lainnya tidak setuju yang mengetahui adalah Kepala Desa
[.ae Nuaha;

- Bahwa saat ini saksi berkcberatan dengan surat penyerahan tanah tersebut dan

sctahu saksi tidak pernah ada peralihan tanah dj Sungai Raya;
Bahwa umur saksi saat ini adalah jalan 71 tahun dan sebelum ke Sungai Raya

saksi berasal dari parmonangan dan pada tahun 1953 baru datang ke Svungai Rdya
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perubaly;

i ‘ arena saksi
. Rahwa saksi kut menandatangani surat penyerahan tersebut adalah k

. . o o |
jmasia ada hubungan dengan Penggugat dan karena saksi juga mendapat up ‘
sekedamya;

Bahwa saksi ingat ada 5 (lima) orang teman yaitu marga manullang, sthombing,

marga sinaga, gortap pane dan sakst,

. MARIHOT SINAGA, vang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada
nokoknya shb:

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah berperkara tentang

tanah yang terletak di Borno termasuk Sungai Raya ;

Bahwa luas tanah tersebut pada waktu diukur dulu adalah lebih kurang 37 (tiga
puluh tujuh) rante dimana 1 rante adalah 20 x 20 M;

Buhwa jarak rumah saksi dengan tanah terperkara adalah lebih kurang 2 (dua)

KM scicarang yang mengerjakan tanah tersebut tidak ada dan ditumbuhi pohon

nira;

Bahwa saksi tahun 1957 telah tinggal di Sungai Raya dan saksi ikut mengukur
vetika waktu penyerahan tansh dari Silaban kepada Penggugat karena tanah

pengiigat berbatasan dengan tanah yang dijual Silaban;

Behwa saat ini ditanah fersebul saksi tanami dengan jagung dan tanah saksi

berbatasan sebelah timur dengan tanah terperkara;

Bahwa pada waktu saksi menandatangani surat pada tahun 1998 adalah bertindak

i sehapal pihak saksi dari Penggugat atau pembeli dan penandatanganan dilakukan
! dirumah Silaban;
B

ahwa saksi tidak ada mendapatkan uang wakiu itu urtuk menandatangani tapi
hanya makan saja;

Bulrwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Op Sodugaon (R Br Sihombing)
dan selabu saksi Silaban tinggal di Huta Baru;

Balwa saksi tidak tahu scjarah Silaban mendapatkan tanah;
Buhwa saksi mengetahei desa Lae Nuaha terletak di KM 4;

Bahwa seksi membenarkan tandatangannya yang terdapat didalam bukti P-1 dan
pembeli pada waktu itu mengatakan saksilah yang bertanggung jawab terhadap
raja nidapot:

Bahwi suksi megetahui raja nidapot di daerah Sungai Ray

a adalah marga gajah
manik;

Baliwa saat saksi menandatangani tidak ada membaca terlebih dahulu;

Pengajuan gugatan ..., Sandoro Purba, FH Ul, 2011



19

7z

6 RAIA ARDIN UJUNG. yang mermeberikan ketzrangan dibawah sumpah yang pada
nokoknya sbh:
Bahwa saksi tahu sedikit mengenai perkara antara Penggugat dan Tergugat dari
keterangan marga gajoh yang mengatakan Penggugat mengaku-ngaku memiliki
tanah;
Bahwa saksi mengetahui menurut sejarah hak ulayat dimana sipitu marga tela
merspunyal Linah masing- masingdengan batas- batas tertentu yang tidak bisa
 kiaim oleh marga lain;
- Bahwa hak ulayat marga Gajah Manikmenurut saksi adalah di Desa Sungai Raya
] vang terdiri dari beberapa Dusun termasuk Binara dan Bernoh:;
Bahwa saksi sebagai ketua sulang silima sipitu marga berfungsi menengahi
masaiah peradatan dan hukum pemerintah;
Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa bernoh sudah -dibagi mula-mulanya dari
marga Ujung berbats fembah:
- Pabwa Dusun Binara masuk ke Desa Sungai Raya dan dahulu nama binara
adalah Berno karena bemo adlah lembah dan setahu saksi disitu adalah Gajah
o MATHK,
- Dahwa rnarga lain bisa ke situ tetapi tidak dapat hak ulayat;
Bahwa dahulu kalau beli tanah tidak ada jual beli tetapi sekarang dibuat surat

karena mengacu kepada hukum dan selama ini scring jual blei tanah hanya

dikctahui kepala desa don sekarang Jual beli tanah harus mengetahui pemilik

Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dengan Tergugat adalah
semenjak Tergugat datang kepada saksi:

- Buhwa saksi mengctahui tanah yang menajdi sengketa adalah 37 (tiga puluh

tujub) rante adaleh dari Penggugat;

Meoimbang, bahwa setelah pemeriksaan  bukti-bukti selesai selanjutnya

Pengounat mengajukan kesimpulannya secara lisan yang intinya agar Majelis Hakim

menjatuhkan putisan sesuai dengon gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka

sepala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat di dalam Berita Acara
Persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dan sudah turut dipertimbangkn
dalom putusan ini;
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TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAN KONPENSI
DALANM EKSEPS]

Menimbang, bahwa  sebelum  Majelis Hakim mempertimbangkan pokok
gupatan Penggugat, akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi dalam
jawanan Tergugal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi
Terpugat vang menyatakan tentang gugatan Penggugat adalah kabur (Qbscuur libel);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, tentang gugatan yang tidak menjadikan R.

™

A, Sthombing sebagai pihak (kurang pihak) ;

Menimbang bahwa untuk relakukan gugatan terhadap pihak siapa saja, adalah
meiupakan hak bagi Pengpugatf, sedangkan sejauhmana pentingnya posisi dan atau
: peranan R. Br. Sihombing (Op. Sodugaon) sebagai orang yang menjual tanah (objek
perkara) kepada Penggugat hanya dapat dipertimbangkan nanti dalam pokok perkaranya
dengan melihat bukti — bukti yang diajukan oleh pihak — pihak yang berperkara ;

Mcemmbang, bahwa demikian pula dalam gugatan Penggugat telah terurai

denzar jelas teniong objek vang digugat dan identitas pihak yang digugat juga telah -

lerurar dengan jelas sehingga gugatan dari Penggugat telah jelas dan telah memenuhi

syarat-syarat formil sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan setempat ditemukan fakta
banwa obick gugatan Penggugat seperti dalam gugatan adalah benar adanya seperti
‘ keadaan vang digambarkan dalam gugatan Penggugat; :

’ Menimbang, bahwa dikarenakexx'l gugatan. Penggugat telah benar dan telah
memenuhi - syarat-syarat gugatan yang bemar schingga cksepsi Tergugat dalam
Jawabannys yang menyatakan babwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas

adalah tiduk beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

DAUAM FOKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang
terurai daiam gugatannya di atas ;
M enimbang, bahwa yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat
adalah mengenai kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Borno seluas 37 rante
dengan baras- batas sebagai berikut
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M Lumbangaol.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nan Jaston Br Sihombing.
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- Scbelah Timur berbatas dengan tanah Komel Nababan dan tanah Gustap
Pane,

- Scbelah Barat berbatas dengan tanah Penggugat.

Menimbeang, bahwa intuk membukti dalil-dalil gugatannya Penggugat telah
meayerahkan sumtv-su'rat bukt yang diberi tanda P-1 s/d P-4, surat bukti tersebut sudah
ditubuht materal secukupnya, telab dilegalisir dan di persidangan telah disesuaikan
dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai surat bukti yang bernilai pembuktian
sedangkan bukti P-5 hanya berupa fotocopy saja sehingga tidak memiliki nilai
pr:n‘_:buk(.i:m; '

Menimbang, bahwa bukti P-1 dari Penggugat adalah mengenai surat penyerahan
atas tanap terperkara kepada Penggugat yang menjadi alas hak atas kepemilikan tanah
terperkara schingga sangat reievan dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimabang, bahwa bukti P-2 s/d P-5 dari Penggugat adalah merupakan surat-
surat Keterangan yang terbit sebagai pendukung bukti P-1 yang temyata hanya
nerupakan keferangan atas tanah milik orang lain namun terletak di Desa Lae Nuaha,
rarmun tidak memiliki nilai pembuktian akan sesuatu hak bagi Penggugat sehingga tidak
akan dipertimbantkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti diatas Penggugat juga telah
rnengajukan saksi di persidangan masing-masing bernama SINTA BR BINTANG,
PANDAPOTAN HUTAPEA dan DERAMA SILABAN, saksi-saksi tersebut sebelum

¢ mwrabertkan ketzrangan telah bersumpah menurut agamna dan kepercayaannya sehingga

keterangannya dapat diterima sebagai keterangan saksi yang bernilai pembuktian ;
Mcrumbang, bahwa dasar pugaran Penggugat adalah mengenai kepemilikan atas

scbidang tanah di Borno yang dislaskan pada Bukti P-1 yaitu surat penyerahan tanah

yeng dilakuken antara R Br Sihombing (Op. Sodugaon) kepada Laminta Br Turnip;
Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah memperleh

tanah terperkara dari ir Sihombing (Op Sodugzaon) tetapi Penggugat selama

pemeriksaan dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta fakta
vang wrungkap aipersidangan terungkap bahwa Penggugat tidak dapat mengungkapkan
mavgenal asal-usul tanah terperkara sebelum ia beli dari R, Br. Sihombing, dimana
tanah abjek perkara tersebut telah menjadi sengkera antara Penggugat dengan Tergugat,
vang satu dengan lain mengelaim sebagai orang yang berhak atas tanah tersebut i
Menimbang, bahwa penyerahan tanah yang dilakukan oleh R Br Sihombing
(Op. Sodugaon) dengan Laminta Br Turnip mengakibatkan peralihan hak kepemilikan

ats objek terperkera sesuai dalam surat penyerahan tanah tersebut menjadi hak milik
dart Penggugat; |
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Menirnbang, bahwa dalam gugatan Penggugat yang digugat sebagai pihak adalah
Abdul Gajuh Manik yang telah menguasai sebidang tanah yang telah beralih hak
kapemilikannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari Surat bukti Penggugat (P — 1) dan keterangan saksi —
sabsi Pengengat telah dapat diketahui tentang adanya peralihan hak atas tanah objek
perkara dart Ro B Sihombing (Op, Sodugaon), kepada Penggugat; akan tetapi dari Surat
hikti darn keterangan para saksi terscbut tidak dapat diketahui tentang asal usul tanah
oniek perkara selarna dan atau sebelum dikuasai oleh R. Br. Sihombing (Op. Sodugaon);

Meninbang, bahwa sedangkan menurut hemat Majelsi Hakim tentang asal usul
Gnan tersebut sangat penting, untuk mengetahui apakah R. Br. Sihombing sebagai
pemilik sah dan berhak untuk menjual atau mengalihkan tanah objek perkara kepada
Pon gugat, sehingga diharapkan penyelesaian perkaranya dapat dilakukan secara tuntas
scria dengan demikian dihampkan tidak akan terjadi Putusan Hukum yang merugikan
nihak — pihak yang berperkara :

Menimbang, bahwa untuk membuar terang dan jelas perkara ini Majelis Hakim

herpendapat sudah seharusnyalah Penggugat juga menyertakan R Br Sihombing yang

“memifiki kedudukan yang sangat penting sebagai pihak yang menyerahkan hak atas

tanah terperkara tersebut kepada Penggugat Laminta Br Tumip dengan dasar surat

penyerahan tanah sesual bukti P-1 sehingga timbulnya peralihan hak atas sebidang tanah

* rersebut baik sebagal Tergugat, atau sebagai turut Tergugat ataupun sebagai Penggugat;

dimana dengan melibatkan R. Br. Sihombing sebagai pihak diharapkan asal usul tanah
sepelam dijuzal kepada Penggugat akan menjadi jelas ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak menyertakan R Br
Sthombing sebagal Tergugat atou sebagai pihak perkara, dengan maksud sebagaimana
disebut di atas maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima

miaka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

BALAM REKONPENST

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat DR adalah sebagaimana
dalam Gugatan rekonpensi Penggugat DR;

Menimbang, bahwa untuk  membukti dalil-dalil gugatan rekonpensinya,
Yenggugat DR telah menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda T-1, T-2, T-3, T-4,
F-50T-601-8, T-9, T-10, T-11,T-15, T-16, T-17, T-18, T-20, T-21 dan T-22 kecuali T-
70EA2.T-13-T-14.T-19, surat bukti tersebut sudah dibubuhi materai secukupnya, telah

ditepabisir dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima
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sebagai surat bukti tertulis bagi Penggugat Rekonpensi sedangkan bukti T-7,T-12,T-13-
1-14,7-19 hanya berupa fotocopy saja, oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa kescluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat DR
tersebut diatas adalah mengenai surat keterangan saja yang ternyata tidak memiliki nilai
pembuktian akan sesuatu hak atas objek perkara dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan rekonpensi Penggugat DR point ke- 4
mendalilkan bahwa Penggugat DR adalah merupakan Ketua dari Lembaga Adat Sulang
Silima marpa Gajah Manik selaku pemegang hak ulayat marga Gajah Manik diWilayah
Sungw Rava;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Lembaga Adat Sulang Silima
wiarga Gajah Manik adaloh merupakan Organisasi masyarakat Adat yang memiliki
tingst untuk melestarikan budaya yang hidup \di masyarakat, namun tidak serta merta
anenjadi pemegang hak Ulayat dan bukan sebagai pemilik hak dari tanah terperkara;

Menimbang, bahwa hak ulayat adalah merupakan hak yang melekat kepada

L onasyarakal hukem adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para

warganya dan dimiliki secara bersama-sama oleh anggota masyarakat adat tersebut
dengan hak yang sama;

“n Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang disengketakan adalah merupakan
babian dari tanah milik masyarakat adat, maka sudah seharusnya yang melakukan
gugatan adalah  seluruh anggota masyarakat adat tersebut atau setidak-tidaknya
ewakilkan hak Loikumnya kepada wakilnya yang sah sesuai dengan undang-undang

yang berloku:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat DR adalah menggugat
hoknya vang dilanggar untuk  kepentingan diri sendiri sehingga Majelis Hakim
berpendapat bahwa  Penggugat sidaklah memiliki kapasitas sebagai pihak yang

menggugat terhadan sebidang anah yang merupakan bagian dari hak ulayat marga
Gaiah Manik;

Mernimbang, bahwa karena Penggugat DR tidak memiliki kapasitas sebagai
Penggugat dan pula gugat rekonpensi telah digjukan pada acara Duplik, sedangkan
scharusnya gugat rekonpensi diajukan pada jawaban pertama Tergugat, maka gugatan
kekonpensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat
Giterima sehingga Pengugat rekonpensi dihukum untuk membayar biaya perkara namun
jumiahnya NIHIL ; '
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Menpingal dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan perkara ini ;
MENGADILI
DALAM KONPENSE: -
DALAM EKSEPS!:
- Menolak eksepsi Tergugat,
DALAM POKOK PERKARA:
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (niet on Vankelijk
verklaard);
DALAM REKONPINSI:
Menyatakan pugatan Penggugat DR/ Tergugat DK tidak dapat diterima
(niet on Vankelijk verklaard).
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat DK/ Tergugat DK untuk membayar biaya
perkara yang hingga saat ini ditaksir benimnléh Rp. 844.000,- (delapan
ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari
Iabu, tanpgal 21 Oktober 2009, oleh kami A. SITUMORANG, SH, MH, Sebagai
Hakim Ketua Majel.s, D.R.P NAPITUPULU, SH dan RM.H TOBING, SH. masing-

masing sebagal hakim anggota, putusan mana diucapkan pada-hari Rabu, tanggal 27

Okiober 2009 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakin Anggota tersebut, di bantu oleh

i \‘SA:‘
Wakim-Hakim Anggota < T
oo 's yu\\\ l'
":'J{r‘: Av% = ™ e '
IR ] SITUMORANG, SH, MH
P P
g%
LA T
e

Panitera Pengganti
ey
[. SITEPU
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( Perincian Ongkos Perkara

{ ULy Pemllaitaran ......... Win, TN AV, ... Rp. 50.000,-
2. BiayaPanggilan ..........oooiiiiniiinnn, v el T Rp. 100.000,-

3. Biaya KOmisi .....cooom...n - AR . Rp.  700.000,-

4, Biaya Meteral ......cooiiiiiteennineinnnennnn s iilin.. e Rp.  6.000,-

5. Bilaya Redaksi ............... . 4 W, W Rp. 5.000,-

6. CiaValopglisic M....... N0, SN e, W Rp. 3.000,-
J uml a h . Rp. 844.000,-
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